
 

BAB I 

PENDAHULUAN UMUM 

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam 
sektor pertambangan nikel di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, 
khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial. Penyelesaian tantangan ini menuntut 
peran integratif pemerintah dalam mengatur penggunaan dana CSR (TBL provision) 
oleh perusahaan serta koordinasi lintas pemangku kepentingan, agar reklamasi 
lahan, pemulihan lingkungan, dan kesiapan sosial masyarakat dapat terwujud secara 
sinergis untuk mendukung keberlanjutan pertanian pasca tambang (sustainable 
agriculture). 

Namun demikian, pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan fisik lahan 
pasca-tambang tidaklah cukup untuk merepresentasikan kompleksitas persoalan 
yang dihadapi masyarakat sekitar tambang. Di luar kerusakan lingkungan, terdapat 
dimensi sosial yang kerap terpinggirkan—seperti hilangnya identitas kolektif, 
menurunnya kohesi sosial, serta perasaan tidak dilibatkan dalam proses transformasi 
wilayah mereka. Selain itu, tantangan infrastruktur dasar seperti terbatasnya akses 
jalan, irigasi, dan fasilitas produksi pertanian memperdalam kesenjangan struktural 
yang ada. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh dominasi aktor-aktor kuat atas 
sumber daya alam dan informasi, yang seringkali membatasi akses komunitas lokal 
terhadap proses perencanaan dan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, 
pemulihan pasca-tambang perlu dipahami sebagai proses yang bersifat 
multidimensional—tidak hanya bersandar pada aspek fisik, tetapi juga menekankan 
dimensi sosial, infrastruktur, dan penguasaan sumber daya—agar transformasi yang 
dihasilkan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, disertasi ini menawarkan kerangka 
konseptual yang dikembangkan melalui proses meta-sintesis kualitatif terhadap 
1.339 remarks dari literatur akademik dan dokumen kelembagaan. Temuan ini 
dikategorikan dalam sepuluh tema utama dan delapan puluh sub-tema yang 
kemudian dirumuskan ke dalam empat model konseptual, yang masing-masing 
merepresentasikan dimensi kunci dalam proses transformasi pasca-tambang. 
Model-model ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya, mulai 
dari pemetaan masalah, pengukuran performa TBL, pembangunan berbasis 
komunitas, hingga kesiapan institusional dan perilaku untuk transformasi jangka 
panjang. 

Penelitian ini membedakan antara istilah penutupan tambang (mining closure) 
dan pasca-tambang dengan merujuk pada regulasi nasional dan kerangka 
internasional untuk menghindari tumpang tindih makna dalam kerangka konseptual 
disertasi ini. Pertama, penutupan tambang merujuk pada fase akhir dari siklus 
pertambangan, dimulai saat kegiatan produksi berhenti dan perusahaan 
menyelesaikan seluruh kewajiban teknis dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan 
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Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018, penutupan tambang dilaksanakan melalui 
Rencana Penutupan Tambang (RPT) dan mencakup kegiatan seperti reklamasi, 
stabilisasi lereng, pengelolaan air asam tambang, dan pelepasan lahan. Fase ini 
bersifat legal-administratif dan menjadi akhir dari tanggung jawab formal perusahaan 
tambang. 

Kedua, pasca-tambang dalam konteks disertasi ini merujuk pada fase lanjutan 
setelah penutupan tambang, di mana fokus pembangunan bergeser dari tanggung 
jawab teknis perusahaan ke agenda pemulihan sosial-ekologis dan pembangunan 
ekonomi alternatif oleh komunitas dan pemerintah daerah. Fase ini melibatkan 
proses transformatif seperti pengembangan lahan bekas tambang, diversifikasi 
penghidupan (misalnya pertanian, energi terbarukan, atau ekowisata komunitas), 
serta rekonstruksi tata kelola kelembagaan lokal. Dengan demikian, pasca-tambang 
tidak hanya dipahami sebagai kelanjutan teknis, tetapi juga sebagai ruang 
pembangunan berkelanjutan yang harus dijamin melalui kolaborasi lintas sektor dan 
pendekatan yang partisipatif. 

Disertasi ini disusun dalam kerangka besar studi pembangunan Universitas 
Hasanuddin, yang mengutamakan pembangunan daerah yang kontekstual, 
transformatif, dan berkelanjutan. Karena itu, fokus utama kami tetap diarahkan pada: 
(1) Transformasi pasca-tambang sebagai bagian dari pembangunan daerah berbasis 
sumber daya lokal, (2) Pemberdayaan komunitas dan penguatan kelembagaan 
sebagai instrumen pembangunan inklusif, dan (3) Perumusan model yang aplikatif 
dan adaptif untuk kebijakan daerah. Seluruh konsep utama dalam disertasi ini—
termasuk pendekatan-pendekatan seperti TUMBUH, TILANG, dan TULANG—
dikembangkan secara bertahap untuk mencerminkan kerangka keberlanjutan yang 
berakar pada konteks lokal. Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan lebih lanjut 
dalam bab-bab berikutnya sebagai bagian dari kontribusi teoritis dan praktis untuk 
memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola transisi dari ekonomi ekstraktif ke 
ekonomi keberlanjutan. Dengan demikian, kontribusi disertasi ini tetap selaras 
dengan visi pembangunan Universitas Hasanuddin, yaitu mendorong kemandirian 
daerah melalui inovasi berbasis riset kontekstual dan berkeadilan. 

1.1. Latar Belakang  

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dalam 
industri pertambangan nikel di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, 
khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial. Penyelesaian masalah ini 
memerlukan peran integratif pemerintah dalam mengatur penggunaan dana 
penyediaan TBL (Triple Bottom Line) oleh perusahaan serta keterlibatan aktif dari 
berbagai pemangku kepentingan agar reklamasi lahan, pemulihan lingkungan, dan 
kesiapan sosial masyarakat dapat terwujud secara sinergis dalam mendukung 
keberlanjutan pertanian pasca tambang (sustainable agriculture). 
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Penerapan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan 
generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (UN, 
1987; UNEP, 2024; Montenegro, 2021) menjadi semakin mendesak. Laporan UNEP 
(2024) menyoroti bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk 
menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas planet 
mengalami stagnasi, menciptakan ketimpangan global yang memerlukan reformasi 
mendasar (Sachs et al., 2024). Pembangunan yang ideal mencakup integrasi antara 
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Damiano 
(2024) mengkritik bahwa pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan 
seringkali mengabaikan dimensi lingkungan, sehingga mengusulkan pendekatan 
holistik yang menekankan keseimbangan ekologis dan inklusivitas kultural. Hal ini 
mengingatkan kembali bahwa prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dilahirkan 
dari kesadaran global akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan 
kelestarian lingkungan (Handl, 2012). 

Ketidakseimbangan dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan juga 
tercermin dalam kegiatan pertambangan akibat lemahnya partisipasi publik dan 
pengawasan lingkungan (Kurniawan et al., 2019). Oleh karena itu, pembangunan 
berkelanjutan menuntut pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) serta 
penguatan kebijakan yang berpihak pada ketahanan sosial dan ekologi (Montenegro, 
2021). Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa setiap aktivitas korporasi, baik 
swasta maupun BUMN, tidak hanya menanggulangi dampak iklim, tetapi juga 
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi. 

Konsep pembangunan berkelanjutan sering disederhanakan dalam tiga aspek 
utama atau Triple P: profit (ekonomi), planet (lingkungan), dan people (sosial). 
Konsep ini selaras dengan Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh John 
Elkington (1999; 2004), yang menekankan perlunya keseimbangan dalam ketiga pilar 
tersebut. Elkington dan McKenzie (2024) menyatakan bahwa perusahaan perlu 
memperhitungkan tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga dampaknya terhadap 
kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pendekatan ini 
mendorong dunia usaha untuk berpikir melampaui keuntungan jangka pendek dan 
mulai mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari seluruh aktivitas 
operasionalnya terhadap para pemangku kepentingan. 

Dengan demikian, integrasi prinsip TBL ke dalam strategi bisnis menjadi suatu 
keniscayaan dalam membangun masa depan yang berkelanjutan. Dana penyediaan 
TBL (TBL provision), sebagai perangkat tanggung jawab lingkungan, sosial, dan 
ekonomi, perlu dikelola secara terukur dan transparan untuk memastikan 
keberlanjutan ekosistem dan komunitas pasca tambang. 

Dari aspek lingkungan (planet), aktivitas pertambangan—termasuk 
pertambangan nikel—menjadi sorotan karena sifatnya yang merusak ekosistem. 
Proses ekstraksi bijih tambang umumnya diawali dengan penggalian tanah, 
penebangan hutan secara masif, dan pengangkatan lapisan tanah subur (top soil) 
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maupun lapisan keras (overburden). Aktivitas ini berdampak langsung terhadap 
lingkungan dan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan (Leinfelder et al., 2015; 
Khobragade, 2020). Dampak yang umum terjadi meliputi degradasi lahan, penurunan 
kualitas air dan udara, serta pencemaran tanah. Meskipun sektor ini memberikan 
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ia juga menyisakan masalah 
keberlanjutan lingkungan dan ketidakadilan sosial di komunitas sekitar tambang 
(Karsadi & La Aso, 2023; Listiyani, 2017; Demmalino et al., 2018). 

Penelitian Demmalino et al. (2018) mengungkapkan bahwa aktivitas tambang 
menghasilkan dampak positif seperti peningkatan devisa dan kesempatan kerja, 
namun juga meninggalkan dampak negatif berupa kerusakan permukaan bumi, 
tailing, kebisingan, polusi udara, subsiden tanah, dan kerusakan infrastruktur akibat 
aktivitas alat berat. Dampak yang paling dominan adalah degradasi lahan yang 
mencakup deforestasi, hilangnya biodiversitas, rusaknya habitat flora dan fauna, dan 
meningkatnya erosi tanah (Adei et al., 2011; Goswami, 2015). Erosi parah terutama 
terjadi di wilayah berlereng dan diperparah oleh limbah tambang yang mengandung 
logam berat seperti nikel, kobalt, dan asam sulfat yang mencemari air permukaan 
dan air tanah (Ogola et al., 2002; Saviour, 2012; Maga, 2022; Mansaray et al., 2024). 
Selain itu, pencemaran udara dari debu tambang, emisi fosil, dan bahan kimia 
berbahaya berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, khususnya penyakit 
pernapasan (Setiawan et al., 2018; Sawal, 2022). Sedimentasi di sungai dan danau 
akibat erosi turut merusak ekosistem perairan dan infrastruktur pengairan. 

Di tengah kompleksitas tersebut, data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia 
telah kehilangan sekitar 721.000 hektare lahan akibat ekspansi pertambangan dari 
2001 hingga 2023, termasuk 150.000 hektare hutan primer yang memainkan peran 
penting dalam keseimbangan ekologi (Nusantara Atlas, 2024). Konsesi tambang 
nikel kini mencakup sekitar 920.000 hektare, dan dua pertiganya berada di kawasan 
hutan (Fern, 2023), yang mengakibatkan deforestasi seluas 80.000 hektare dan 
berdampak signifikan terhadap komunitas lokal serta masyarakat adat. Sementara 
beberapa perusahaan seperti PT Vale Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih 
kuat—telah mereklamasi sekitar 3.817 hektare dan menanam lebih dari 4,8 juta 
pohon hingga tahun 2024, yang baru mencapai sekitar 65% dari targetnya (Vale 
Indonesia, 2024; 2023)—namun upaya rehabilitasi secara umum masih tertinggal 
jauh dari skala kerusakan yang terjadi. Di Kalimantan Selatan, misalnya, dari total 
60.317 hektare lahan yang rusak akibat tambang, hanya sekitar 2.365 hektare yang 
berhasil direvegetasi (Mongabay, 2021). Kondisi serupa juga ditemukan di 
Kalimantan Timur, di mana keberhasilan rehabilitasi hanya mencakup 1.757,26 
hektare, atau sekitar 4% dari 45.181 hektare yang seharusnya direklamasi, yaitu 
sekitar 30% dari total IPPKH seluas 150.604 hektare (Subarudi et al., 2018).  

Sejalan dengan fakta-fakta tersebut—termasuk kenyataan bahwa hanya sekitar 
48% perusahaan yang mematuhi kewajiban reklamasi—studi terbaru menekankan 
urgensi reformasi hukum untuk menutup celah regulasi yang masih ada, guna 
memastikan akuntabilitas penuh perusahaan dalam menjalankan kewajiban 
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reklamasi. Studi ini juga menegaskan pentingnya menjadikan pemulihan 100% lahan 
pascatambang sebagai kewajiban hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan 
secara langsung, yang pelaksanaannya dikaitkan secara eksplisit dengan 
persetujuan operasional dan proses sertifikasi (Listiyani et al., 2023). Ketimpangan 
ini mencerminkan adanya kesenjangan serius antara kebutuhan restorasi ekologis di 
tingkat nasional dan lambatnya respons dari pemerintah daerah maupun pelaku 
usaha pertambangan. 

Gangguan terhadap ekosistem ini menimbulkan rasa tidak aman bagi 
masyarakat, bukan hanya selama operasi tambang berlangsung, tetapi juga pasca 
tambang, ketika ketidakpastian ekonomi mulai dirasakan. Masyarakat lokal 
mengalami perubahan pola hidup, konflik sosial, penurunan kesehatan, hingga 
kerusakan budaya lokal (Safar et al., 2016; Yanti et al., 2019; Kostetska et al., 2020). 
Migrasi, kemiskinan baru, dan perubahan mata pencaharian dari sektor pertanian ke 
pertambangan menjadi gejala umum, sebagaimana dilaporkan di Konawe Utara 
(BPS, 2022–2023). Ketergantungan pada industri tambang melemahkan struktur 
ekonomi tradisional dan memperdalam ketimpangan (Sutono et al., 2020; Gombodorj 
& Peto, 2022). 

Untuk itu, tanggung jawab perusahaan dan pemerintah dalam memberdayakan 
masyarakat harus diperkuat. Dana CSR berperan penting dalam membantu 
masyarakat kembali kepada aktivitas pertanian secara berkelanjutan. CSR tidak 
hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga perangkat akuntabilitas moral dan 
instrumen mitigasi sosial. Dana ini dapat digunakan untuk pelatihan, kesehatan, 
pemulihan lingkungan, dan penciptaan usaha produktif (Bhukya, 2023; Gillo et al., 
2023; Husiansyah et al., 2023). Pemanfaatannya harus diselaraskan dengan 
kebutuhan komunitas dan dikelola secara partisipatif agar benar-benar memperkuat 
ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pasca tambang (Amirsheneva & Osanloo, 
2022; Boonnual, 2024; Dupuy, 2014). 

Adopsi konsep CSR yang melibatkan kesepakatan bersama antara perusahaan 
dan pemangku kepentingan lokal dapat menciptakan relasi yang autentik dan 
berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas perusahaan, 
tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat lokal di sekitar 
wilayah tambang (Arrosquipa, 2021). Penyelenggaraan CSR akan lebih berhasil jika 
perusahaan menerapkan prinsip sustainability secara konsisten dan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan 
program (Putera et al., 2020). Dalam konteks ini, pengelolaan dana CSR harus 
diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat (community 
development) secara strategis. 

Community development yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari 
pemimpin komunitas, perusahaan, dan pemerintah daerah—termasuk dinas 
pertanian—terutama dalam pemberdayaan petani lokal (Nurhayati et al., 2020). 
Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, berperan penting dalam memfasilitasi kerja 
sama antara sektor pertanian dan sektor industri guna menciptakan manfaat 
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bersama (Septasawitri, 2023; Widiana & Asfiah, 2024). Salah satu contoh penerapan 
CSR yang baik dapat dilihat dari program PT Vale Indonesia, seperti Independent 
Village Partnership, Strategic Partnership, dan Strategic Contribution yang 
menunjukkan keterpaduan antara perusahaan, komunitas, dan institusi pertanian 
(Agus, 2020). 

Dalam konteks wilayah pasca-tambang di Sulawesi Tenggara, kami mendapati 
bahwa pengembangan sektor pariwisata masih menghadapi sejumlah kendala 
struktural, antara lain: aksesibilitas dan infrastruktur penunjang yang belum 
memadai, kurangnya kesiapan SDM lokal dalam layanan wisata, serta minimnya 
daya tarik destinasi setelah degradasi lahan tambang. Sebaliknya, pertanian—
khususnya pertanian berbasis kakao—telah terbukti lebih cepat dan realistis dalam 
menciptakan nilai tambah ekonomi, membangun kembali keterikatan sosial terhadap 
tanah, dan mendorong partisipasi masyarakat. Pilihan ini bukan karena menutup 
kemungkinan pariwisata ke depan, tetapi karena pertanian dapat segera merespons 
risiko stagnasi dan vakum ekonomi yang sering muncul begitu aktivitas tambang 
berakhir. 

Kerja sama lintas sektor ini memungkinkan terbentuknya farming community 
resilience, yaitu suatu model pembangunan berkelanjutan yang menjaga harmoni 
antara eksplorasi sumber daya mineral dan ketahanan komunitas pertanian lokal 
(Rela et al., 2021). Namun demikian, pengalaman implementasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
menunjukkan bahwa tanpa keberpihakan pada prioritas komunitas dan potensi lokal, 
dampaknya menjadi terbatas dan tidak berkelanjutan (Amin & Fachruddin, 2022; 
Seloa & Ngole-Jeme, 2022). 

Pemberdayaan komunitas dalam konteks pascatambang membutuhkan 
instrumen yang multifungsi dan berbasis kesepakatan. Salah satunya adalah 
Community Development Agreement (CDA), yaitu perjanjian formal antara 
perusahaan tambang dan masyarakat lokal yang bertujuan memitigasi 
ketidakpastian ekonomi pasca tambang. CDA menjamin bahwa manfaat 
pertambangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan dan pemerintah, tetapi juga 
dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar (Dupuy, 2014). Dalam pandangan 
O’Faircheallaigh (2013), CDA juga menjadi sarana penting untuk memperkuat 
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup 
mereka. Menurut Mutale et al. (2019), community development mencakup dua aspek 
utama: development in the community, yang berkaitan dengan penyediaan layanan 
dan pemecahan masalah internal; dan development of community, yang melibatkan 
peningkatan partisipasi, hubungan sosial, dan rasa memiliki antaranggota komunitas. 
Proses ini menuntut dialog transformasional, pembelajaran kolektif, serta koordinasi 
antar aktor pembangunan (Adiansyah et al., 2024; Widiana & Asfiah, 2024). 

Aspek hukum juga memperkuat keharusan ini. UU No. 3 Tahun 2020 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Undang-undang ini menekankan 
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pentingnya partisipasi lokal dalam pengelolaan sumber daya, agar masyarakat 
menerima manfaat langsung dari aktivitas pertambangan (Lockie et al., 2009; 
Rodriguez-Luna et al., 2022; Dewa et al., 2023). Namun, berbagai studi menunjukkan 
bahwa pengelolaan dana CSR masih menghadapi banyak hambatan. Gagalnya CSR 
dalam menciptakan manfaat ekonomi dan sosial seringkali disebabkan oleh 
ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal serta minimnya partisipasi 
masyarakat (Afiat et al., 2018). Selain itu, komunitas lokal memiliki persepsi yang 
berbeda mengenai prioritas CSR, mulai dari isu lingkungan, kesehatan, hingga etika 
dan filantropi (Mansilla-Obando et al., 2022). Ketika CSR hanya dijalankan sebagai 
sarana hubungan masyarakat yang bersifat temporer, maka tidak akan memberi 
dampak jangka panjang (Laisani et al., 2016). Resnawati & Rivani (2017) 
menunjukkan bahwa pengeluaran dana CSR yang besar selama lebih dari tiga 
dekade tidak serta-merta mengurangi kemiskinan, justru memperkuat 
ketergantungan masyarakat pada bantuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 
kerangka CSR yang terstruktur, inklusif, dan komunikatif untuk memastikan 
keberlanjutan manfaatnya bagi komunitas lokal (Laisani et al., 2016; Afiat et al., 
2018). 

Dalam membahas pertambangan dan transformasi pasca-tambang, landasan 
konstitusional UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) harus menjadi pijakan utama. Oleh karena 
itu, dalam revisi disertasi ini, kami telah menambahkan landasan normatif bahwa: 
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam konteks ini, 
konsep “dikuasai oleh negara” tidak semata-mata berarti dimiliki oleh negara, tetapi 
harus diinterpretasikan sebagai penguasaan oleh negara untuk kepentingan publik 
melalui kebijakan yang menjamin akses, keadilan distribusi, dan keberlanjutan 
ekologi. 

Lebih jauh, pendekatan transformasi pasca-tambang yang kami tawarkan justru 
bertujuan untuk mengembalikan kendali dan manfaat atas sumber daya—baik tanah, 
air, maupun ruang hidup—kepada masyarakat lokal, dalam kerangka negara sebagai 
penjamin kemakmuran. Hal ini selaras dengan semangat konstitusi dan prinsip-
prinsip negara kesejahteraan. Kajian lebih lanjut juga dilakukan untuk memastikan 
bahwa transformasi pasca-tambang tidak menjadi privatisasi terselubung, melainkan 
bentuk nyata dari mandat konstitusi untuk memperkuat keadilan sosial dan 
kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. 

Lebih lanjut, hubungan antara CSR dan sustainability development diperkuat 
melalui adopsi TBL dalam akuntansi keuangan. PSAK 237 Tahun 2024 menjelaskan 
bahwa TBL provision dapat diakui sebagai kewajiban perusahaan atas peristiwa 
masa lalu, termasuk kewajiban konstruktif akibat pencemaran lingkungan atau 
pelanggaran etika (PSAK 237 IAI, 2024; IFRS, 2023; Martani, 2024). Misalnya, 
meskipun perusahaan tidak secara hukum diwajibkan menanggulangi kerusakan 
lingkungan, tindakan masa lalunya yang menyebabkan kerusakan tetap 
menimbulkan tanggung jawab. 
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Permasalahan lingkungan dalam konteks ini umumnya mencakup tiga kategori 
utama: pencemaran, penyalahgunaan lahan (land misuse), dan eksploitasi 
berlebihan terhadap sumber daya alam (Kusuma et al., 2022). Merujuk pada 
Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2018, dana lingkungan hidup juga digunakan untuk 
pemulihan dan rehabilitasi sumber daya yang rusak (Republik Indonesia, 2018; 
Subarudi et al., 2018). Dengan demikian, TBL tidak hanya menjadi indikator kinerja, 
tetapi juga alat pengambilan keputusan dan kolaborasi multisektor. Fungsi TBL 
meluas dari kerangka keberlanjutan perusahaan hingga strategi investasi agri-food 
lintas dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi (Hammer & Pivo, 2016; Zhang, 2018; Liu 
et al., 2019; Negra et al., 2020). 

Keterbatasan dana dalam penanggulangan kerusakan lingkungan dan sosial 
mendorong perlunya perumusan konsep TBL provision yang lebih luas, mencakup 
tanggung jawab baik dari perusahaan tambang maupun pemerintah. Berdasarkan 
pendekatan shareholder, tanggung jawab perusahaan meliputi penyediaan dana 
jaminan reklamasi, dana CSR, dana pemberdayaan masyarakat, royalti tambang, 
PNBP sumber daya mineral, PPN, hingga pajak penghasilan. Sementara itu, 
berdasarkan pendekatan stakeholder, pemerintah sebagai pemegang otoritas 
perizinan tambang memiliki tanggung jawab ekonomi untuk memastikan 
ketersediaan dana pemulihan pascatambang jika terjadi degradasi lingkungan dan 
sosial akibat aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, dana dari berbagai sumber—
baik dari perusahaan maupun dari program pemerintah—yang ditujukan untuk 
pemulihan dan keberlanjutan masyarakat lokal dapat dikategorikan sebagai bagian 
dari TBL provision (KBBI, IAI, 2022). 

Penerapan TBL provision secara terintegrasi sangat penting untuk memastikan 
pemulihan lingkungan dan sosial berjalan efektif. Ini mencakup penggunaan 
teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan emisi, pengelolaan 
limbah, dan reklamasi lahan yang melibatkan masyarakat lokal agar mereka yakin 
akan kelangsungan hidup ekonomi mereka setelah tambang berakhir. Contohnya, 
penggunaan dana CSR untuk program pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan 
pengembangan usaha alternatif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
(Ansu-Mensah et al., 2021; Reeves et al., 2022; Dewa et al., 2023). Selain itu, 
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan 
meningkatkan legitimasi dan efektivitas program (Chodijah & Suma, 2023; Widiana 
& Asfiah, 2024). 

Kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan reklamasi lahan secara penuh 
(100%) adalah amanat hukum yang perlu ditegakkan dengan sanksi jika tidak 
dipenuhi (Kementerian ESDM RI, 2020; Yuslan et al., 2019). Dengan penerapan 
strategi mitigasi yang tepat dan penegakan hukum yang tegas, dampak negatif 
pertambangan nikel dapat diminimalkan, sekaligus memberikan manfaat jangka 
panjang bagi lingkungan dan masyarakat (Agoboola et al., 2020; Sitompul et al., 
2024). Pemerintah memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam proses 
pemantauan reklamasi dan pemulihan kawasan yang terdampak. 
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Reklamasi lahan menjadi strategi penting dalam mitigasi dampak pascatambang 
dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya 
menjadi kewajiban pasca degradasi, tetapi juga bagian dari prinsip reuse and 
preservation of future land use (Limpitlaw & Briel, 2014; Leinfelder et al., 2015). 
Reklamasi merupakan proses pemulihan fungsi lahan yang rusak agar dapat 
digunakan kembali secara produktif. Teknologi reklamasi mencakup revegetasi 
(Fanni et al., 2022), pengendalian erosi (Khobragade, 2020; Husein & Nurkhamim, 
2021), pengolahan limbah (Popovic et al., 2015; Kartika et al., 2021), bioremediasi 
(Fanni et al., 2022), dan pengembangan lahan (Suswati & Denashurya, 2023). 

Revegetasi dilakukan dengan menanam kembali jenis tanaman yang sesuai 
dengan karakteristik tanah dan iklim (Setyowati et al., 2018; Agincourt, 2022). 
Pengendalian erosi menggunakan metode seperti terasering dan tanaman penutup 
tanah. Pengolahan limbah tambang bertujuan mengurangi dampak lingkungan, 
sedangkan bioremediasi memanfaatkan mikroorganisme untuk membersihkan tanah 
dan air dari bahan berbahaya. Pengembangan lahan dapat mengubah bekas 
tambang menjadi kawasan pertanian, kehutanan, atau ruang hijau produktif. 

Keberhasilan reklamasi yang diiringi oleh pemberdayaan masyarakat lokal 
melalui kegiatan pertanian merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan di sektor 
pertambangan. Community development memainkan peran penting dalam 
memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan 
kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi risiko perubahan lingkungan dan 
ekonomi (O’Faircheallaigh, 2013; Schutte, 2016; Landico & Ramirez, 2023). 
Partisipasi aktif komunitas menjadi kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi pembangunan (Mutale et al., 2019; Savels et al., 2024). Ini semakin 
relevan ketika terjadi pengurangan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) di 
Indonesia, akibat konversi fungsi lahan ke pertambangan (Salim, 2016; Marsaoly et 
al., 2024). Dengan pendekatan integratif dan dukungan regulasi, lahan bekas 
tambang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung ketahanan pangan nasional 
(Dariah et al., 2010; Mohring et al., 2022; Huang, 2024). Pemanfaatan lahan 
pascatambang untuk pertanian adalah strategi lintas sektor yang membutuhkan 
kebijakan kuat dan pendekatan multidisiplin (Li et al., 2020; Worden et al., 2024). 
Dalam konteks ini, pelibatan multi-stakeholder menjadi sangat penting, termasuk 
petani lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Menurut Landico (2023), 
pengembangan komunitas petani dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, 
pengelolaan sumber daya, dan penerapan pertanian berkelanjutan. Savels (2024) 
menambahkan bahwa fokus pada kebutuhan lokal dan keterlibatan masyarakat 
adalah prasyarat utama untuk keberhasilan pembangunan komunitas. Perlindungan 
lahan dari alih fungsi menjadi pertambangan masih menjadi tantangan besar 
(Mkodzongi & Spiegel, 2018; Heryanto & Nugraha, 2024). Oleh karena itu, 
perencanaan berbasis komunitas menjadi pendekatan kunci agar aspirasi lokal 
terwakili secara adil dan berkelanjutan (Amirsheneva & Osanloo, 2022; Fayiah & 
Fayiah, 2024). 
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Reklamasi pascatambang adalah proses teknis dan sosial yang kompleks, 
namun sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan 
ekonomi lahan (Arief et al., 2020; Obodai et al., 2023). Menurut definisi konseptual, 
reklamasi bertujuan mengembalikan lahan rusak agar layak digunakan untuk 
pertanian, permukiman, atau konservasi (Hurni, 1997; Dumanski, 1997; Hamzah, 
2022). Proses ini mencakup teknik pemulihan tanah, pengelolaan air, revegetasi, dan 
pengembalian top soil sebagai media tumbuh tanaman (Susetio, 2018; Neswati et 
al., 2020). Dengan pendekatan ini, lahan pascatambang tidak hanya pulih, tetapi 
menjadi sumber kehidupan baru bagi masyarakat sekitar. 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk 
mengatur kegiatan pertambangan nikel, khususnya dalam pengelolaan lingkungan 
dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Beberapa kebijakan utama paling tidak 
meliputi: (1) kewajiban reklamasi (BPK RI, 2024); (2) program hilirisasi industri 
(Bhawono et al., 2024); (3) penetapan standar emisi (Kartika et al., 2021); dan (4) 
persyaratan perizinan lingkungan (Chiva, 2021; Media Nikel Indonesia, 2021). Setiap 
perusahaan diwajibkan menjalankan reklamasi sesuai Rencana Kerja dan Anggaran 
Biaya (RKAB) yang disetujui pemerintah (Anditya, 2024). Hilirisasi ditujukan untuk 
meningkatkan nilai tambah nikel domestik dan mengurangi ekspor bahan mentah. 
Penetapan standar emisi yang ketat serta persyaratan izin lingkungan yang 
komprehensif juga bertujuan untuk menekan pencemaran air dan udara. Meski 
regulasi telah berkembang dan teknologi reklamasi semakin canggih, 
implementasinya menghadapi tantangan serius. Biaya reklamasi yang tinggi menjadi 
beban tersendiri bagi perusahaan, sementara durasi proses reklamasi yang panjang 
memperlambat pemulihan ekologis. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap 
pelanggaran reklamasi masih perlu diperkuat (Listiyani, 2017). Padahal, pelaksanaan 
reklamasi dapat dijalankan tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara finansial dan 
sosial (Leinfelder et al., 2015). Reklamasi yang efektif harus mencakup aspek sosial-
ekonomi masyarakat terdampak, selain memulihkan fungsi ekologis lahan (Adesipo 
et al., 2021). 

Keberhasilan reklamasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan 
tambang, dan masyarakat lokal (Hammer & Pivo, 2016; Adesipo et al., 2021; Amijaya 
et al., 2022; Fayiah & Fayiah, 2024). Ini sejalan dengan prinsip Triple Bottom Line 
(TBL), yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya, 
keberhasilan reklamasi masih belum optimal. Studi oleh Erong et al. (2022) 
menunjukkan bahwa revegetasi jati dan akasia hanya mencapai tingkat keberhasilan 
85%, menandakan adanya persoalan ekologis yang belum sepenuhnya teratasi. 

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, reklamasi didefinisikan sebagai kegiatan 
untuk mengatur, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan serta ekosistem 
agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Republik Indonesia, 2020). Tanggung 
jawab reklamasi berada pada pemegang izin tambang sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu opsi 
penggunaan lahan pascatambang adalah pertanian, di samping fungsi lain seperti 
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kehutanan, perikanan, konstruksi, pemukiman, dan pariwisata (Bing-Yuan & Li-xun, 
2014; Amirsheneva & Osanloo, 2022). 

Meskipun sektor tambang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan 
penurunan kemiskinan, dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial tetap 
signifikan. Di tingkat global, banyak kegiatan pertambangan belum memenuhi 
standar keberlanjutan, termasuk aspek pelaporan dampak lingkungan (Maddala, 
2021). Di Indonesia, tren ekspansi area tambang nikel selama 2014–2020 
meningkatkan risiko degradasi lingkungan jika tidak diikuti dengan reklamasi yang 
tepat (Barus et al., 2022). Studi Abriansyah (2022) menunjukkan bahwa sebagian 
besar parameter lingkungan telah melebihi ambang batas baku mutu, terutama di 
Konawe Utara. Kondisi geologis seperti tanah alluvial di wilayah tersebut turut 
memperburuk genangan banjir yang tidak hanya merugikan daerah tambang, tetapi 
juga pemukiman sekitar (Cahyono et al., 2022). Penurunan kelandaian pantai dan 
paparan intertidal yang luas menjadi bukti kerusakan pesisir akibat aktivitas tambang 
(Yusriandi & Amadhan, 2022). 

Penelitian ini muncul di tengah perdebatan akademik tentang paradoks antara 
potensi ekonomi tambang nikel dengan tingkat kemiskinan di Konawe Utara. 
Penelitian Maswana dan Nurfika (2021) menunjukkan tidak adanya korelasi positif 
antara pertumbuhan sektor tambang dan penurunan kemiskinan. Aktivitas tambang 
juga belum efektif mengatasi kerusakan lingkungan (Muhjad et al., 2021), sementara 
penerimaan pemerintah daerah dari hasil tambang tidak seimbang dengan 
kerusakan yang ditanggung (Said, 2019). Dalam konteks ini, pemanfaatan lahan 
pascatambang untuk pertanian menjadi strategi alternatif yang berkelanjutan. Dariah 
et al. (2010) menekankan bahwa lahan eks-tambang dapat digunakan untuk 
memperluas areal pertanian guna mengatasi persoalan pangan dan lingkungan. 
Rencana rehabilitasi lahan harus merujuk pada regulasi yang berlaku dan 
mempertimbangkan potensi konversi lahan untuk pertanian, kehutanan, atau 
pemanfaatan sosial ekonomi lainnya (Irena & Rahayu, 2024). 

Transformasi lahan pascatambang ke pertanian berkelanjutan juga menghadapi 
tantangan. Menurut Lagiman (2020), Sustainable Agriculture adalah bagian dari 
komitmen nasional terhadap SDGs dan melibatkan tiga dimensi utama: profit, planet, 
dan people. Praktik pertanian berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk produktivitas 
pangan, tetapi juga menjaga ekosistem, konservasi tanah, dan kesejahteraan petani 
(MacRae et al., 1990; Ikerd, 1993; Kindangen et al., 2023). Konsep ini menekankan 
pentingnya manajemen sumber daya alam secara bijak, pelestarian biodiversitas, 
dan peningkatan kapasitas adaptif komunitas petani. Perubahan lahan pertanian 
menjadi kawasan tambang telah mempercepat degradasi sektor pertanian secara 
nasional (Marsaoly et al., 2024; Kamarudin et al., 2016). Oleh karena itu, 
pemanfaatan kembali lahan pascatambang untuk pertanian berkelanjutan harus 
diposisikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan 
perencanaan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. 
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Alih fungsi lahan pertanian umumnya terjadi di sekitar kawasan lingkar tambang 
dan wilayah yang berdekatan dengan lokasi pertambangan, dan hal ini berdampak 
signifikan terhadap pola perilaku petani (Demmallion et al., 2018). Mayoritas 
masyarakat yang sebelumnya bergiat di sektor pertanian dan kelautan beralih 
menjadi pekerja di sektor tambang karena sektor pertanian belum mampu menjamin 
kesejahteraan mereka. Pertambangan menawarkan pendapatan yang lebih 
menjanjikan, yang menjadi alasan utama peralihan tersebut. 

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mencapai sekitar 21 juta 
metrik ton pada 2023 (TN, 2024), menjadikan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 
Selatan sebagai pusat utama industri nikel. Enam perusahaan tambang besar seperti 
PT Antam Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Central Omega Resources Tbk, PT IMIP, 
PT Ifishdeco Tbk, dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk mendominasi sektor ini. 
Namun, ketimpangan tetap terjadi; petani di sekitar tambang masih mengalami 
tingkat kesejahteraan yang rendah. Namun, berbagai persoalan serius sustainability 
development muncul dari kegiatan perusahaan tambang besar. PT IWIP di 
Halmahera Tengah menunjukkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari 
integrasi tambang, smelter, dan PLTU batubara—termasuk pencemaran udara dan 
air, kerusakan lanskap dan DAS, serta gangguan kesehatan masyarakat (Saputra, 
2023; Hasyim, 2024). Kasus lainnya adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk 
(Harita Group) di Pulau Obi, yang menjalankan smelter HPAL dan menyebabkan 
deforestasi, pencemaran laut dan sungai, hingga krisis air dan kesehatan masyarakat 
(Sawal, 2023). 

PT Kalimantan Ferro Industri di Kutai Kertanegara juga dilaporkan menimbulkan 
gangguan suara, limbah, dan kerusakan properti warga tanpa kompensasi (Rahayu, 
2024). Sementara PT WIN di Konawe Selatan dituding mengabaikan kewajiban 
reklamasi dan community development serta beroperasi tanpa dokumen AMDAL 
yang jelas (Salman, 2024). Kasus PT Antam di Pulau Gebe dan Pulau Maba 
memperlihatkan dampak jangka panjang terhadap petani dan nelayan akibat 
pencemaran laut, hilangnya sumber air, dan penghilangan komoditas lokal seperti 
kopra dan pala (Anggoro, 2023; Pramita, 2020). 

Fenomena serupa terjadi di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, di mana 
masyarakat tidak lagi dapat bertani atau melaut akibat pencemaran dan konflik lahan. 
Ironisnya, meskipun Kabupaten Konawe Utara kaya akan cadangan nikel, angka 
kemiskinannya terus meningkat. Dari 2010 hingga 2020, tingkat kemiskinan hanya 
turun 15%, dibandingkan 28% secara nasional. Bahkan, dari 2020 ke 2021, jumlah 
penduduk miskin justru naik 4% (BPS Sulawesi Tenggara, 2022; BPS Konawe Utara, 
2022). 

Paradoks ini memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis 
mengurangi kemiskinan jika tata kelola tidak adil. Dengan dominasi pelaku usaha 
tambang, termasuk 50 pengusaha nikel di Konawe Utara (36% dari total pengusaha 
di Sultra), kesenjangan antara potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kian 
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melebar. Cacat struktural dalam model pembangunan yang diwariskan sejak 1949 
masih membayangi wilayah ini. 

Fenomena-fenomena tersebut menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di 
Indonesia sering kali memberikan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan, 
sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Konflik antara perusahaan tambang dan 
masyarakat kerap terjadi karena dominasi kepentingan ekonomi (profit) yang 
mengesampingkan dimensi lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini 
menjadi penting untuk merumuskan solusi melalui konsep dan kebijakan yang lebih 
ketat—termasuk integrasi TBL provision, community development, reklamasi 
pascatambang, dan pengembangan pertanian berkelanjutan sebagai pendekatan 
transformatif berbasis masyarakat.xx 

Paradoks ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak serta-merta 
berdampak pada pengurangan kemiskinan apabila tidak disertai dengan tata kelola 
yang adil dan berpihak pada masyarakat. Di Konawe Utara, dominasi pelaku usaha 
tambang—termasuk 50 pengusaha nikel yang mewakili 36% dari total pelaku industri 
pertambangan di Sulawesi Tenggara—telah memperlebar jurang antara potensi 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ironisnya, di tengah limpahan nikel, 
masyarakat sekitar tambang justru tetap berada dalam kondisi miskin, baik secara 
pendapatan, akses terhadap layanan dasar, maupun peluang penghidupan yang 
berkelanjutan. Ketimpangan ini diperparah oleh warisan model pembangunan yang 
secara struktural belum berpihak sejak masa awal republik pada tahun 1949. 

Fenomena ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di Indonesia kerap 
menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, tatanan sosial, 
dan struktur ekonomi masyarakat setempat. Konflik antara perusahaan tambang dan 
komunitas lokal sering kali terjadi akibat dominasi kepentingan ekonomi (profit-
oriented) yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan latar 
belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk merumuskan 
pendekatan alternatif melalui desain kebijakan yang lebih adil dan integratif—
termasuk melalui penguatan TBL provision, pengembangan masyarakat (community 
development), reklamasi pascatambang, serta revitalisasi pertanian berkelanjutan 
sebagai pendekatan transformasi berbasis komunitas. 

Akar dari persoalan kemiskinan dan ketimpangan keadilan di wilayah tambang—
seperti yang terjadi di Konawe Utara—berasal dari ketidaksesuaian antara praktik 
pengelolaan tambang dan kerangka regulasi yang berlaku sejak awal. Jika regulasi 
yang mengatur pembagian manfaat, alokasi CSR, tata ruang, dan akses terhadap 
sumber daya tidak ditegakkan sejak tahap perencanaan, maka ketimpangan 
struktural akan terus mereproduksi kemiskinan secara turun-temurun. Dalam konteks 
Konawe Utara, meskipun kaya akan nikel, masyarakat setempat masih berada dalam 
kondisi rentan secara ekonomi dan termarginalkan secara kebijakan. 

Hasil telaah literatur dan sintesis tematik menunjukkan bahwa ketidaksesuaian 
antara mandat regulasi dan praktik lapangan telah melemahkan fungsi CSR, 
mereduksi peran kelembagaan lokal, dan menciptakan ketergantungan terhadap 
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ekonomi tambang yang tidak berkelanjutan (Hilson, 2012). Karena itulah, diperlukan 
pendekatan transformasi pascatambang yang mampu merespons secara struktural 
melalui tiga jalur, yaitu: (a) Rekalibrasi kelembagaan berbasis regulasi dan prinsip 
keadilan spasial, (b) Pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis 
pertanian lestari, dan (c) Penciptaan indikator kinerja yang mengintegrasikan 
kesejahteraan dan keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan narasi miskin 
di setiap tambang dapat diputus melalui intervensi yang berpihak dan berbasis pada 
bukti-bukti kontekstual yang kuat. 

1.2. Dasar Teori 

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama yang menjadi fondasi analitis dalam 
membingkai persoalan keberlanjutan kawasan pascatambang, yaitu Stakeholder 
Theory, Legitimacy Theory, dan Theory of Planned Behavior (TPB). Ketiganya 
tidak hanya membentuk kerangka konseptual yang kokoh, tetapi juga menjadi 
instrumen operasional dalam menjelaskan keterkaitan antara perilaku individu, 
struktur kelembagaan, dan proses legitimasi dalam transformasi sosial-ekologis. 
Ketiga teori ini diterapkan baik dalam konstruksi kerangka pikir maupun dalam 
validasi empiris melalui empat artikel inti dalam disertasi ini. 

Basis Konseptual Secara konseptual, Stakeholder Theory (Freeman, 1984) 
berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan suatu program atau organisasi sangat 
ditentukan oleh keterlibatan dan kepuasan seluruh pihak yang berkepentingan 
(stakeholders). Dalam konteks pascatambang, teori ini menekankan pentingnya 
partisipasi aktif dari komunitas lokal, pemerintah, perusahaan, dan lembaga non-
pemerintah dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi. Nilai utama dari 
teori ini adalah akuntabilitas dialogis—di mana keputusan tidak hanya dikendalikan 
oleh aktor dominan, tetapi dibangun secara deliberatif melalui proses ko-kreasi dan 
pertimbangan multi-aktor. Teori ini memperkuat prinsip tata kelola kolaboratif dan 
pengambilan keputusan yang inklusif. 

Sementara itu, Legitimacy Theory (Suchman, 1995) menjelaskan bahwa 
keberlanjutan suatu kebijakan atau intervensi sangat bergantung pada sejauh mana 
ia dipersepsikan sah (legitimate) oleh masyarakat. Legitimasi dapat bersifat 
normatif—berdasarkan nilai, budaya, dan kepercayaan lokal—maupun prosedural, 
yang ditentukan oleh transparansi, keadilan, dan akuntabilitas proses pengambilan 
keputusan. Dalam konteks pembangunan pascatambang, legitimasi menjadi kunci 
untuk membangun kepercayaan terhadap institusi dan mencegah resistensi sosial. 
Program yang gagal melibatkan masyarakat secara bermakna berisiko menimbulkan 
konflik agraria, delegitimasi kelembagaan, dan kegagalan transformasi jangka 
panjang. 

Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) memberikan landasan 
psikologis untuk menjelaskan bagaimana individu membentuk intensi dan perilaku 
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dalam konteks perubahan sosial. TPB menyatakan bahwa niat untuk bertindak 
ditentukan oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 
persepsi terhadap kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk 
memahami motivasi masyarakat dalam mengadopsi pertanian berkelanjutan, 
menerima perubahan fungsi lahan, serta berpartisipasi dalam program CSR. TPB 
juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai sosial, dukungan komunitas, dan persepsi 
terhadap kapasitas diri berkontribusi terhadap kesiapan transformasi pada tingkat 
individu maupun kolektif. 

Ketiga teori ini saling melengkapi dan membentuk fondasi dari kerangka 
TUMBUH–TILANG, yang menjadi tulang punggung konseptual disertasi ini. 
Stakeholder Theory menjawab pertanyaan siapa yang harus dilibatkan dan 
bagaimana relasi aktor dikelola; Legitimacy Theory menjelaskan bagaimana 
kebijakan dan institusi harus mendapatkan justifikasi sosial; dan TPB menguraikan 
dinamika motivasi serta kesiapan perilaku dari dalam komunitas. Integrasi ketiganya 
memperkuat pendekatan multidimensional dalam menjawab kompleksitas 
keberlanjutan pascatambang. 

Basis Implementasi dalam Artikel Penerapan ketiga teori ini tercermin secara 
konsisten dalam keempat bab utama yang membentuk inti dari disertasi ini. Pada 
Bab II, “Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes”, Stakeholder Theory 
digunakan untuk mengkaji ulang struktur aktor dan distribusi peran dalam proyek 
pemulihan pascatambang. Legitimacy Theory menjelaskan pentingnya keterpaduan 
antara sistem hukum formal dan norma lokal sebagai basis pembentukan institutional 
trust, sedangkan TPB dimanfaatkan untuk menganalisis kesiapan perilaku 
masyarakat dalam menerima perubahan berbasis nilai keberlanjutan dan keadilan 
spasial. 

Pada Bab III, “A Community Development Model for the Sustainability of Post-
Mining Landscapes”, Stakeholder Theory diterapkan dalam merancang model 
kolaboratif antara perusahaan, pemerintah desa, dan kelompok tani. Legitimacy 
Theory memperkuat desain partisipatif program CSR yang responsif terhadap 
kebutuhan lokal, sedangkan TPB digunakan untuk mengevaluasi intensi petani 
dalam mengadopsi praktik agroforestri kakao berbasis motivasi, norma sosial, dan 
persepsi kendali. 

Bab IV, “A Triple Bottom Line Performance Measurement Model for the 
Sustainability of Post-Mining Landscapes”, menjadikan Stakeholder Theory sebagai 
panduan untuk memastikan bahwa indikator TBL mencerminkan aspirasi seluruh 
kelompok pemangku kepentingan. Legitimacy Theory menjadi dasar dalam 
menyusun sistem pelaporan yang sah, akuntabel, dan dipercaya, sedangkan TPB 
membantu menjelaskan bagaimana persepsi dan dukungan sosial memengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam pengukuran keberlanjutan. 

Bab V, “A Transformation-Readiness Framework for the Sustainability of Post-
Mining Landscapes”, mengintegrasikan ketiga teori ke dalam sebuah formulasi baru: 
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TULANG (Transformation through Understanding, Legitimacy, Agency, Norms, and 
Governance). Di sini, Stakeholder Theory digunakan untuk memetakan ekosistem 
aktor dan interaksi lintas-skala; Legitimacy Theory menjelaskan pembangunan 
kepercayaan dan keadilan prosedural dalam transformasi kelembagaan; dan TPB 
mengartikulasikan kesiapan individu melalui intensi, norma, dan persepsi kontrol atas 
perubahan. Ketiga teori tersebut diaktualisasikan dalam kerangka TUMBUH–
TILANG, yang membedakan secara konseptual antara kesiapan internal (psikososial 
dan budaya) dan kesiapan eksternal (kelembagaan dan tata kelola). 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, serta sejalan dengan 
kerangka konseptual dari empat studi utama dalam penelitian ini, perumusan 
masalah dirancang untuk menangkap kompleksitas dan keterkaitan antara tata kelola 
kelembagaan, perilaku masyarakat, instrumen pengukuran kinerja berkelanjutan, 
serta kesiapan transformasi sosial-ekologis pascatambang. Keempat studi tersebut 
akan meliputi: (1) Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A 
Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration in Indonesia; (2) 
A Triple Bottom Line Performance Measurement Model for The Sustainability of Post-
Mining Landscapes of Indonesia; (3) A Community Development Model for The 
Sustainability of Post-Mining Landscapes of Indonesia; dan (4) A Transformation-
Readiness Model for the Sustainability of Post-Mining Landscapes of Indonesia. 

Untuk maksud tersebut, rumusan masalah dalam disertasi ini disusun untuk 
menjawab pertanyaan mendasar berikut: 

1. Bagaimana pendekatan institusional dan perilaku dapat digabungkan ke dalam 
suatu kerangka dasar konseptual untuk mereposisi keberlanjutan kawasan 
pascatambang di Indonesia? (Bab 2) 

2. Bagaimana model community development dapat membentuk kerangka 
pemberdayaan masyarakat pascatambang yang responsif terhadap kondisi lokal 
dan berbasis pertanian berkelanjutan? (Bab 3) 

3. Bagaimana model pengukuran kinerja berbasis Triple Bottom Line dapat 
digunakan untuk menilai efektivitas Dana CSR (TBL provision) dalam 
mendukung pemulihan dan keberlanjutan pascatambang? (Bab 4) 

4. Bagaimana kesiapan institusional dan perubahan perilaku masyarakat dapat 
dikonseptualisasikan dalam model readiness transformasi kawasan 
pascatambang? (Bab 5) 

Rumusan masalah ini menjadi fondasi teoritis dan metodologis dalam 
merancang kontribusi konseptual dan kebijakan strategis, dengan tujuan 
memperkuat keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari lanskap 
pascatambang di Indonesia. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

Fakta (what) ontologis di latar belakang telah mengutarakan upaya akademis meneliti 
pewujudan tujuan sustainability development yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 
memenuhi kebeutuhan mereka, dengan hasil bahwa pertambangan nikel malah 
mendegradasi lingkungan dan menimbulkan masalah sosial, dan tidak secara nyata 
kemiskinan. Secara inderawi dan berbekal teori akuntansi dan teori pembangunan 
peneliti menganalisis mengapa pewujudan sustainable development dalam tambang 
itu tidak berhasil, lalu mencari fakta atau pola bagaimana dana TBL (provision) 
berhasil dikelola oleh perusahaan untuk menyiapan lahan reklamasi untuk 
keberlanjutan pembangunan pertanian dan memampukan komunitas lokal 
(community development) sehingga siap untuk melanjutkan kehidupan ekonomi 
sosial mereka di bidang pertanian setelah penutupan aktivitas pertambangan 
berakhir.  

Kesiapan komunitas lokal melanjutkan aktivitas ekonomi mereka pasca tambang 
merupakan ukuran pelaksanaan atau ukuran komitmen tentang tanggung jawab 
perusahaan dan pemerintah terhadap degradasi lingkungan dan degradasi sosial 
akibat aktivitas tambang perusahaan baik tanggung jawab atas degradasi yang telah 
terjadi maupun maupun tanggung jawab yang besar kemungkinannya terjadi. Untuk 
maksud tersebut, tujuan penelitian terkait tiga rumusan penelitian terdiri dari tiga 
tujuan, yaitu: 

1. Menghasilkan Foundational Framework yang menggabungkan pendekatan 
kelembagaan dan perilaku sebagai dasar untuk mereposisi pembangunan 
berkelanjutan di kawasan pascatambang di Indonesia. 

2. Merancang Community Development Model yang berbasis pada pertanian 
berkelanjutan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah-
wilayah pascatambang 

3. Mengembangkan Triple Bottom Line Performance Measurement Model sebagai 
alat evaluatif untuk menilai efektivitas penggunaan dana CSR (TBL provision) 
dalam mendukung reklamasi dan pemulihan sosial-ekologis kawasan 
pascatambang 

4. Membangun Transformation-Readiness Model yang mengukur dan memandu 
kesiapan transformasi sosial dan kelembagaan masyarakat lokal dalam 
mendukung keberlanjutan jangka panjang pascatambang. (Pendalaman dari tiga 
output penelitian sebelumnya) 

Tujuan-tujuan ini akan membentuk landasan konseptual dan aplikatif dalam 
mengembangkan kebijakan yang berbasis masyarakat, berbasis data, dan selaras 
dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan spasial di sektor pertambangan 
Indonesia. Tujuan ke empat merupakan rangkuman dari ketiga tujuan sebelumnya 
mengikuti pedoman disertasi Universitas Hasanuddin. Melihat tuntutan materi 
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disertasi di Bab 2 – Bab 4, pembahasan diperkaya dengan mencari bahan yang dapat 
mewakili ketiga tujuan sebelumnya dan dijadikan sebagai bab yang bukan hanya 
mengikuti ketentuan universitas namun juga membuat pembahasan serupa dengan 
tiga bab sebelumnya. Model ini dibangun melalui pendekatan meta-sintesis kualitatif 
terhadap 1.339 remarks dari sumber akademik dan kelembagaan, yang dianalisis 
secara tematik menggunakan NVivo. Disertasi ini disusun dalam empat artikel utama, 
masing-masing mengembangkan satu kerangka analitik: TUMBUH (Transformasi 
Kesiapan Sosial dan Perilaku), TILANG (Tata Kelola dan Pengukuran Kinerja 
Berbasis Triple Bottom Line), Reframing Sustainability (Integrasi Institusional dan 
Perilaku), dan TULANG (Kesiapan Transformasi Jangka Panjang). Keempat artikel 
ini dijalin dalam struktur disertasi yang saling terintegrasi, mulai dari pendahuluan, 
tinjauan konseptual, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga sintesis model dan 
rekomendasi kebijakan. 

Pendekatan penelitian untuk pencapaian tujuan penelitian di atas berakar pada 
strategi pneumonial-heuristic yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan analitik 
berbasis grounded theory coding. Pneumonial-heuristic merujuk pada pemaknaan 
konseptual yang dibangun melalui penemuan istilah atau akronim berbasis makna 
kultural dan simbolik yang kuat. Dalam hal ini, TUMBUH, TILANG, dan TULANG tidak 
hanya disusun sebagai representasi empiris, tetapi juga sebagai perangkat heuristik 
untuk memicu refleksi, penilaian kritis, dan navigasi kompleksitas lapangan 
pascatambang. 

Setelah itu, proses heuristik ini diperkuat dengan pendekatan grounded theory 
secara sistematis melalui: open coding dan axial coding terhadap 1.339 remarks, 
penelusuran tema emergen, pengelompokan node dalam NVivo menjadi 10 pilar 
(parent nodes) dan 80 subdimensi (child nodes), serta penyusunan model konseptual 
yang bersifat theory-generating, bukan theory-testing. Dengan demikian, metode ini 
secara simultan bersifat kreatif, interpretatif, dan eksploratif, yang cocok untuk 
menjelaskan proses transformasi sosial-ekologis dalam konteks pascatambang yang 
belum banyak terdokumentasi dalam kerangka teoritik yang mapan. Kami percaya 
bahwa kombinasi pneumonial-heuristic dan grounded theory ini memberikan 
keunikan pendekatan dan mendukung kontribusi orisinal disertasi ini dalam 
membangun framework berbasis konteks. 

Penelitian ini bahwa pertanian bukan satu-satunya opsi dalam pemanfaatan 
lahan pascatambang. Namun, dalam konteks penelitian ini, fokus pada pertanian—
khususnya kakao—dipilih secara sadar karena: (1) kesesuaian ekologis lahan 
marginal pascatambang dengan komoditas perennial seperti kakao, (2) adanya 
kebutuhan mendesak akan penghidupan yang cepat dan berbasis komunitas, serta 
(3) bukti empiris dari studi lapangan dan literatur bahwa pertanian lebih mudah 
diakses oleh masyarakat lokal daripada sektor industri lain. Dengan dasar ini, 
pendekatan pertanian agroforestri kakao menjadi titik masuk utama dalam 
pengembangan kerangka transformatif yang realistis dan aplikatif. 
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Penelitian ini juga memberikan catatan bahwa kerangka konseptual yang 
dikembangkan dalam disertasi ini bersifat adaptif dan dapat diterapkan untuk 
berbagai sektor selain pertanian, selama prinsip keadilan spasial, keberlanjutan 
ekologis, dan keterlibatan masyarakat tetap dijaga. Sektor-sektor alternatif tersebut 
meliputi: (a) ekowisata komunitas di wilayah yang memiliki nilai lanskap dan budaya 
tinggi, (b) reforestasi produktif dengan tanaman kayu atau bambu untuk karbon dan 
bioenergi, (c) zona konservasi dan pendidikan ekologi sebagai bagian dari 
rehabilitasi jangka panjang, serta (d) pemanfaatan ruang untuk energi terbarukan 
seperti PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) di lahan terbuka pascatambang. 
Dengan fleksibilitas ini, model yang dihasilkan berpotensi menjadi kerangka reflektif 
dan aplikatif dalam agenda transformasi lintas sektor di wilayah pascatambang. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk entropi negatif bagi 
perusahaan tambang, yakni sebagai mekanisme pembelajaran untuk perbaikan 
internal (self-correction) sekaligus bentuk mitigasi risiko atas degradasi lingkungan 
dan persoalan sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan, khususnya terhadap 
masyarakat sekitar atau komunitas petani lokal yang terdampak. Jika aktivitas 
tambang telah menggeser identitas sosial ekonomi masyarakat petani menjadi non-
petani, maka perusahaan, bersama pemerintah yang memberikan izin 
pertambangan, memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan 
pembangunan pertanian atau memulihkan kehidupan sosial masyarakat sesuai 
tradisi lokal. 

Model Triple Bottom Line Performance Measurement yang dihasilkan berfungsi 
sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian sustainability development dan 
menunjukkan tingkat akuntabilitas perusahaan dan pemerintah terhadap dampak 
lingkungan dan sosial. Model ini sekaligus menjadi modal awal dalam merancang 
integrasi dana TBL provision untuk reklamasi lahan pascatambang yang mendukung 
keberlanjutan pembangunan pertanian. 

Penelitian ini juga menegaskan bahwa tugas utama perusahaan untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi (profit) tetap harus dibarengi dengan komitmen 
menjaga fungsi ekologis (planet) sebagai penyangga kehidupan sosial masyarakat 
lokal (people) pascatambang. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk 
memastikan tidak bertambahnya jumlah penduduk miskin di wilayah tambang 
dengan menjamin efektivitas program pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan 
reklamasi lahan melalui kebijakan terpadu berbasis dana TBL provision. 

Secara kebijakan, status lahan izin usaha pertambangan yang selama ini berada 
di bawah klasifikasi Hutan Produksi (HP) sering kali tidak kompatibel dengan tujuan 
rehabilitasi berbasis pertanian. Penelitian ini merekomendasikan perubahan status 
lahan pascatambang dari HP menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar dapat 
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dimanfaatkan untuk pertanian berkelanjutan. Perubahan kebijakan ini menjadi 
relevan mengingat upaya negara dalam menjaga Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) terus menghadapi tantangan besar akibat konversi lahan 
pertanian menjadi kawasan non-pertanian. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis 
terhadap pengembangan model keberlanjutan pascatambang, tetapi juga 
menghadirkan opsi kebijakan praktis yang dapat dijadikan referensi dalam 
perencanaan tata guna lahan, regulasi reklamasi, dan pembangunan ekonomi lokal 
berbasis pertanian. 

Keempat model yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan kontribusi saling 
melengkapi dalam mengisi kesenjangan kebijakan, perencanaan program, serta 
pengambilan keputusan yang berbasis data. Model pertama menyajikan kerangka 
konseptual awal yang mengintegrasikan logika institusional dan perilaku masyarakat; 
model kedua menyediakan instrumen pengukuran kinerja keberlanjutan berbasis 
Triple Bottom Line; model ketiga menawarkan strategi pemberdayaan masyarakat 
melalui pendekatan community development berbasis pertanian berkelanjutan dan 
model keempat mengarahkan kesiapan sosial dan kelembagaan menuju 
transformasi berkelanjutan kawasan pascatambang. Keempat model ini membentuk 
satu kesatuan solusi transformatif yang dapat menjadi rujukan dalam kebijakan 
pertambangan, pembangunan daerah, dan pengelolaan pascatambang di Indonesia. 

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi multidimensional dalam 
pengembangan teori, praktik kebijakan, dan pendekatan komunitas terhadap 
keberlanjutan kawasan pascatambang di Indonesia. Pertama, secara teoretis, 
penelitian ini memperluas penerapan tiga kerangka teoritis utama—Stakeholder 
Theory, Legitimacy Theory, dan Theory of Planned Behavior (TPB)—dalam konteks 
pengelolaan pascatambang. Kontribusi ini terlihat melalui integrasi antara struktur 
kelembagaan, legitimasi sosial, dan dinamika perilaku masyarakat yang membentuk 
dasar dari empat model konseptual yang dikembangkan. Kedua, dari sisi praktis, 
penelitian ini menghasilkan model pengukuran berbasis Triple Bottom Line yang 
dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi keberlanjutan dalam program-program 
reklamasi dan CSR perusahaan tambang. Model ini menjadi alat bantu strategis bagi 
pemerintah dan dunia usaha dalam menilai akuntabilitas dan efektivitas program 
pembangunan pascatambang secara terukur dan terintegrasi. Ketiga, kontribusi 
sosial dari penelitian ini terletak pada penguatan model community development 
berbasis pertanian berkelanjutan, khususnya komoditas kakao, yang responsif 
terhadap kebutuhan lokal dan kondisi lahan marginal bekas tambang. Konsep ini 
tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat 
struktur sosial melalui partisipasi aktif dan adaptasi berbasis kearifan lokal. Keempat, 
penelitian ini memperkenalkan model transformation-readiness sebagai kerangka 
untuk menilai dan mengarahkan kesiapan komunitas serta kelembagaan terhadap 
perubahan struktural dan fungsi lahan. Model ini memberikan panduan strategis bagi 
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perancang kebijakan untuk melakukan intervensi yang berbasis data, kontekstual, 
dan inklusif dalam menghadapi tantangan pascatambang. 

Dengan mengembangkan dan mengintegrasikan empat model tersebut, 
penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan 
transdisipliner untuk keberlanjutan lanskap pascatambang, serta membangun 
fondasi kebijakan berbasis masyarakat dan lingkungan yang relevan dengan konteks 
Indonesia. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup empat dimensi konseptual dan praktis yang 
selaras dengan pengembangan empat artikel ilmiah utama dalam disertasi. Setiap 
dimensi ditujukan untuk menjawab persoalan spesifik terkait keberlanjutan kawasan 
pascatambang di Indonesia, dengan fokus pada intervensi kelembagaan, 
pengukuran kinerja, pemberdayaan komunitas, dan kesiapan transformasi. 

Penelitian ini didasarkan pada meta-sintesis kualitatif terhadap 1.339 remarks 
atau pernyataan penting yang dikumpulkan dari berbagai sumber akademik dan 
kelembagaan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Data ini 
dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak NVivo dan 
diklasifikasikan ke dalam 10 tema utama dan 80 sub-tema yang mencerminkan 
kompleksitas isu pascatambang. Cakupan studi melibatkan wilayah-wilayah utama 
pertambangan nikel di Indonesia, dengan fokus utama pada Sulawesi Tenggara dan 
Sulawesi Selatan sebagai dua provinsi dengan dominasi perusahaan tambang nikel 
dan konflik agraria pascatambang yang menonjol. 

Pemilihan kakao sebagai basis pembangunan pertanian pascatambang 
dilakukan atas pertimbangan ekologis, ekonomi, dan sosial. Kakao merupakan 
tanaman yang mampu tumbuh pada lahan marginal, memiliki nilai komersial tinggi, 
serta memiliki akar budaya dan tradisi pertanian yang kuat di wilayah studi. Oleh 
karena itu, kakao tidak hanya dianggap sebagai komoditas pengganti tetapi juga 
sebagai simbol revitalisasi ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai tradisional dan 
kelestarian lingkungan. 

Ruang lingkup studi juga mencakup fase pascatambang secara spesifik, yaitu 
periode setelah penutupan tambang ketika aktivitas ekonomi berbasis ekstraksi telah 
berakhir. Penekanan pada fase ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan 
pendekatan keberlanjutan yang sering kali berfokus hanya pada masa operasi 
tambang. Dengan fokus pada pascatambang, penelitian ini mendorong paradigma 
baru dalam pengelolaan lanskap bekas tambang yang tidak hanya berorientasi pada 
rehabilitasi ekologis semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi 
masyarakat lokal secara jangka panjang. Pertama, ruang lingkup studi difokuskan 
pada pengembangan kerangka dasar keberlanjutan yang mengintegrasikan teori 
kelembagaan dan perilaku dalam konteks lanskap pascatambang. Artikel pertama 
menyusun pendekatan teoritis dan empiris terhadap bagaimana keberlanjutan dapat 



22 
 

direposisi melalui kolaborasi lintas sektor, perubahan nilai komunitas, serta 
penguatan legitimasi sosial dan tata kelola berbasis perilaku. Kedua, penelitian ini 
membatasi ruang lingkup pada pengembangan model pengukuran kinerja 
keberlanjutan berbasis pendekatan Triple Bottom Line (TBL). Artikel kedua menggali 
instrumen evaluasi berbasis ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan menekankan 
penggunaan dana CSR (TBL provision) secara strategis dalam mendukung 
reklamasi lahan dan revitalisasi fungsi ekologis kawasan tambang yang telah 
berakhir masa operasinya. Ketiga, ruang lingkup penelitian juga meliputi 
pemberdayaan komunitas pascatambang melalui strategi community development 
berbasis pertanian berkelanjutan. Artikel ketiga memfokuskan diri pada desain model 
pemberdayaan petani lokal yang tidak hanya menumbuhkan kapasitas ekonomi, 
tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ketahanan komunitas melalui intervensi 
berbasis CSR. Keempat, penelitian ini mencakup aspek kesiapan transformasi sosial 
dan kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan implementasi strategi 
pascatambang. Dalam artikel keempat, ruang lingkup diarahkan pada pengukuran 
dan pemetaan readiness masyarakat serta institusi lokal terhadap perubahan fungsi 
lahan, inovasi pertanian, dan relasi baru antara negara, masyarakat, dan perusahaan 
tambang. 

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ranah teoritis dan 
praktis yang berhubungan dengan reposisi keberlanjutan kawasan pascatambang, 
dan menghasilkan empat model terintegrasi yang ditujukan untuk memperkuat tata 
kelola, akuntabilitas keberlanjutan, pemberdayaan komunitas, dan kesiapan 
transformasional. 

1.7. Kebaruan Penelitian 

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada integrasi multidisipliner pendekatan 
teoritis dan empiris untuk membangun empat model konseptual yang secara simultan 
menjawab kompleksitas keberlanjutan kawasan pascatambang di Indonesia. 
Penelitian ini mengisi berbagai celah (research gaps) yang masih terdapat dalam 
studi-studi sebelumnya mengenai penerapan Triple Bottom Line (TBL), reklamasi 
lahan pascatambang, dan pengembangan komunitas lokal. 

Pertama, penelitian ini mengembangkan model pengukuran keberlanjutan 
berbasis TBL yang lebih terstandardisasi dengan menggunakan indikator SMART 
(specific, measurable, achievable, relevant, time-bound) yang selama ini masih 
kurang konsisten dalam studi sebelumnya. Penelitian ini menyusun indikator 
keberlanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara 
seimbang, dan dapat diterapkan secara spesifik pada konteks reklamasi 
pascatambang nikel di Indonesia. 

Kedua, penelitian ini menghadirkan novelty melalui penggabungan teori 
Stakeholder, Legitimacy, dan Theory of Planned Behavior (TPB) secara simultan 
dalam menganalisis kesiapan transformasi komunitas dan kelembagaan. 
Pendekatan ini melampaui sekadar evaluasi dampak, tetapi juga menggambarkan 
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kapasitas perubahan dan legitimasi partisipatif dalam keberlanjutan lanskap 
tambang. 

Ketiga, penelitian ini menggunakan metode meta-sintesis terhadap 1.339 
remarks yang diklasifikasikan ke dalam 80 sub-tema dari 10 tema utama, 
menjadikannya sebagai studi berbasis bukti yang kuat dalam mengembangkan 
model konseptual. Teknik ini melampaui metodologi konvensional yang biasanya 
terbatas pada satu kasus atau pendekatan sektoral tunggal. 

Keempat, pendekatan yang digunakan bersifat sistemik dan lintas sektor, yang 
memungkinkan identifikasi hubungan antara degradasi ekologis, disrupsi sosial, dan 
opsi ekonomi lokal berbasis kakao sebagai komoditas restoratif. Hal ini memberikan 
solusi kontekstual terhadap tantangan pascatambang, yang belum banyak 
dikembangkan dalam literatur terdahulu. 

Kelima, keunikan lain dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif 
antar lokasi temuan tematik dalam literatur dan keterpaduan antara data kualitatif 
berbasis meta-sintesis dan data kuantitatif sekunder dari laporan korporasi serta 
statistik kelembagaan dalam merancang model komunitas berbasis pertanian kakao. 
Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menghasilkan model teoretis tetapi juga 
prototipe kebijakan dan praktik CSR terintegrasi yang siap diuji lapangan. 

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model 
performatif yang dapat dijadikan rujukan ilmiah, acuan kebijakan, dan dasar 
pemberdayaan masyarakat pascatambang melalui pendekatan terstandar, terukur, 
berbasis data, dan berorientasi solusi. Secara substantif, penelitian ini memberikan 
kontribusi dalam memperluas horizon teori pembangunan berkelanjutan melalui 
integrasi pendekatan komunitas, institusional, dan ekologis ke dalam strategi transisi 
pascatambang. Kebaruan ini bukan hanya terletak pada instrumen dan model yang 
dihasilkan, tetapi juga pada kerangka kolaboratif yang memungkinkan 
keterhubungan antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal dalam desain 
transformasi lanskap pascatambang yang berkeadilan dan berdaya guna. 
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BAB II 

MEMBINGKAI ULANG SUSTAINABILITY DALAM LANSKAP 
PASCATAMBANG: KERANGKA DASAR UNTUK INTEGRASI 

KELEMBAGAAN DAN PERILAKU DI INDONESIA 

(Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes: A FoundaƟonal Framework 
for InsƟtuƟonal and Behavioral IntegraƟon in Indonesia) 

2.1 Abstrak  

Latar Belakang. Sustainability pascatambang masih menjadi tantangan besar dalam 
kebijakan dan tata kelola di wilayah kaya sumber daya seperti Indonesia. Warisan 
kegiatan ekstraktif sering meninggalkan kerusakan lingkungan dan membuat 
masyarakat sekitar rentan secara ekonomi dan sosial. Tujuan: Studi ini bertujuan 
untuk menawarkan kerangka konseptual baru dalam membingkai ulang sustainability 
lanskap pascatambang melalui integrasi dua jalur yang saling terkait, yaitu: 
mekanisme kelembagaan dan kesiapan perilaku masyarakat. Metode. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan meta-sintesis kualitatif terhadap 1.339 remark yang 
dikodekan secara tematik dari literatur akademik dan dokumen kelembagaan. Data 
dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo dan dikelompokkan ke dalam 
sepuluh tema utama dan delapan puluh sub-tema (node anak). Hasil. Temuan 
menunjukkan bahwa sustainability jangka panjang tidak hanya bergantung pada 
reformasi regulasi dan rehabilitasi teknis, melainkan merupakan hasil dari proses 
saling memperkuat antara penyelarasan kebijakan, pemberdayaan komunitas, dan 
penerimaan budaya. Dua jalur integrasi—kelembagaan dan perilaku—menjadi dasar 
dalam membentuk kerangka transformatif ini. Kesimpulan. Studi ini memberikan 
kontribusi pada pengembangan teori dan praktik melalui pemaduan pendekatan 
institusional dan sosial-budaya dalam konteks pascatambang. Kerangka yang 
dihasilkan menawarkan panduan konseptual dan operasional bagi pengambil 
kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola 
berkelanjutan berbasis partisipasi, kepercayaan, dan keadilan. 

Post-mining sustainability remains a major policy and governance challenge in 
resource-rich regions such as Indonesia, where extractive legacies often leave 
landscapes environmentally degraded and communities economically vulnerable. 
This study proposes a foundational framework for reframing sustainability in post-
mining landscapes by integrating two interdependent pathways: institutional 
mechanisms and behavioral readiness. Using a qualitative meta-synthesis of 
1,339 stakeholder-derived remarks and 80 thematically coded nodes, the study 
identifies ten core themes spanning land compensation, CSR co-financing, 
agroecological livelihoods, stakeholder engagement, social norms, and perceived 
legitimacy. The resulting dual-pathway framework demonstrates that long-term 
sustainability is not merely an outcome of regulatory reform or technical rehabilitation, 
but the product of mutually reinforcing processes involving policy alignment, 
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community empowerment, and cultural acceptance. The study contributes to both 
Stakeholder Theory and Legitimacy Theory, offering empirical grounding for how 
trust, participation, and local belief systems shape the adoption and effectiveness of 
sustainability initiatives. A set of policy recommendations is also presented to guide 
multi-actor governance, participatory land planning, and behavioral integration in 
post-mining development. This framework provides a conceptual and operational tool 
for advancing sustainability in complex post-extractive settings. 

Kata kunci/Keywords: 

post-mining sustainability, stakeholder engagement; community empowerment, CSR co-
financing, behavioral integration, post-mining land reclamation 

2.2. Pendahuluan  

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah tambang nikel Indonesia 
menghadirkan tantangan yang terus berlangsung, terutama yang berkaitan dengan 
kerusakan lingkungan dan disrupsi sosial. Meskipun memberikan kontribusi 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dampak pascatambangnya—
mulai dari degradasi ekosistem, pemindahan paksa komunitas, hingga 
ketidakstabilan ekonomi lokal—sektor pertambangan menuntut pendekatan 
keberlanjutan yang lebih terintegrasi dan responsif. Realitas ini menggarisbawahi 
pentingnya penyelarasan antara struktur institusional dan transformasi perilaku guna 
memungkinkan reklamasi lahan pascatambang yang efektif dan pengembangan 
penghidupan pedesaan yang berkelanjutan. 

Artikel ini menjadi landasan konseptual bagi rangkaian empat studi yang saling 
terhubung. Sebagai kontribusi awal, artikel ini memperkenalkan pembingkaian ulang 
keberlanjutan melalui perspektif integrasi institusional dan transformasi perilaku. 
Model ini, yang diberi judul "Membingkai Ulang Sustainability dalam Lanskap 
Pascatambang: Kerangka Dasar untuk Integrasi Institusional dan Perilaku di 
Indonesia," berfungsi sebagai basis teoretis bagi pengembangan tiga model lanjutan, 
yaitu: (1) model kinerja triple bottom line untuk mengukur metrik keberlanjutan 
berbasis CSR; (2) model pembangunan komunitas berbasis pertanian kakao 
berkelanjutan; dan (3) model kesiapan transformasi yang berfokus pada adaptabilitas 
institusi dan motivasi komunitas. 

Analisis dalam artikel ini disusun melalui metode meta-sintesis kualitatif terhadap 
1.339 remark hasil kajian akademik dan institusional, yang dikategorikan ke dalam 
sepuluh tema utama dan delapan puluh sub-tema. Seluruh kategori tersebut menjadi 
dasar analisis bagi konstruksi model keberlanjutan yang dikembangkan. 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggeser narasi keberlanjutan dari 
pendekatan yang fragmentaris dan berorientasi kepatuhan menuju strategi yang 
lebih holistik dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan wawasan dari Teori 
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Pemangku Kepentingan, Teori Legitimasi, dan Theory of Planned Behavior (TPB), 
kerangka ini menangkap baik kebutuhan struktural maupun peran agensi manusia 
dalam mendorong tata kelola keberlanjutan pascatambang. Argumen sentralnya 
adalah bahwa keberlanjutan sejati dalam lanskap pertambangan tidak dapat hanya 
dibatasi oleh regulasi atau restorasi teknis, melainkan harus melibatkan ko-produksi 
kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan komunitas. 

Kerangka teoretis yang dibangun dalam studi ini memandang keberlanjutan 
sebagai produk dari keterpaduan antara reformasi institusional dan transformasi 
perilaku. Dengan berlandaskan pada tiga teori utama—Stakeholder Theory, 
Legitimacy Theory, dan TPB—kerangka ini menegaskan bahwa hasil keberlanjutan 
yang bermakna hanya akan muncul apabila terdapat keselarasan antara tata kelola 
dari atas (top-down) dan perilaku dari bawah (bottom-up). Pendekatan ini 
menyediakan lensa strategis untuk menganalisis interaksi antara kebijakan dan 
agensi komunitas dalam menghasilkan ketahanan di kawasan pascatambang yang 
direhabilitasi. 

Pengembangan kerangka ini didasarkan pada tinjauan literatur yang 
komprehensif, mencakup topik-topik seperti ilmu keberlanjutan, tata kelola, 
pemberdayaan komunitas, dan transisi agroekologis. Literatur yang digunakan 
mencakup sumber-sumber global dan Indonesia, yang membahas isu seperti 
degradasi lingkungan (Leinfelder et al., 2015; Khobragade, 2020), ketidakstabilan 
sosial-ekonomi (Marsaoly et al., 2024; Karsadi & La Aso, 2023), serta implementasi 
CSR yang terfragmentasi (Putera et al., 2020; Saleh & Dalimunthe, 2018). Kajian 
tersebut mengungkap kesenjangan kritis dalam model keberlanjutan yang mampu 
mengintegrasikan dimensi institusional dan perilaku secara menyeluruh. 

Jalur integrasi institusional menekankan pada kerangka kebijakan dan kondisi 
struktural yang diperlukan untuk mendorong transisi berkelanjutan. Ini mencakup 
penyesuaian skema kompensasi lahan dengan kebutuhan lokal (Adei et al., 2011), 
pembangunan legitimasi tata kelola melalui transparansi dan pengambilan 
keputusan yang inklusif (Suchman, 1995; Zhou et al., 2023), serta pemanfaatan 
pendanaan CSR untuk mendukung pembangunan komunitas (Bhukya, 2023; 
Dewantara, 2022). Pendekatan agroekologis—seperti pertanian berbasis kakao—
juga mendapat sorotan sebagai strategi ganda untuk pemulihan lahan dan 
peningkatan penghidupan (Dariah et al., 2010; Kindangen et al., 2023). 

Secara paralel, jalur integrasi perilaku membahas penggerak psikologis dan 
kultural dari praktik berkelanjutan. Dengan menggunakan kerangka TPB, jalur ini 
mencakup pembentukan sikap berkelanjutan, penguatan norma sosial, 
pembangunan kepercayaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta peningkatan 
keterampilan dan motivasi (Ajzen, 1991; Landico, 2023; Adiansyah et al., 2024). 
Remark-remark yang dikodekan secara konsisten menyoroti pentingnya intensi 
perilaku dan kesiapan komunitas sebagai faktor kunci dalam keberhasilan jangka 
panjang program keberlanjutan—yang memperkuat fokus kerangka ini pada inklusi 
sosial dan tata kelola partisipatif. 
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Model ini memperoleh kekuatannya melalui sintesis antara wawasan empiris dan 
ketelitian teoretis, dengan mengidentifikasi mekanisme utama untuk mencapai 
keberlanjutan dalam konteks pascatambang. Dalam domain institusional, tema 
seperti Kompensasi dan Perencanaan Lahan menekankan pentingnya skema yang 
sesuai dengan aspirasi masyarakat (Adei et al., 2011; Amirsheneva & Osanloo, 
2022). Legitimasi tata kelola muncul sebagai perhatian utama, di mana sistem yang 
inkonsisten atau eksploitatif merusak kepercayaan dan akuntabilitas (Suchman, 
1995; Lockie et al., 2009; Karsadi & La Aso, 2023). Pembiayaan Bersama CSR tidak 
lagi dipandang sebagai filantropi, melainkan sebagai mekanisme pembiayaan 
barang publik jangka panjang (Bhukya, 2023; Dewantara, 2022; Gillo et al., 2023). 
Penghidupan Agroekologis, khususnya sistem berbasis kakao, diperkenalkan 
sebagai model penggunaan lahan transformatif yang mampu merehabilitasi tanah 
sekaligus memberdayakan petani (Dariah et al., 2010; Kindangen et al., 2023; 
Landico, 2023). 

Dimensi perilaku melengkapi hal tersebut dengan fokus pada sikap, 
kepercayaan, norma, dan motivasi internal. Sikap terhadap Keberlanjutan 
mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip keberlanjutan diinternalisasi (Ajzen, 
1991; Ikerd, 1993; Marsaoly et al., 2024). Norma dan Kepercayaan Sosial 
menggambarkan bagaimana ekspektasi sosial dan kohesi komunitas memengaruhi 
kepatuhan dan inovasi (Fayiah & Fayiah, 2024; Díaz et al., 2023). Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan menyerukan partisipasi yang lebih dalam dan inklusif, di 
mana petani dan kelompok adat menjadi ko-kreator aktif, bukan sekadar penerima 
(Putera et al., 2020; Saleh & Dalimunthe, 2018; Adiansyah et al., 2024). Terakhir, 
Motivasi dan Pemberdayaan menangkap kesiapan psikologis untuk beralih dari 
penghidupan berbasis pertambangan menuju keberlanjutan, dengan menekankan 
keyakinan terhadap kapasitas diri untuk melakukan perubahan (Landico, 2023; 
Savels et al., 2024). 

Secara keseluruhan, pencapaian keberlanjutan di wilayah pascatambang 
Indonesia memerlukan upaya terkoordinasi pada dua ranah: perancangan ulang 
institusi dan transformasi perilaku. Model yang dikembangkan dalam studi ini 
menunjukkan bagaimana kerangka hukum, pembiayaan CSR, dan perencanaan 
agroekologis harus selaras dengan nilai budaya, kepercayaan sosial, dan 
pemberdayaan komunitas (Amirsheneva & Osanloo, 2022; Bhukya, 2023; Gillo et al., 
2023; Dariah et al., 2010). Interaksi antara kekuatan-kekuatan ini menunjukkan 
bahwa reformasi struktural dan perubahan perilaku bukan proses berurutan, 
melainkan saling memperkuat. Pendekatan terintegrasi ini merepresentasikan 
pergeseran dari warisan ekstraktif menuju masa depan regeneratif yang digerakkan 
oleh komunitas dalam lanskap pascatambang. 

Keunikan studi ini terletak pada integrasi metodologis dan konseptual lintas 
domain pengetahuan, dengan menggunakan meta-sintesis kualitatif dari 1.339 
remark berbasis literatur untuk membangun kerangka keberlanjutan yang terpadu 
dan berlandaskan empiris. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung 
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memperlakukan tata kelola pascatambang, pemulihan lingkungan, dan dampak 
sosial secara terpisah, penelitian ini secara unik menggabungkan dimensi 
institusional dan perilaku ke dalam satu model dasar. Tidak seperti evaluasi kinerja 
konvensional atau audit CSR, kerangka ini memasukkan intensi pemangku 
kepentingan, kepercayaan, dan pemberdayaan bersama mekanisme struktural 
seperti pendanaan CSR, penyelarasan legitimasi, dan perencanaan agroekologis. 
Model dua-lensa ini tidak hanya memperluas teori melalui triangulasi TPB, Teori 
Legitimasi, dan Teori Pemangku Kepentingan, tetapi juga menawarkan peta jalan 
praktis untuk transisi keberlanjutan di wilayah pertambangan Indonesia—
menjadikannya suatu lompatan penting dari pendekatan yang terfragmentasi menuju 
arsitektur keberlanjutan yang partisipatif dan holistik. 

Dalam konteks teori dan praktik CSR di wilayah pascatambang, penting untuk 
memahami bahwa tidak semua perusahaan memiliki kapasitas finansial atau 
komitmen kelembagaan yang setara. Oleh karena itu, dalam disertasi ini 
dikembangkan kerangka konseptual TULANG (Triple-Bottom-Line for 
Transformational Land Governance) sebagai respons atas kebutuhan akan 
pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas pascatambang. 
Salah satu elemen kunci dari TULANG adalah pembedaan antara CSR deklaratif 
yaitu CSR yang hanya tertulis dalam dokumen tanpa realisasi, CSR simbolik yaitu 
CSR yang dijalankan secara formalitas tanpa dampak substantif), dan CSR 
substantif yaitu CSR yang benar-benar memberikan perubahan nyata bagi 
komunitas (Frynas, 2005; Muthuri et al., 2009). 

Pembedaan ini bersifat penting bukan hanya sebagai klasifikasi teoretis, tetapi 
juga sebagai indikator readiness institusional, untuk menilai apakah suatu entitas 
siap menjadi motor transformasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan 
pascatambang. Selain itu, kerangka TULANG juga mengusulkan prinsip co-
financing dan shared responsibility, yang menempatkan CSR sebagai hasil 
kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas—bukan sebagai 
kewajiban tunggal perusahaan. Ini menjadi penting terutama dalam konteks 
ketimpangan daya saing antara tambang besar dan kecil, yang berdampak langsung 
terhadap kualitas dan keberlangsungan program CSR (Visser, 2008; Jenkins, 2005; 
Hilson, 2012). 

2.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan meta-sintesis kualitatif berbasis teori untuk 
membingkai ulang kerangka keberlanjutan dalam lanskap pascatambang di 
Indonesia. Pendekatan ini berakar pada paradigma fenomenologi hermeneutika 
yang berupaya memahami makna pengalaman kolektif dari berbagai sumber 
literatur, dan selaras dengan prinsip grounded theory yang membangun teori secara 
induktif dari pola-pola temuan di lapangan. Dengan mengacu pada 1.339 remark 
yang diambil dari literatur, metodologi ini mengintegrasikan berbagai kerangka 
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konseptual—yakni Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Stakeholder Theory, 
Legitimacy Theory, Theory of Planned Behavior (TPB), dan Triple Bottom Line 
(TBL)—untuk membimbing proses pengodean serta konstruksi model. Proses 
analitis yang terstruktur menggunakan perangkat lunak NVivo memungkinkan 
konsistensi tematik di antara 10 parent node dan 80 child code, sementara kerangka 
konseptual menyediakan jembatan antara input kelembagaan, penggerak perilaku, 
dan hasil keberlanjutan. Kombinasi pendekatan fenomenologi hermeneutika, prinsip 
grounded theory, dan teknik meta-sintesis kualitatif membentuk fondasi metodologis 
yang kokoh dalam menyarikan makna, menyusun teori, serta membangun model 
transformasi berkelanjutan yang berbasis pada data empirik dan refleksi teoretik. 

2.3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini mengadopsi metodologi meta-sintesis kualitatif untuk memframing 
Kerangka Keberlanjutan pada lanskap pascatambang, dengan fokus pada 
pendekatan agroforestri berbasis kakao. Pendekatan ini menggabungkan systematic 
literature review, pengodean tematik menggunakan NVivo 12, serta penyempurnaan 
model berdasarkan teori-teori utama: CSR, TBL, Stakeholder Theory, TPB, dan 
Legitimacy Theory. Pendekatan eksploratif dan interpretatif ini memungkinkan 
berbagai bentuk pengetahuan disintesiskan ke dalam kerangka analitis yang kohesif. 

Sumber Data dan Kriteria Seleksi. Dataset utama terdiri dari 1.339 remark yang 
disintesiskan dari 1.352 sumber akademik dan institusional yang diterbitkan antara 
tahun 1956 hingga 2025. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah 
bereputasi (peer-reviewed), disertasi, buku akademik, dan laporan resmi, yang 
diakses melalui platform seperti Scopus, ResearchGate, Google Scholar, 
SpringerLink, serta repositori nasional. Setiap remark merepresentasikan satu 
temuan atau rekomendasi yang telah disarikan dari satu sumber. Pengumpulan data 
dilakukan antara Desember 2022 hingga Maret 2025 dan disimpan dalam basis data 
terstruktur menggunakan Microsoft Access. Basis data ini diorganisasi secara 
relasional dalam empat tabel utama (Jurnal, Sirkulasi, Artikel, dan Studi Terperinci) 
dan diverifikasi melalui jumlah paragraf untuk memastikan terdapat 1.339 entri unik. 

Remark-remark tersebut kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak NVivo 
untuk proses pengodean. Dalam konteks penelitian ini, setiap remark diperlakukan 
sebagai responden kualitatif. Struktur node dua tingkat dikembangkan dalam NVivo, 
yaitu 10 parent node masing-masing dengan 8 child node, sehingga total terdapat 80 
kode. Kata kunci dari setiap child node digunakan dalam fungsi pencarian otomatis 
NVivo yang mendukung sinonim (synonym-enabled search) untuk melakukan 
pengodean awal secara otomatis. Koreksi manual kemudian dilakukan guna 
memastikan akurasi antara laporan pencarian dan jumlah referensi aktual. Jika 
pencarian awal tidak menghasilkan hits, digunakan variasi frasa alternatif. Proses 
pengodean yang diperhalus ini memastikan cakupan tematik yang komprehensif. 
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Kerangka Konseptual Penelitian. Gambar 2.1 menggambarkan kerangka 
konseptual dalam studi ini yang dibangun atas dua jalur integrasi utama. Di sisi kiri, 
jalur Integrasi Institusional terdiri atas empat elemen: Kompensasi dan 
Perencanaan Lahan, Penyelarasan Legitimasi dan Tata Kelola, Mekanisme 
Pembiayaan Bersama CSR, dan Penghidupan Agroekologis. Jalur ini dimediasi oleh 
Teori Legitimasi yang menekankan pentingnya pembangunan kepercayaan dan 
akuntabilitas dalam struktur tata kelola pascatambang. Di sisi kanan, jalur Integrasi 
Perilaku mencakup dimensi psiko-sosial yang meliputi: Sikap terhadap 
Keberlanjutan, Norma dan Kepercayaan Sosial, Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan, serta Motivasi dan Pemberdayaan. Jalur ini dimediasi oleh Teori 
Pemangku Kepentingan, yang menekankan pentingnya partisipasi inklusif dan 
agensi aktif komunitas dalam membentuk hasil keberlanjutan. Kedua jalur ini berpadu 
pada tujuan sentral Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes, yaitu model 
transformasi utama yang diusulkan dalam studi ini. Diagram tersebut menunjukkan 
bahwa keberlanjutan bukanlah hasil dari satu pendekatan tunggal, melainkan muncul 
dari interaksi sinergis antara reformasi institusional dan kesiapan sosial. Dengan 
demikian, model ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga praktis dalam 
membimbing transisi pascatambang yang berkelanjutan dan berpusat pada 
komunitas. 

 
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual PeneliƟan 
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Integrasi Perilaku mencakup aspek-aspek psikososial yang terdiri dari Sikap 
terhadap Keberlanjutan (Attitudes toward sustainability), Norma dan Kepercayaan 
Sosial, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, serta Motivasi dan Pemberdayaan. 
Jalur ini dimediasi oleh Teori Pemangku Kepentingan, yang menekankan 
pentingnya keterlibatan yang inklusif dan peran aktif komunitas dalam membentuk 
arah sustainability. Kedua jalur ini bersatu dalam proses Pembingkaian Ulang 
Sustainability dalam Lanskap Pascatambang, yang menjadi pusat dari framework 
transformasi yang diusulkan. Diagram ini menunjukkan bahwa sustainability 
bukanlah hasil dari satu jalur tunggal, tetapi merupakan interaksi sinergis antara 
reformasi struktural dan kesiapan sosial.  

Kerangka konseptual yang ditampilkan pada Gambar 2.1 menggambarkan 
model integrasi dua jalur—integrasi institusional dan integrasi perilaku—sebagai 
fondasi dalam Membingkai Ulang Sustainability di lanskap pascatambang.  

Pada sisi institusional, terdapat empat dimensi utama: kompensasi dan 
perencanaan lahan yang menjawab kebutuhan akan redistribusi lahan yang adil serta 
tata kelola penggunaan lahan jangka panjang; penyelarasan legitimasi dan tata 
kelola untuk menjamin kepatuhan regulasi serta penerimaan sosial; mekanisme 
pembiayaan bersama CSR sebagai bentuk mobilisasi sumber daya korporasi untuk 
kepentingan publik; serta penghidupan agroekologis yang menawarkan alternatif 
ekonomi jangka panjang bagi masyarakat terdampak.  

Sementara itu, di sisi perilaku, keberlanjutan didukung oleh faktor-faktor seperti 
sikap terhadap keberlanjutan, norma dan kepercayaan sosial, keterlibatan pemangku 
kepentingan, serta motivasi dan pemberdayaan—yang semuanya merupakan 
komponen penting dalam membentuk kesiapan komunitas dan partisipasi kolektif. 

Kedua jalur integrasi ini secara teoritis berakar pada Stakeholder Theory dan 
Legitimacy Theory, yang sama-sama menekankan pentingnya tata kelola inklusif dan 
akuntabilitas publik dalam industri berbasis sumber daya alam. Keduanya berpadu 
dalam satu model terpadu berjudul "Reframing Sustainability in Post-Mining 
Landscapes: A Foundational Framework for Institutional and Behavioral Integration 
in Indonesia." Kerangka ini memosisikan keberlanjutan tidak sekadar sebagai tujuan 
lingkungan hidup, melainkan sebagai proses transformasi sosial-institusional yang 
terintegrasi dan krusial bagi pembangunan pascatambang yang adil. 

Penetapan sepuluh parent node dalam studi ini didasarkan pada analisis 
sistematis terhadap 1.339 remark yang dikode dari literatur akademik dan dokumen 
institusional. Node-node ini tidak dipilih secara arbitrer, melainkan dihasilkan melalui 
proses meta-sintesis kualitatif menggunakan NVivo, yang dipandu oleh konvergensi 
tematik, relevansi teoretis, dan resonansi praktis dalam konteks keberlanjutan 
pascatambang. Empat tema integrasi institusional—kompensasi dan perencanaan 
lahan, penyelarasan legitimasi dan tata kelola, mekanisme pembiayaan bersama 
CSR, dan penghidupan agroekologis—diperoleh dari pola literatur yang menekankan 
pentingnya intervensi struktural dan kebijakan untuk mendukung transisi yang 
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berkelanjutan (misalnya Leinfelder et al., 2015; Khobragade, 2020; Jatmiko et al., 
2023). 

Di sisi perilaku, empat node lainnya—sikap terhadap keberlanjutan, norma dan 
kepercayaan sosial, keterlibatan pemangku kepentingan, serta motivasi dan 
pemberdayaan—selaras dengan konstruk teoretis dari Theory of Planned Behavior 
(Ajzen, 1991) dan mencerminkan kesiapan perilaku komunitas lokal dalam menjalani 
proses transformasi (Silva-Rego et al., 2022; Mutale et al., 2019). Node-node ini 
diperkuat oleh frekuensi tinggi dalam dataset remark yang menunjukkan pengaruh 
kepercayaan, sikap budaya, dan norma sosial terhadap hasil keberlanjutan. 

Untuk menjamin ketelitian analisis dan landasan teoretis yang kuat, dua node 
tambahan—Aplikasi Teori Legitimasi dan Aplikasi Teori Pemangku Kepentingan—
diperkenalkan secara eksplisit untuk menangkap wawasan dari evaluasi berbasis 
legitimasi terhadap perilaku korporasi (Suchman, 1995; Putera et al., 2020) serta 
kerangka saliens pemangku kepentingan dalam tata kelola pertambangan (Mitchell 
et al., 1997; Owen & Kemp, 2012). Kedua node ini memastikan bahwa kerangka 
konseptual tidak hanya merefleksikan pola tematik dalam data, tetapi juga 
mengintegrasikan logika teoretis yang mendasari strategi institusional dan perilaku. 
Dengan demikian, struktur sepuluh node ini mewakili arsitektur pengodean yang 
seimbang dan berbasis teori, yang memungkinkan analisis mendalam atas lanskap 
pascatambang Indonesia. 

Pengembangan 80 child node, dengan masing-masing 8 node yang 
dikategorikan secara sistematis di bawah 10 tema induk, dilakukan melalui proses 
sintesis dua lapis yang menggabungkan kejenuhan tematik dan dasar teori. Melalui 
analisis kualitatif berbantuan NVivo, child node diturunkan dari kode-kode yang 
memiliki frekuensi tinggi serta pola kemunculan yang konsisten dari 1.339 remark 
yang dihimpun dari sumber akademik dan institusional. Setiap child node mewakili 
sub-dimensi operasional atau perilaku yang relevan terhadap kategori tematik 
induknya. 

Untuk node integrasi institusional, sub-tema seperti pengakuan hak ulayat atas 
lahan, standar pelaporan CSR, dan praktik agroforestri disarikan dari kelompok 
remark yang membahas legalitas lahan, transparansi pendanaan, dan pertanian 
berkelanjutan (misalnya Khobragade, 2020; Zhou & Wang, 2014; Ansu-Mensah et 
al., 2021). Tingkat kedalaman ini diperlukan untuk merefleksikan instrumen 
prosedural, finansial, dan ekologis yang mengatur transisi pascatambang. 

Sementara itu, node integrasi perilaku mencerminkan dimensi psiko-sosial dan 
partisipatif seperti koneksi emosional terhadap lahan, nilai bersama dalam 
penggunaan lahan, partisipasi dalam perencanaan, dan otonomi pengambilan 
keputusan—tema-tema yang sering dijumpai dalam studi keberlanjutan berbasis 
komunitas (misalnya Adesipo et al., 2021; Mutale et al., 2019; Chodijah & Suma, 
2023). Pemilihan tema-tema ini didasarkan pada kesesuaian analitis dengan 
kerangka Theory of Planned Behavior, terutama dalam bagaimana sikap, norma, dan 
kontrol persepsional memengaruhi perilaku keberlanjutan. 
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Node-node di bawah Teori Legitimasi dan Teori Pemangku Kepentingan 
diinformasikan langsung oleh tipologi klasik (misalnya Suchman, 1995; Mitchell et al., 
1997), dan divalidasi lebih lanjut melalui remark empiris tentang kepercayaan, 
keadilan, saliens, dan kredibilitas institusional (Putera et al., 2020; Owen & Kemp, 
2012). Node-node berbasis teori ini tidak hanya berfungsi sebagai kategori 
pengodean, tetapi juga sebagai jembatan antara data empiris dan refleksi 
konseptual—menjamin bahwa struktur pengodean tetap kokoh secara praktik 
maupun teori. 

Sebagai simpulan, 80 child node dirancang secara sengaja untuk 
mengoperasionalkan tema-tema induk yang abstrak ke dalam satuan-satuan sub-
analisis yang dapat ditelaah secara rinci namun tetap konsisten. Desain ini menjamin 
kesinambungan di seluruh kerangka pengodean sekaligus mempertahankan 
kekayaan kontekstual dari remark asli. 

Kedalaman tematik yang dihasilkan dari delapan sub-kategori memastikan 
bahwa setiap domain induk—seperti perubahan perilaku atau peran institusional—
dianalisis secara nuansial berdasarkan praktik yang dapat diamati secara empiris. 
Selain itu, pendekatan ini memfasilitasi replikasi yang konsisten dalam studi kualitatif 
selanjutnya yang ingin menerapkan model ini ke konteks pascatambang lainnya. 
Untuk mengoperasionalkan kerangka ini, studi ini menetapkan total 10 parent node—
masing-masing mewakili satu dimensi utama keberlanjutan pascatambang—dan 80 
child node yang menangkap praktik institusional, mekanisme tata kelola, faktor 
perilaku, serta hasil ekologis terkait reklamasi berbasis kakao yang berkelanjutan. 

Kedelapan puluh child node tersebut merefleksikan taksonomi pengodean yang 
komprehensif, yang memfasilitasi baik analisis tematik maupun desain model kinerja. 
Struktur lengkap dari seluruh parent node dan child node disajikan dalam Lampiran 
A dan Lampiran B. Lampiran A memuat definisi konseptual untuk sepuluh parent 
node, sementara Lampiran B menyajikan daftar tabulatif dari 80 child node yang 
dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing. Kedua lampiran tersebut 
menyediakan referensi analitis yang jelas dan lengkap untuk mendukung 
pengembangan model. Dengan arsitektur pengodean ini, kerangka kerja mampu 
mencakup secara tematik dan konsisten seluruh aspek institusional, perilaku, 
partisipasi komunitas, serta kerangka saliens pemangku kepentingan dalam tata 
kelola pertambangan. 

Dengan fondasi konseptual dan struktur ini yang telah terbentuk, prosedur 
analisis selanjutnya dilakukan secara berurutan dan terstruktur sebagaimana 
diuraikan dalam subbagian berikutnya. 

2.3.2 Prosedur Analisis 

Untuk memastikan bahwa model konseptual yang diusulkan dalam studi ini benar-
benar berakar pada wawasan empiris yang kokoh, dilakukan analisis kualitatif multi-
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tahap. Proses ini mencakup ekstraksi, pengodean, dan sintesis data tekstual secara 
sistematis dari kumpulan literatur terpilih yang membahas keberlanjutan 
pascatambang, pembangunan komunitas, tata kelola, dan agroekologi. Tujuan 
metodologis dari analisis ini adalah untuk menyaring pola-pola berulang, nilai-nilai, 
dan tema diskursif menjadi sebuah struktur analitis yang kohesif, yang dapat 
memperkaya baik pengembangan teori maupun desain praktis. Melalui kombinasi 
konstruksi node berbasis teori dan pengodean berbantuan komputer, studi ini 
menghasilkan matriks konseptual yang bernuansa dan saling terkait. Struktur ini 
kemudian menjadi tulang punggung empiris dari model dua jalur (institusional dan 
perilaku) yang merepresentasikan transformasi keberlanjutan dalam konteks 
pascatambang. 

Pengembangan Kerangka Pengodean. Kerangka pengodean dalam penelitian 
ini dikembangkan melalui sintesis terstruktur dari 1.339 remark yang diambil dari 
literatur, yang kemudian dicocokkan ke dalam 80 child node tematik yang 
dikelompokkan ke dalam 10 parent category. Node-node ini berasal dari proses 
analisis tematik iteratif yang dipandu oleh konstruk teoretis dan pola empiris dalam 
literatur keberlanjutan, pertanian, CSR, dan pengembangan pascatambang. Pada 
tahap awal, setiap child node didefinisikan berdasarkan label dan kata kunci 
utamanya. Definisi ini kemudian diperluas melalui pendekatan berbasis domain, 
dengan menggabungkan sinonim kontekstual dan istilah terkait untuk menjamin 
inklusivitas semantik. 

Untuk meningkatkan akurasi, digunakan pendekatan pencocokan semi-otomatis 
berbasis kata kunci untuk menyesuaikan remark dengan node yang relevan. Tema-
tema seperti “pertanian tahan iklim,” “hak ulayat atas tanah,” dan “CSR untuk transisi 
penghidupan” menjadi bagian penting dalam proses ini. Pendekatan ini 
memungkinkan pengodean multi-level, di mana satu remark dapat dikaitkan dengan 
beberapa node sekaligus, mencerminkan kompleksitas dan tumpang tindih narasi 
keberlanjutan dan pembangunan komunitas. 

Hasil pengodean didokumentasikan dalam matriks komprehensif yang 
mencakup definisi node, frekuensi referensi, serta konteks remark aslinya. Dengan 
demikian, kerangka pengodean ini menjamin ketelitian analitis sekaligus kesetiaan 
tematik. Pada akhirnya, infrastruktur pengodean ini mendukung formulasi model 
berbasis teori yang mengintegrasikan perubahan perilaku, tata kelola, penggunaan 
lahan, dan strategi agroekologis dalam rangka mencapai keberlanjutan 
pascatambang. 

Pengodean Tematik dan Meta-Sintesis. Tabel 2.1 menyajikan distribusi 
frekuensi dari sepuluh parent node yang diperoleh melalui proses pengodean 
berbantuan NVivo terhadap 1.339 remark yang bersumber dari literatur. Tema-tema 
ini disusun untuk mencerminkan kerangka integrasi dua jalur—Integrasi 
Institusional dan Integrasi Perilaku—yang menjadi dasar pembingkaian ulang 
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keberlanjutan dalam konteks pascatambang. Tema-tema institusional meliputi 
Kompensasi dan Perencanaan Lahan, Penyelarasan Legitimasi dan Tata Kelola, 
Mekanisme Pembiayaan Bersama CSR, dan Penghidupan Agroekologis. Keempat 
tema ini secara kolektif mewakili strategi formal, kebijakan, dan intervensi struktural 
yang diperlukan dalam transisi keberlanjutan. 

Tabel 2.1 Node Kelembagaan dan Perilaku pada Lanskap Pasca Tambang 

# Parent Node Description Fre-
quency 

1 Motivation and 
Empowerment 

Penguatan kapasitas dan agensi komunitas 
dalam mendukung adopsi dan keberlanjutan 
praktik agroekologis. 

913 

2 Stakeholder 
Engagement 

Perencanaan kolaboratif dengan aktor-aktor kunci 
seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan LSM. 

818 

3 Legitimacy 
Theory 
Application 

Persepsi terhadap keadilan, transparansi, dan 
otoritas moral institusi dalam program 
pascatambang. 

808 

# Parent Node Description Fre-
quency 

4 CSR Co-
Financing 
Mechanism 

Kontribusi CSR perusahaan dalam mendanai 
inisiatif sosial dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 

786 

5 Land 
Compensation 
and Planning 

Strategi pengelolaan dan penggunaan lahan yang 
adil, partisipatif, dan terstruktur dalam jangka 
panjang. 

766 

6 Stakeholder 
Theory 
Application 

Penerapan prinsip keseimbangan peran dan 
kepentingan pemangku kepentingan dalam tata 
kelola pascatambang. 

747 

7 Legitimacy 
and 
Governance 
Alignment 

Pembangunan legitimasi kelembagaan melalui 
koherensi kebijakan, pengawasan regulatif, dan 
integritas tata kelola. 

711 

8 Norms and 
Social Trust 

Peran norma lokal dan kepercayaan institusional 
dalam membentuk perilaku kolektif dan 
keberlanjutan sosial. 

694 

9 Agroecological 
Livelihoods 

Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan 
yang memulihkan ekosistem sekaligus 
meningkatkan pendapatan lokal. 

679 

10 Attitude 
toward 
Sustainability 

Orientasi psikologis dan kognitif masyarakat 
terhadap nilai, harapan, dan partisipasi dalam 
keberlanjutan. 

591 

 
Total 

 
7513 

Secara paralel, tema-tema perilaku seperti Sikap terhadap Keberlanjutan, Norma 
dan Kepercayaan Sosial, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Motivasi dan 
Pemberdayaan mencerminkan persepsi komunitas, kesiapan sosial-budaya, serta 
tingkat partisipasi dalam proses transformasi. Dua jangkar teori—Teori Legitimasi 
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dan Teori Pemangku Kepentingan—digunakan untuk memperkuat kerangka 
konseptual ini secara akademik, sekaligus menghubungkan dimensi institusional dan 
perilaku dalam konteks transformasi pascatambang. Setiap parent node dilengkapi 
dengan deskripsi singkat untuk menjelaskan cakupan operasionalnya dalam wacana 
keberlanjutan. Kolom frekuensi menunjukkan kekuatan empiris dari masing-masing 
tema berdasarkan tingkat kejenuhan pengodean. Jumlah total referensi yang berhasil 
dikode sebanyak 7.513, yang mengonfirmasi kedalaman dan keluasan relevansi 
tematik di kedua ranah institusional dan perilaku. Dengan demikian, tabel ini menjadi 
komponen sentral dalam pengembangan analisis lanjutan serta perancangan model 
keberlanjutan yang lebih terstruktur. 

Proses pengodean tematik berbantuan NVivo menjadi strategi analitis utama 
dalam menyintesis 1.339 remark berbasis literatur ke dalam model terpadu 
Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes. Melalui penerapan sistematis 
dari 80 child node yang dikelompokkan ke dalam 10 parent theme, proses ini 
memfasilitasi identifikasi struktur institusional dan dinamika perilaku yang secara 
kritis memengaruhi proses transformasi pascatambang. NVivo memungkinkan 
klasifikasi bukti kualitatif yang tersebar ke dalam kategori tematik seperti strategi 
kompensasi lahan, penghidupan agroekologis, mekanisme CSR, pemberdayaan 
komunitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan—yang mengungkap pola 
berulang dalam keselarasan kebijakan, partisipasi lokal, dan adaptasi sosial-
lingkungan. 

Tema-tema yang dikodekan ini kemudian dikelompokkan secara konseptual ke 
dalam dua domain integratif: Integrasi Institusional dan Integrasi Perilaku, 
masing-masing berakar pada Teori Legitimasi dan Teori Pemangku Kepentingan. 
Klasifikasi terstruktur ini tidak hanya menangkap kompleksitas transisi keberlanjutan, 
tetapi juga menyoroti keterkaitan antara tata kelola dari atas (top-down) dan kesiapan 
komunitas dari bawah (bottom-up). Frekuensi pengodean—yang mencapai total 
7.513 referensi—memvalidasi kekuatan tematik dan menyediakan dasar empiris bagi 
kerangka pembingkaian ulang yang diusulkan. Pada akhirnya, proses berbasis NVivo 
ini memungkinkan pengembangan model berorientasi dua teori yang 
merekonseptualisasi keberlanjutan sebagai proses pembentukan legitimasi 
institusional dan penyelarasan perilaku dalam konteks pemulihan lahan 
pascatambang. 

Sintesis tematik digunakan sebagai pendekatan metodologis terstruktur untuk 
menerjemahkan 1.339 remark kualitatif ke dalam suatu kerangka keberlanjutan yang 
koheren dalam lanskap pascatambang. Proses ini mengikuti tiga tahapan yang saling 
terkait: pengodean tekstual, kategorisasi tematik, dan integrasi konseptual. Pada 
tahap pertama, seluruh remark dikenai proses open coding menggunakan NVivo, 
memungkinkan setiap paragraf diasosiasikan dengan label konseptual yang relevan 
berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan, yaitu 80 child node dalam 10 parent 
themes. Tahap awal ini berhasil menangkap berbagai wawasan yang mencakup 
praktik agroekologis, isu tenurial, pendanaan CSR, negosiasi pemangku 
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kepentingan, dan ketahanan komunitas. Pada tahap kedua, referensi yang telah 
dikode dikonsolidasikan ke dalam kategori tematik tingkat lanjut, di mana pola-pola 
berulang dan gagasan yang saling bersinggungan dianalisis secara lintas dataset. 
Tahap ini membantu menyusun dua domain utama: Integrasi Institusional yang 
mencakup kebijakan, tata kelola, dan mekanisme formal; serta Integrasi Perilaku 
yang meliputi nilai-nilai, persepsi, pemberdayaan, dan aksi kolektif. Akhirnya, tahap 
ketiga melibatkan abstraksi dari tema-tema tersebut ke dalam suatu kerangka 
konseptual yang berakar pada Teori Legitimasi dan Teori Pemangku Kepentingan, 
yang memungkinkan terbentuknya model yang mencerminkan syarat struktural dan 
sosiokultural dalam proses transformasi keberlanjutan pascatambang. Output total 
dari proses pengodean—yang mencakup 7.513 referensi—menyediakan kejenuhan 
empiris (empirical saturation), sehingga memastikan bahwa kerangka pembingkaian 
ulang yang dihasilkan tidak hanya dibangun di atas ketelitian teoritis, tetapi juga 
mencerminkan realitas kehidupan dan kompleksitas kelembagaan yang ditemukan 
dalam konteks pascatambang di Indonesia. 

2.3.3 Validasi Penelitian 

Untuk memastikan bahwa kerangka analitis dan model yang dihasilkan dalam 
penelitian ini bersifat andal dan sahih secara teoretis, dilakukan strategi validasi yang 
komprehensif. Strategi ini mencakup pengujian konsistensi internal, pengembangan 
konstruk berbasis teori, serta teknik triangulasi yang dirancang untuk meningkatkan 
koherensi struktural dan akurasi interpretatif. Upaya-upaya ini memperkuat 
kredibilitas kerangka pengodean sekaligus memperkokoh ketahanan model 
reframing keberlanjutan dalam konteks pascatambang. 

Dalam rangka memperkuat kredibilitas proses pengodean tematik dan konstruksi 
model, diterapkan beberapa lapisan strategi validasi. Secara internal, dilakukan 
pemeriksaan co-occurrence antar kode dalam NVivo guna memastikan konsistensi 
tematik dan koherensi logis antar kategori. Validitas konstruk dijaga melalui 
pendekatan terstruktur dan berbasis teori dalam pengembangan tema. Fondasi dari 
kerangka reframing ini dibangun dari 1.339 remark berbasis literatur yang 
dikumpulkan dari sumber akademik dan institusional, yang membahas keberlanjutan 
pascatambang, praktik agroekologi, dan mekanisme CSR. Remark-remark ini dikode 
secara sistematis dalam NVivo menggunakan struktur 80 child node yang 
didistribusikan ke dalam 10 parent theme. Tema-tema tersebut tidak muncul secara 
arbitrer, melainkan dikonstruksi berdasarkan literatur akademik yang telah mapan, 
indikator keberlanjutan yang tervalidasi, serta umpan balik dari pembimbing 
akademik dan mitra institusional. Dengan demikian, tema-tema tersebut 
mencerminkan konstruk yang sahih secara teoretis dalam ranah tata kelola, 
pemberdayaan, dan transformasi lanskap—sehingga memperkuat validitas internal 
studi ini. 



55 
 

Untuk meningkatkan validitas baik dari sisi struktur maupun interpretasi, 
penelitian ini mengadopsi pendekatan triangulasi yang melibatkan aspek struktural 
dan konseptual. Secara struktural, hubungan antar node divalidasi melalui analisis 
distribusi frekuensi, keterkaitan tematik lintas kategori, dan kejenuhan pola dalam 
data yang telah dikode. Secara konseptual, temuan-temuan diselaraskan dengan 
dua landasan teori utama, yaitu Teori Legitimasi dan Teori Pemangku Kepentingan, 
yang memberikan lensa untuk memahami dinamika institusional dan perilaku dalam 
konteks pembangunan pascatambang. Desain triangulatif ini memastikan bahwa 
tema-tema yang muncul tidak hanya berakar secara empiris, tetapi juga konsisten 
secara logis dalam wacana akademik dan praktis mengenai keberlanjutan, 
partisipasi, dan tata kelola. 

Proses validasi juga mencakup akurasi pada tingkat konten, dengan memastikan 
kejenuhan tematik, konsistensi, dan keterwakilan dalam materi yang dikode. Dengan 
menggali literatur lintas disiplin—mulai dari ilmu lingkungan hingga pembangunan 
pedesaan—remark-remark yang dianalisis mencerminkan aspek multidimensional 
dari keberlanjutan pascatambang. Setiap node divalidasi tidak hanya berdasarkan 
jumlah referensinya, tetapi juga melalui keragaman sumber yang melandasinya. Total 
7.513 referensi pengodean berfungsi sebagai tolok ukur kejenuhan empiris, 
sementara proses review oleh pembimbing, penyempurnaan deskripsi node, dan 
kalibrasi terhadap definisi konseptual memberikan kejelasan interpretatif. 

Secara keseluruhan, proses ini memastikan bahwa model reframing yang 
dikembangkan merupakan sintesis yang valid dan berakar kuat dalam konstruk 
keberlanjutan. Model ini mampu menjadi dasar dalam merancang kebijakan 
transformatif dan praktik partisipatif di wilayah pascatambang. 

2.3.4 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun dibangun di atas sintesis tematik yang ketat terhadap 1.339 remark yang 
telah dikode dan diinformasikan oleh kerangka teori yang kuat, studi ini tetap memiliki 
sejumlah keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama terletak pada 
ketergantungan terhadap data sekunder dalam bentuk remark yang diambil dari 
literatur. Meskipun keluasan sumber yang digunakan telah memastikan kekayaan 
konseptual dan relevansi lintas disiplin, ketiadaan data langsung dari lapangan dapat 
membatasi kedalaman spesifisitas kontekstual—terutama dalam menangkap 
dinamika sosial-politik lokal, kompleksitas tenurial lahan, serta respons perilaku nyata 
dari komunitas terdampak. Dengan demikian, meskipun temuan-temuan dalam studi 
ini dapat digeneralisasi dalam konteks pascatambang di Indonesia, temuan tersebut 
mungkin belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan mikro yang mungkin muncul 
melalui pendekatan etnografis atau studi partisipatif yang lebih lokal. 

Keterbatasan lain berkaitan dengan sifat interpretatif dari proses pengodean 
kualitatif. Meskipun telah digunakan perangkat lunak NVivo dan kerangka pengodean 
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yang terstruktur secara jelas, penempatan remark ke dalam node-node tertentu tetap 
mengandung unsur subjektivitas peneliti. Meskipun upaya triangulasi dan masukan 
dari pembimbing telah dilakukan untuk meminimalkan bias interpretatif, kemungkinan 
tetap ada bahwa beberapa remark dapat dikode secara berbeda apabila diasumsikan 
oleh peneliti lain atau dalam kerangka pemikiran yang berbeda. Subjektivitas ini 
menjadi sangat penting mengingat bahwa banyak remark memiliki relevansi tematik 
dengan lebih dari satu node, sehingga keputusan paksa untuk memprioritaskan 
dapat mengurangi nuansa interpretasi yang seharusnya lebih kompleks. 

Selain itu, proses generalisasi tematik melalui pengelompokan parent-child node, 
meskipun penting dalam menstrukturkan dataset, dapat menyebabkan 
penyederhanaan terhadap wawasan yang lebih bernuansa. Node seperti 
"mekanisme konsultasi komunitas" dan "harmonisasi hukum atas status lahan" 
merepresentasikan dinamika yang kompleks dan berlapis—melintasi tata kelola 
partisipatif, pluralisme hukum, dan koordinasi kelembagaan—yang tidak dapat 
sepenuhnya diurai dalam batasan kerangka ini. Meskipun konsisten secara 
metodologis dengan pendekatan meta-sintesis kualitatif, proses agregasi ini 
berpotensi menyederhanakan tema-tema yang dalam kenyataannya memerlukan 
disaggregasi yang lebih tajam dan elaborasi kontekstual yang lebih mendalam dalam 
penelitian lanjutan. 

Akhirnya, proses pengembangan model ini berakar pada dua teori utama—Teori 
Legitimasi dan Teori Pemangku Kepentingan—yang menyediakan landasan 
konseptual yang kokoh, namun sekaligus dapat membatasi eksplorasi dari teori-teori 
relevan lainnya, seperti Ekologi Politik, Analisis Kelembagaan, atau Teori 
Keadilan. Pemilihan teori ini, meskipun bersifat strategis dan dapat dibenarkan, 
mencerminkan penyempitan lensa analitis secara sengaja dan berpotensi 
menghambat eksplorasi jalur alternatif dalam pembingkaian ulang keberlanjutan. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan kerangka teori serta 
menerapkan desain mixed-method untuk melakukan triangulasi, validasi, dan 
kontekstualisasi yang lebih mendalam terhadap temuan-temuan yang disajikan 
dalam studi ini. 

2.4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan Temuan dalam studi ini bersumber dari 7.513 referensi hasil pengodean 
dan disusun ke dalam sepuluh klaster tematik, yang masing-masing 
merepresentasikan elemen keberlanjutan pascatambang yang berbeda namun 
saling terhubung. Keseluruhan tema ini mencerminkan penekanan ganda pada 
integrasi kelembagaan dan transformasi perilaku, mencakup isu-isu seputar 
kepercayaan, pemberdayaan, legitimasi, tata kelola, penggunaan lahan, pemulihan 
mata pencaharian, hingga norma budaya. 

Analisis menunjukkan bahwa transisi menuju keberlanjutan dalam lanskap 
pascatambang bukanlah proses yang linear atau semata-mata teknis, melainkan 
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sangat bergantung pada agensi komunitas, penyelarasan antar-pemangku 
kepentingan, serta strategi yang berakar pada konteks lokal. Temuan ini membentuk 
landasan empiris dari kerangka pembingkaian ulang yang diusulkan untuk masa 
depan keberlanjutan pascatambang di Indonesia. 

2.4.1 Motivasi dan Pemberdayaan—Fondasi Perilaku bagi Keberlanjutan 
Pascatambang  

Dominasi tema Motivasi dan Pemberdayaan, yang didukung oleh 913 referensi, 
menegaskan peran krusial agensi individu, pembelajaran sosial, dan mekanisme 
penguatan berbasis komunitas dalam mendorong transisi keberlanjutan di lanskap 
pascatambang. Tema ini dibentuk oleh delapan subkomponen perilaku yang saling 
berkaitan, yaitu: Insentif Kewirausahaan Lokal (195 referensi), Akses terhadap 
Pembiayaan Mikro (151), Mekanisme Pengakuan dan Penghargaan (121), Resiliensi 
Psikologis (95), Perumusan Visi dan Tujuan (94), Inisiatif Berbasis Komunitas (90), 
Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan (84), serta Otonomi dalam Pengambilan 
Keputusan (83). Secara kolektif, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa motivasi, 
bila didukung oleh peluang dan pengakuan, dapat membentuk kesiapan komunitas 
dan kedalaman perilaku yang diperlukan untuk menopang transformasi agroekologis. 
Setiap node mencerminkan jalur di mana pemberdayaan menjadi sekaligus input dan 
hasil dari transisi keberlanjutan di wilayah pascatambang. 

Membangun Agensi melalui Otonomi Ekonomi. Dengan 195 referensi, sub-
tema ini menjadi node anak yang paling sering muncul dalam kategori Motivasi dan 
Pemberdayaan, mengindikasikan penekanan kuat pada revitalisasi ekonomi lokal 
sebagai katalisator penentuan nasib sendiri. Strategi seperti hibah usaha kecil, 
program inkubasi kewirausahaan, dan pengembangan koperasi banyak didukung 
oleh para pemangku kepentingan untuk membangkitkan ekonomi pedesaan 
pascatambang. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), insentif 
kewirausahaan memperkuat persepsi kontrol perilaku dan intensi untuk bertindak, 
menghasilkan hasil nyata yang dipimpin oleh komunitas. Dalam konteks ini, 
pemberdayaan tidak hanya bersifat motivasional, tetapi juga teroperasionalisasi 
melalui mekanisme praktis menuju kemandirian finansial dan ketahanan komunitas. 
Studi empiris mendukung perspektif ini: Schoar (2010) menekankan dampak 
transformasional kewirausahaan terhadap kemandirian ekonomi; De Mel, McKenzie, 
dan Woodruff (2014) menemukan bahwa bantuan modal secara signifikan 
meningkatkan performa usaha mikro; dan UNDP (2021) menegaskan bahwa 
kewirausahaan lokal merupakan elemen vital bagi ketahanan kawasan 
pascaeksploitasi. 

Membuka Peluang melalui Inklusi Finansial. Disebutkan dalam 151 referensi, 
akses terhadap pembiayaan mikro muncul sebagai enabler utama pemberdayaan 
perilaku di komunitas yang tengah mengalami transisi. Responden menekankan 
bahwa bahkan akses modal yang terbatas mampu mengubah pengambilan 
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keputusan individu secara signifikan, dengan mengurangi ketergantungan, 
memungkinkan inisiasi usaha, atau memfasilitasi investasi dalam input pertanian 
berkelanjutan. Literatur keberlanjutan memposisikan pembiayaan mikro sebagai 
pintu gerbang partisipasi, khususnya bagi kelompok marjinal. Secara teoretis, 
pembiayaan mikro meningkatkan kapabilitas persepsional dan secara bersamaan 
mengubah norma subjektif mengenai agensi finansial. Praktiknya meliputi skema 
pinjaman bergulir, kelompok simpan pinjam, dan kampanye literasi keuangan yang 
didukung CSR. Ini didukung oleh penelitian terdahulu: Yunus (2007) menyebut 
pembiayaan mikro sebagai pondasi pembangunan inklusif; Armendáriz dan Morduch 
(2010) menunjukkan bagaimana pembiayaan mikro memperluas pilihan dan 
kepercayaan diri penerima; dan FAO (2019) menekankan perannya dalam 
mendukung transisi penggunaan lahan yang berkelanjutan di wilayah terdegradasi. 

Menguatkan Partisipasi melalui Validasi Kelembagaan. Dengan 121 
referensi, sub-tema ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kontribusi individu 
dan kolektif terhadap tujuan keberlanjutan. Komunitas secara berulang menyebut 
bentuk pengakuan simbolik—seperti piagam, penghargaan publik, dan sertifikat—
sebagai motivator yang kuat. Sistem penghargaan ini dipandang tidak hanya sebagai 
alat untuk memperkuat perilaku, tetapi juga sebagai sinyal keadilan dan kredibilitas 
institusional. Konsisten dengan TPB, pengakuan memengaruhi sikap dan 
kepercayaan normatif, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi lokal dan 
mendorong keterlibatan berkelanjutan. Kehadiran struktur penghargaan yang terlihat 
menciptakan budaya apresiatif, di mana keberhasilan dirayakan dan direplikasi. 
Secara teoritis, pendekatan ini didukung oleh Deci dan Ryan (2000) yang 
menunjukkan bahwa pengakuan meningkatkan motivasi intrinsik; Gneezy, Meier, dan 
Rey-Biel (2011) membuktikan bahwa insentif non-moneter dapat meningkatkan 
kolaborasi; dan Bandura (1997) menunjukkan bahwa pengakuan memperkuat efikasi 
diri yang diteladani dalam pengaturan berbasis kelompok. 

Implikasi terhadap Teori dan Kerangka Konseptual. Temuan-temuan ini 
memperkuat dan memperluas premis Teori Pemangku Kepentingan, dengan 
memposisikan komunitas lokal bukan sekadar penerima manfaat pascatambang, 
tetapi sebagai agen aktif transformasi. Fokus pada insentif kewirausahaan lokal dan 
akses pembiayaan mikro mencerminkan logika pemangku kepentingan yang berakar 
pada keadilan distributif dan partisipasi inklusif—dua prinsip fundamental dalam 
keterlibatan pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Pelibatan komunitas sebagai 
aktor utama terbukti memperbesar peluang keberhasilan dan keberlanjutan hasil 
reklamasi. Keberadaan elemen seperti pelatihan, visi kolektif, dan otonomi 
pengambilan keputusan memperkuat gagasan bahwa pembangunan berkelanjutan 
harus mencerminkan keragaman kebutuhan, kepentingan, dan kontribusi seluruh 
aktor—tidak hanya mereka yang memegang peran kelembagaan formal. 

Dari perspektif Teori Legitimasi, temuan mengenai mekanisme pengakuan dan 
penghargaan menjadi sangat relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan 
terhadap kontribusi komunitas membangun legitimasi kognitif dan moral, terutama di 
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wilayah yang mengalami ketidakadilan historis atau marjinalisasi (Suchman, 1995). 
Jika dilakukan secara transparan dan bermakna, sistem penghargaan berfungsi 
sebagai indikator keadilan prosedural—dimensi penting dalam memperoleh 
penerimaan lokal terhadap program reklamasi. Hal ini berkontribusi pada 
perkembangan wacana legitimasi, di mana legitimasi tidak hanya diperoleh melalui 
kepatuhan formal (seperti izin hukum atau laporan CSR), tetapi juga melalui umpan 
balik sosial yang dirasakan adil, menguatkan, dan membangun rasa memiliki. 

Integrasi Theory of Planned Behavior (TPB) dalam studi ini bersifat sengaja dan 
melengkapi, dengan mengisi celah konseptual yang tidak dijangkau secara eksplisit 
oleh Teori Pemangku Kepentingan maupun Teori Legitimasi—yakni mekanisme 
perilaku individu yang mendorong hasil pada tingkat komunitas. TPB membantu 
menjelaskan bagaimana individu memutuskan untuk terlibat, mengadopsi, dan 
mempertahankan praktik berkelanjutan. Misalnya, insentif kewirausahaan dan akses 
ke pembiayaan mikro meningkatkan perceived behavioral control; pelatihan dan visi 
membentuk sikap terhadap perilaku; sedangkan pengakuan memperkuat subjective 
norms. Ketiga konstruk utama TPB ini menjelaskan mengapa individu yang 
diberdayakan memilih untuk bertindak dan mempertahankan komitmen dalam 
konteks pembangunan pascatambang—sehingga menjembatani logika 
kelembagaan tingkat makro dengan dinamika motivasional tingkat mikro. 

Temuan dari tema Motivasi dan Pemberdayaan menyediakan lensa perilaku 
yang esensial untuk Membingkai Ulang Sustainability lanskap pascatambang—
bukan sekadar sebagai isu restorasi ekologi atau penyediaan infrastruktur, melainkan 
sebagai proses transformasi yang berakar pada agensi manusia, pengakuan, dan 
inklusi. Penekanan pada insentif ekonomi lokal, inklusi keuangan, dan validasi sosial 
menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas adalah prasyarat untuk reproduksi 
masa depan yang adil dan berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan Teori 
Pemangku Kepentingan dalam menempatkan komunitas sebagai aktor sentral 
transisi keberlanjutan, dan dengan Teori Legitimasi dalam menunjukkan bahwa 
kepercayaan dan keadilan muncul tidak hanya dari struktur formal, tetapi juga dari 
praktik sosial yang tersemat dalam konteks lokal. Dengan mengintegrasikan TPB, 
studi ini melangkah lebih jauh dengan mengungkap bagaimana intensi perilaku, 
kontrol, dan norma sosial membentuk partisipasi nyata dalam program keberlanjutan. 
Ini mendukung pergeseran paradigma keberlanjutan dari model berbasis kepatuhan 
menuju model berbasis perilaku dan partisipasi, di mana keberlanjutan tidak hanya 
dirancang atau dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam melalui motivasi, 
kapabilitas, dan visi bersama. 

Meskipun motivasi individu dan pemberdayaan menjadi penggerak penting 
perilaku berkelanjutan dan transformasi berbasis komunitas, upaya tersebut tidak 
berlangsung dalam ruang hampa. Efektivitas agensi personal, aktivitas 
kewirausahaan, dan komitmen perilaku sering kali dibentuk—dan dalam banyak 
kasus dibatasi—oleh lingkungan kelembagaan dan relasional yang lebih luas. Oleh 
karena itu, mempertahankan pemberdayaan di luar level individu membutuhkan 
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mekanisme untuk memperkuat suara kolektif, inklusi yang adil, dan pengambilan 
keputusan bersama. Hal ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih dalam terhadap 
Keterlibatan Pemangku Kepentingan, di mana transisi keberlanjutan dikonstruksi 
bersama melalui pembangunan kepercayaan, representasi, dan dialog terstruktur 
antaraktor. Temuan berikutnya akan membahas bagaimana struktur tata kelola 
inklusif dan platform partisipatif memungkinkan pemberdayaan berkembang menjadi 
dampak kolektif—menjadikan penyelarasan pemangku kepentingan sebagai 
pelengkap vital dari kesiapan perilaku dalam proses pemulihan pascatambang. 

2.4.2 Mekanisme Kolaboratif untuk Tata Kelola yang Berkeadilan 

Dengan 818 referensi, tema Keterlibatan Pemangku Kepentingan menjadi pilar 
utama dalam transformasi keberlanjutan di wilayah pascatambang. Tema ini 
mencakup mekanisme formal dan informal yang memungkinkan aktor-aktor 
beragam—mulai dari komunitas adat, LSM, hingga otoritas perencanaan—
berinteraksi secara kolaboratif dalam proses reklamasi. Delapan sub-tema utama 
dalam kategori ini meliputi: Representasi Inklusif Gender (186 referensi), Sistem 
Penanganan Keluhan (93), Pemetaan Keterlibatan (93), Peran Koperasi Petani (92), 
Forum Multi-Pihak (90), Keterlibatan LSM (89), Partisipasi dalam Perencanaan (88), 
dan Dialog dengan Komunitas Adat (87). Node-node ini mencerminkan model tata 
kelola yang tidak dibangun di atas perintah hierarkis, melainkan kolaborasi horizontal, 
pembangunan kepercayaan, dan akuntabilitas bersama. Tema ini menegaskan 
bahwa keterlibatan pemangku kepentingan harus bersifat substantif, inklusif, dan 
terstruktur untuk mengakomodasi asimetri kekuasaan. 

Mendefinisikan Ulang Partisipasi melalui Prinsip Kesetaraan. Dengan 186 
referensi, representasi inklusif gender muncul sebagai sub-tema yang paling 
menonjol, mencerminkan konsensus luas bahwa keterlibatan yang setara 
merupakan inti dari legitimasi pemangku kepentingan. Responden menyoroti peran 
krusial perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai 
pengambil keputusan dalam perencanaan tata guna lahan, koperasi pertanian, dan 
proyek penghidupan pascatambang. Perspektif ini selaras dengan dimensi 
partisipatif dari Teori Pemangku Kepentingan, di mana legitimasi dikaitkan dengan 
sejauh mana suara pemangku kepentingan direpresentasikan secara proporsional 
terhadap kepentingannya. Data ini juga mendukung kajian keberlanjutan feminis 
yang semakin berkembang, yang mengaitkan inklusivitas dengan tata kelola adaptif. 
Alih-alih memandang gender sebagai perlindungan sosial semata, temuan ini 
memposisikannya sebagai variabel inti dalam tata kelola yang membentuk proses 
deliberatif, penetapan prioritas, dan kepemilikan program. Representasi gender 
bukan hanya adil, tetapi juga strategis. Hal ini sejalan dengan penelitian empiris di 
bidang tata kelola sumber daya alam yang menunjukkan bahwa partisipasi seimbang 
gender meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kolektif dan hasil lingkungan 
(Agarwal, 2001). Meinzen-Dick et al. (2011) juga menunjukkan bahwa institusi lahan 
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yang inklusif memperkuat legitimasi dan akuntabilitas, sedangkan FAO (2018) 
menegaskan bahwa keterlibatan yang peka gender menghasilkan penggunaan 
sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Melembagakan Resolusi Konflik untuk Stabilitas Jangka Panjang. 
Disebutkan dalam 93 remark, sistem penanganan keluhan dianggap esensial dalam 
mengelola ketegangan yang muncul selama proses transisi lahan dan distribusi 
manfaat. Pemangku kepentingan menuntut adanya mekanisme yang responsif 
terhadap budaya lokal, tepat waktu, dan mudah diakses—termasuk peran 
ombudsman, forum mediasi, dan jalur eskalasi formal. Temuan ini beririsan langsung 
dengan Teori Pemangku Kepentingan dan Teori Legitimasi. Dari sudut pandang 
pemangku kepentingan, keberadaan sistem keluhan memvalidasi agensi komunitas 
melalui saluran ekspresi yang berkelanjutan. Dari sisi legitimasi, mekanisme ini 
memperkuat kepercayaan prosedural dan akuntabilitas kelembagaan. Dalam kedua 
konteks, resolusi konflik tidak lagi dilihat sebagai ancaman keberlanjutan, melainkan 
sebagai alat untuk memperkuat ketahanan dan keterikatan jangka panjang. Hal ini 
diperkuat oleh literatur kelembagaan yang mencatat bahwa komunitas lebih 
cenderung mendukung proyek ketika mekanisme penyelesaian sengketa jelas dan 
sensitif terhadap konteks (Tyler, 2006). UNDP (2017) merekomendasikan sistem 
pengaduan sebagai elemen utama untuk menegakkan HAM dalam relasi 
perusahaan-komunitas, dan Oxfam (2016) menegaskan bahwa kepercayaan 
komunitas bergantung pada kemampuan mereka untuk mengakses keadilan tanpa 
rasa takut. 

Menegaskan Peran dan Tanggung Jawab dalam Jaringan Tata Kelola yang 
Kompleks. Juga disebutkan dalam 93 remark, pemetaan keterlibatan muncul 
sebagai sub-tema teknis namun bernilai sosial tinggi. Banyak responden 
menggambarkan pengaturan tata kelola yang terfragmentasi atau tumpang tindih, 
sehingga menimbulkan kebingungan, duplikasi upaya, dan melemahkan 
kepercayaan. Alat pemetaan seperti diagram jaringan aktor, matriks pengaruh, dan 
asesmen peran partisipatif dipandang penting untuk mengatasi hambatan ini. Secara 
teoretis, sub-tema ini memperkuat klaim Teori Pemangku Kepentingan bahwa 
keterlibatan yang efektif memerlukan visibilitas strategis mengenai siapa yang 
terlibat, apa perannya, dan bagaimana tanggung jawab didistribusikan. Dalam 
konteks legitimasi, pemetaan keterlibatan mendukung apa yang disebut oleh 
Suchman (1995) sebagai legitimasi pragmatis—yang tercapai ketika tindakan 
institusional dapat ditelusuri ke dalam struktur yang akuntabel. Secara praktis, 
pemetaan juga memfasilitasi sinergi, mengurangi gesekan kelembagaan, dan 
memungkinkan respons kebijakan yang lebih inklusif dan terarah. Temuan ini senada 
dengan literatur multi-level governance, di mana koordinasi dan kejelasan pemangku 
kepentingan menjadi kunci untuk menghindari celah kebijakan (Pahl-Wostl, 2009). 
Bank Dunia (2014) menyebut pemetaan pemangku kepentingan sebagai dasar 
mitigasi risiko dalam tata kelola lahan, sedangkan Reed et al. (2009) menekankan 
bahwa visualisasi hubungan antaraktor meningkatkan legitimasi dan kapasitas 
adaptif dalam sistem kompleks. 
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Menegaskan Teori dan Praktik melalui Temuan Kunci. Tiga sub-temuan 
utama dalam tema ini—representasi inklusif gender, sistem penanganan keluhan, 
dan pemetaan keterlibatan—secara kolektif menegaskan bahwa tata kelola inklusif 
bukan hanya keharusan etis, tetapi juga strategi operasional dalam keberlanjutan 
wilayah pascatambang. Representasi gender yang inklusif menjadi mekanisme 
utama dalam membentuk ruang deliberatif yang adil dan meningkatkan kapasitas 
adaptif komunitas. Sementara itu, kelembagaan sistem keluhan menunjukkan bahwa 
resolusi konflik, bila dilembagakan secara responsif dan transparan, dapat 
mengubah ketegangan menjadi dialog yang membangun dan kerja sama jangka 
panjang. Pemetaan keterlibatan memperkuat ekosistem tata kelola dengan 
menumbuhkan kejelasan, koordinasi, dan akuntabilitas di tengah kompleksitas 
jaringan aktor. Secara keseluruhan, temuan ini mereposisi keterlibatan sebagai 
infrastruktur multidimensional—di mana inklusi, kepercayaan, dan kejelasan peran 
menjadi pengikat dalam transformasi lanskap pascatambang yang adil dan efektif. 

Temuan ini memperkuat klaim utama Teori Pemangku Kepentingan, khususnya 
pada aspek inklusivitas, representasi, dan tata kelola dialogis. Sub-tema representasi 
gender mendukung proposisi normatif teori ini bahwa pemangku kepentingan berhak 
atas suara, bukan semata karena kekuasaan atau modal, melainkan karena 
legitimasi moral atas kepentingannya dalam hasil pembangunan (Freeman, 1984). 
Ketika perempuan dilibatkan secara aktif sebagai pengambil keputusan dalam 
transisi pascatambang, proses pemangku kepentingan menjadi lebih setara dan 
kontekstual. Lensa inklusif ini memperluas relevansi operasional teori dengan 
menunjukkan bahwa struktur yang adil tidak hanya memenuhi kewajiban etis, tetapi 
juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem pengambilan keputusan. 

Penekanan pada sistem penanganan keluhan juga sejalan dengan Teori 
Legitimasi karena menekankan responsivitas dan keadilan prosedural. Bagi 
pemangku kepentingan, keberadaan mekanisme pengaduan menunjukkan bahwa 
komunitas terdampak tidak sekadar dikonsultasikan, tetapi diberikan ruang koreksi 
yang berkelanjutan. Dari perspektif legitimasi, mekanisme ini membangun legitimasi 
prosedural dan moral, terutama dalam konteks marjinalisasi historis. Sejalan dengan 
kerangka dari Suchman (1995), sistem ini memperkuat legitimasi pragmatis (karena 
efektif menyelesaikan masalah) dan legitimasi normatif (karena mencerminkan nilai 
keadilan dan inklusi sosial). 

Sub-temuan ketiga, pemetaan keterlibatan, juga memperkuat Teori Pemangku 
Kepentingan melalui visibilitas peran dan kekuatan yang transparan. Proses ini 
memastikan bahwa hubungan antaraktor tidak hanya partisipatif, tetapi juga 
terkoordinasi secara strategis. Dari sisi Teori Legitimasi, pemetaan memperkuat 
legitimasi dengan membuat proses institusional terlihat, dapat dilacak, dan rasional—
semua ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dalam transisi 
pascatambang yang kompleks. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi kini tidak 
hanya ditentukan oleh kepatuhan regulatif, tetapi oleh sejauh mana institusi mampu 
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mengatur, mengomunikasikan, dan mendistribusikan kekuasaan dalam ekosistem 
pemangku kepentingan yang dinamis. 

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini tidak menegasikan teori yang 
digunakan, tetapi justru memperkaya dasar teoretis studi. Temuan ini 
memperlihatkan bahwa kerangka stakeholder dan legitimasi perlu diperkaya secara 
perilaku dan diletakkan dalam landasan prosedural untuk menjawab realitas tata 
kelola multi-aktor di lanskap pascatambang. Wawasan empiris ini menegaskan 
perlunya pendekatan operasional dari kedua teori—dari prinsip menuju logika 
implementasi yang inklusif, akuntabel, dan adaptif. 

Temuan tentang keterlibatan pemangku kepentingan berkontribusi secara 
fundamental terhadap pembingkaian ulang keberlanjutan di lanskap pascatambang, 
dengan menegaskan bahwa tata kelola yang adil bukan semata ideal prosedural, 
melainkan kebutuhan praktis. Dominasi temuan seperti representasi gender, sistem 
keluhan, dan pemetaan aktor menunjukkan bahwa transformasi berkelanjutan 
memerlukan pengakuan aktif, ruang suara, dan koordinasi yang setara antar aktor—
khususnya mereka yang selama ini terpinggirkan. Temuan ini memperluas Teori 
Pemangku Kepentingan dengan mengoperasionalkan makna partisipasi yang 
bermakna, dan memperkuat Teori Legitimasi dengan menunjukkan bahwa 
kepercayaan dan penerimaan sosial dibangun bukan hanya melalui kepatuhan 
formal, tetapi melalui keadilan, responsivitas, dan transparansi struktural. Dengan 
menunjukkan bahwa keterlibatan bukan sekadar konsultasi sesaat, tetapi proses 
yang dinegosiasikan dan terstruktur secara berkelanjutan, wawasan ini memperkuat 
premis utama dari model Reframing Sustainability: bahwa keberlanjutan harus 
berakar pada sistem tata kelola yang inklusif, adaptif, dan bermuatan moral. 
Pembingkaian ulang ini mendorong pergeseran dari restorasi top-down menuju 
transformasi partisipatif, di mana legitimasi institusi dan kekuatan jaringan sosial 
pemangku kepentingan menjadi sama pentingnya dengan indikator ekologis dalam 
menopang masa depan wilayah pascatambang. 

Meskipun keterlibatan pemangku kepentingan meletakkan dasar bagi tata kelola 
inklusif dan pengambilan keputusan kolaboratif, keberlanjutan dari keterlibatan ini 
pada akhirnya bergantung pada legitimasi yang dirasakan terhadap institusi dan 
proses yang terlibat. Ketika komunitas bergerak dari ketergantungan ekstraktif 
menuju ketahanan agroekologis, legitimasi menjadi mata uang sosial yang 
menentukan apakah kebijakan, program, dan kemitraan akan diterima, dipercaya, 
dan dipertahankan. Oleh karena itu, temuan berikutnya akan berfokus pada 
Penerapan Teori Legitimasi, yang mengeksplorasi bagaimana otoritas dibangun, 
keadilan dimanifestasikan, dan komitmen jangka panjang diperkuat dalam lanskap 
pascatambang yang terus berkembang. 
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2.4.3 Kepercayaan Kelembagaan sebagai Fondasi Keberlanjutan Program 

Tema Penerapan Teori Legitimasi, yang didukung oleh 808 referensi hasil 
pengodean, menegaskan bahwa keberlanjutan di lanskap pascatambang tidak 
hanya bergantung pada efektivitas teknis, tetapi juga pada persepsi keadilan, 
transparansi, dan integritas kelembagaan. Komunitas dalam dataset ini secara 
konsisten menekankan bahwa kesediaan mereka untuk mendukung, mengadopsi, 
atau mempertahankan program sangat bergantung pada sejauh mana lembaga yang 
menjalankan inisiatif tersebut dipandang sah dan dapat dipercaya. Tema ini terbentuk 
dari delapan dimensi legitimasi yang saling berhubungan, yaitu: Persepsi terhadap 
keadilan (152 referensi), Kredibilitas kelembagaan (98), Peran transparansi (95), 
Isyarat legitimasi pragmatis (95), Krisis legitimasi (93), Manajemen reputasi (92), 
Indikator legitimasi moral (92), dan Pola legitimasi kognitif (91). Secara keseluruhan, 
node-node ini menunjukkan bahwa legitimasi bukanlah atribut yang statis, melainkan 
hasil kontekstual dan dinamis yang diperoleh melalui perilaku kelembagaan dan 
interpretasi dari para pemangku kepentingan. Legitimasinya harus terus-menerus 
dipelihara melalui sinyal keadilan, kejelasan, dan keselarasan moral. 

Membangun Legitimasi Melalui Keadilan Distributif. Dengan 152 referensi, 
persepsi terhadap keadilan muncul sebagai indikator legitimasi yang paling kuat 
dalam pandangan komunitas. Responden secara konsisten menyoroti pentingnya 
distribusi yang adil atas sumber daya, peluang, dan pengakuan di antara desa, 
kelompok gender, dan kelompok kepentingan lainnya. Program yang dipersepsikan 
menguntungkan elit atau mengabaikan protokol komunitas cenderung ditanggapi 
dengan skeptisisme, sementara program yang mengusung prinsip distribusi manfaat 
yang inklusif lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Sub-temuan ini menguatkan 
peran keadilan distributif dalam Teori Legitimasi, khususnya dalam konteks 
pascatambang yang kerap memuat jejak ketimpangan atau pemindahan paksa. 
Persepsi keadilan berfungsi sebagai filter terhadap seluruh tindakan kelembagaan—
mempengaruhi bukan hanya kepatuhan, tetapi juga keterikatan emosional terhadap 
suatu inisiatif. Dalam hal ini, keadilan bukan sekadar nilai normatif, melainkan prinsip 
operasional untuk menjaga legitimasi di tingkat komunitas. Hal ini diperkuat oleh 
konsep justice as fairness dari Rawls (1971), yang menegaskan bahwa legitimasi 
muncul ketika aturan dan manfaat didistribusikan secara setara. Tyler (2006) juga 
menyatakan bahwa persepsi terhadap keadilan prosedural lebih menentukan 
dukungan publik dibandingkan hasil akhir semata. Moffat dan Zhang (2014) 
menunjukkan bahwa persepsi keadilan sangat memengaruhi social license to 
operate dalam komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. 

Menjaga Kepercayaan Melalui Kompetensi dan Konsistensi. Sebanyak 98 
remark menyebut kredibilitas kelembagaan sebagai prasyarat penting bagi 
keterlibatan pemangku kepentingan dan perubahan perilaku. Responden 
menekankan bahwa organisasi—baik pemerintah, perusahaan tambang, maupun 
LSM—harus tidak hanya bertindak secara etis, tetapi juga menunjukkan kompetensi 
teknis, menepati komitmen, dan konsisten dalam jangka waktu panjang. Hal ini 
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selaras dengan dimensi legitimasi dari Suchman (1995), khususnya legitimasi 
pragmatis dan kognitif, di mana lembaga dinilai berdasarkan kapasitas mereka dalam 
menghasilkan hasil nyata dan kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku. Ketika 
kredibilitas terganggu, bahkan program yang dirancang dengan baik pun mengalami 
penolakan atau kehilangan partisipasi. Sebaliknya, institusi yang kredibel mampu 
menciptakan ekspektasi yang stabil dan mengurangi risiko persepsional terhadap 
partisipasi. Dengan demikian, kredibilitas berperan sebagai “perekat kelembagaan” 
yang menghubungkan komitmen dengan hasil. Data dari Edelman Trust Barometer 
(2021) menunjukkan bahwa kepercayaan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh 
persepsi kompetensi dan etika. Levi dan Sacks (2009) menyatakan bahwa institusi 
yang terpercaya lebih mampu menghasilkan kepatuhan, bahkan di lingkungan 
dengan kapasitas rendah. Bank Dunia (2017) juga menekankan bahwa kredibilitas 
merupakan faktor kunci dalam menjaga kelangsungan reformasi di wilayah 
pascatambang yang rentan. 

Visibilitas Kelembagaan sebagai Mekanisme Pemeliharaan Legitimasi. 
Sebanyak 95 remark menyebut pentingnya peran transparansi dalam penerimaan 
program dan kepercayaan kelembagaan. Para pemangku kepentingan 
menggambarkan transparansi bukan hanya sebagai praktik administratif (misalnya 
laporan anggaran CSR), tetapi sebagai proses relasional yang memungkinkan 
komunitas memantau, mempertanyakan, dan memahami motivasi serta 
pelaksanaan program keberlanjutan. Transparansi sangat penting dalam 
pengambilan keputusan terkait status lahan, alokasi dana, dan seleksi penerima 
manfaat. Keberadaan mekanisme transparansi—seperti pertemuan komunitas 
terbuka, publikasi laporan keuangan, atau pembaruan waktu nyata atas pelaksanaan 
program—berfungsi sebagai alat penguat legitimasi. Hal ini selaras dengan 
interpretasi modern Teori Legitimasi yang menyatakan bahwa dalam konteks pasca-
konflik atau wilayah yang volatile, transparansi harus dipraktikkan secara performatif 
sebagai sinyal kepercayaan, akuntabilitas, dan keselarasan dengan nilai publik. 
Ketika transparansi terlihat dan bersifat interaktif, legitimasi dapat dijaga; namun 
ketika transparansi bersifat simbolik atau absen, maka ketidakpercayaan cenderung 
muncul. Fung, Graham, dan Weil (2007) menekankan bahwa transparansi yang 
efektif harus "terarah, dapat diakses, dan relevan." Fox (2007) membedakan antara 
opaque transparency dan answerability, menegaskan bahwa transparansi sejati 
memberdayakan warga untuk bertindak. O’Neill (2006) memperingatkan bahwa 
transparansi tanpa konteks dan tindak lanjut hanya akan menimbulkan sinisme, 
bukan kepercayaan—menunjukkan perlunya keterbukaan kelembagaan yang 
bermakna dan dua arah. 

Kesimpulan Tematik dan Relevansi Teoretis. Temuan-temuan dalam tema 
Penerapan Teori Legitimasi menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang dari 
inisiatif reklamasi pascatambang tidak hanya bergantung pada desain kebijakan atau 
alokasi sumber daya, tetapi pada sejauh mana institusi dan proses yang terlibat 
dipandang adil, konsisten, dan terbuka oleh masyarakat. Melalui sub-tema persepsi 
terhadap keadilan, kredibilitas kelembagaan, dan peran transparansi, terlihat pola 
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yang jelas bahwa komunitas lebih cenderung untuk berpartisipasi dan 
mempertahankan program ketika proses tata kelola dianggap sah. Sinyal legitimasi 
ini bertindak sebagai jangkar perilaku yang memediasi kepercayaan, memungkinkan 
kerja sama, dan membentuk keterikatan emosional terhadap keberlanjutan wilayah 
pascatambang. Data menunjukkan bahwa legitimasi bukanlah kondisi latar, 
melainkan aset strategis—yang harus dibangun secara aktif dan dirawat secara 
terbuka sepanjang proses transformasi berlangsung. 

Temuan ini memberikan dasar empiris yang kuat bagi kerangka teoritis dalam 
studi ini, khususnya dalam menegaskan kegunaan multidimensional dari Teori 
Legitimasi. Temuan ini memperluas tipologi Suchman (1995) dengan menunjukkan 
bagaimana legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif berinteraksi secara dinamis 
dalam konteks pasca-ekstraktif. Dominasi persepsi terhadap keadilan secara 
langsung mengafirmasi pentingnya keadilan distributif dan prosedural dalam 
mewujudkan legitimasi normatif, sementara kredibilitas kelembagaan menegaskan 
bahwa hasil yang konsisten dan berbasis kompetensi merupakan elemen kunci 
dalam mempertahankan kepercayaan. Di sisi lain, transparansi muncul sebagai 
praktik performatif yang menopang legitimasi kognitif dan moral dengan membuat 
tindakan institusional menjadi terlihat dan dapat dipahami. Walaupun Teori 
Pemangku Kepentingan menekankan pentingnya inklusi beragam kepentingan, Teori 
Legitimasi menambahkan kedalaman dengan menguraikan bagaimana institusi 
dinilai dan dipercayai seiring waktu. Temuan ini memvalidasi integrasi kedua teori 
dalam studi ini, dengan menunjukkan bahwa legitimasi bukan sekadar isu etika, 
tetapi juga fondasi perilaku dan strategis untuk kolaborasi pemangku kepentingan 
dan transformasi berkelanjutan. 

Meskipun legitimasi menekankan pada penerimaan sosial dan fondasi 
kelembagaan dari program keberlanjutan, kemampuan untuk memobilisasi dan 
mempertahankan sumber daya tetap menjadi pilar paralel dalam transformasi 
pascatambang yang efektif. Legitimasinya menciptakan ekosistem kepercayaan dan 
penerimaan, tetapi tanpa infrastruktur keuangan yang memadai—terutama 
mekanisme yang mengintegrasikan investasi publik, swasta, dan komunitas—
aspirasi keberlanjutan berisiko menjadi janji yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, 
temuan selanjutnya mengalihkan fokus ke dimensi operasional dan ekonomi dari 
tantangan ini, dengan menguraikan bagaimana Mekanisme Pendanaan Bersama 
CSR berfungsi tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab korporasi, tetapi juga 
sebagai penopang struktural bagi pembangunan jangka panjang. Tema berikut akan 
menjelaskan bagaimana konvergensi pendanaan multipihak, kemitraan 
kelembagaan, dan perencanaan keuangan yang inklusif mendorong hasil yang 
skalabel, akuntabel, dan tangguh dalam lanskap reklamasi. 
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2.4.4 Melembagakan Pembangunan melalui Akuntabilitas Korporasi CSR 

Tema Mekanisme Pendanaan Bersama CSR, yang didukung oleh 786 referensi, 
menyoroti peran CSR (Corporate Social Responsibility) yang terus berkembang 
sebagai pendorong finansial dan kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan 
pascatambang. CSR tidak lagi diperlakukan sebagai kontribusi periferal atau sekadar 
kewajiban kepatuhan administratif, tetapi telah menjadi pusat dari program-program 
penghidupan jangka panjang, regenerasi infrastruktur, serta penyelarasan tujuan 
pembangunan dengan prioritas nasional. Tema ini dioperasionalisasikan melalui 
delapan sub-tema utama: Standar pelaporan CSR (147 referensi), CSR untuk transisi 
penghidupan (95), Kemitraan publik-swasta (93), Skema anggaran multi-tahun (93), 
Alokasi dana CSR (93), Keterkaitan CSR dengan SDGs (92), Penyelarasan lintas 
sektor CSR (87), dan Pemantauan hasil CSR (86). Secara kolektif, komponen-
komponen ini membingkai CSR bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi 
sebagai mekanisme pendanaan strategis yang esensial untuk menopang 
transformasi komunitas pasca-ekstraktif. 

Membangun Kepercayaan melalui Transparansi dan Penyelarasan 
Regulasi. Dengan 147 referensi, standar pelaporan CSR muncul sebagai sub-tema 
paling dominan, mencerminkan tingginya permintaan akan kerangka kerja yang 
terstandarisasi, transparan, dan dapat ditegakkan dalam pelaporan kontribusi 
korporasi terhadap pembangunan pascatambang. Responden menekankan bahwa 
pelaporan yang inkonsisten atau simbolik melemahkan kepercayaan terhadap 
lembaga CSR, sedangkan standar yang jelas, terukur, dan dapat diperbandingkan 
memperkuat kredibilitas dan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor. Standardisasi juga 
dinilai penting karena mampu menyelaraskan ekspektasi antara perusahaan, 
pemerintah, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kerangka pelaporan 
keberlanjutan global seperti GRI dan ESG, yang menempatkan keterbukaan 
informasi sebagai pilar akuntabilitas. Dalam konteks pascatambang, pelaporan CSR 
berfungsi ganda: sebagai mekanisme pembangun kepercayaan dan sinyal legitimasi 
yang membantu menyelaraskan praktik korporasi dengan harapan publik serta target 
pembangunan. Penelitian mendukung hal ini: GRI (2020) menegaskan bahwa 
standardisasi meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan 
komparabilitas antar perusahaan; Eccles dan Krzus (2018) menunjukkan bahwa 
pelaporan terintegrasi yang transparan menyatukan kinerja finansial dan non-
finansial; Herzig dan Schaltegger (2006) menyimpulkan bahwa pelaporan CSR 
memperkuat kredibilitas saat diintegrasikan ke dalam strategi jangka panjang. 

Reposisi CSR sebagai Katalis Ketahanan Ekonomi. Disebutkan dalam 95 
remark, sub-tema ini mencerminkan redefinisi tanggung jawab sosial korporasi dari 
sekadar kegiatan filantropi menjadi investasi komunitas jangka panjang. Responden 
menggambarkan bagaimana dana CSR semakin diarahkan ke intervensi praktis 
dalam penghidupan, seperti pelatihan vokasional, pembentukan koperasi, restorasi 
lahan, dan agroforestri. Ini menandai pergeseran dari bantuan satu kali menuju 
dukungan struktural untuk kemandirian dan ketahanan ekonomi komunitas. Temuan 
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ini menekankan bahwa efektivitas CSR harus dievaluasi tidak hanya dari volume 
belanja, tetapi juga dari sejauh mana CSR selaras dengan jalur pembangunan yang 
ditentukan oleh komunitas itu sendiri. Efektivitas CSR juga meningkat bila dipandu 
oleh proses perencanaan partisipatif dan terintegrasi dalam agenda pembangunan 
wilayah. Dalam kerangka ini, CSR berfungsi sebagai jembatan antara kapasitas 
korporasi dan aspirasi komunitas. Pendekatan ini didukung oleh Blowfield dan Dolan 
(2008) yang menyarankan agar CSR terintegrasi dengan penghidupan lokal untuk 
efektif dalam konteks pembangunan. Jenkins (2005) menunjukkan bahwa inisiatif 
CSR berbasis penghidupan menghasilkan kepemilikan komunitas dan dampak yang 
lebih kuat. Sementara itu, UNDP (2020) mengidentifikasi CSR sebagai instrumen 
pendanaan bersama yang mampu mengatasi kemiskinan sekaligus mendukung 
keberlanjutan bisnis di wilayah transisi. 

Memperluas Ruang Pembangunan melalui Pendanaan Kolaboratif. Juga 
disebutkan dalam 93 referensi, kemitraan publik-swasta (Public-Private 
Partnerships/PPP) muncul sebagai mekanisme penting untuk memperluas dan 
menjaga keberlanjutan investasi pascatambang. Responden menyebutkan berbagai 
contoh di mana pendanaan CSR dikombinasikan dengan hibah pemerintah, 
dukungan LSM, atau kontribusi masyarakat. Kolaborasi sumber daya ini membantu 
menyebar risiko, meningkatkan legitimasi, dan menjamin kesinambungan 
pendanaan lintas siklus politik dan ekonomi. PPP sangat dihargai karena mampu 
menggabungkan kapasitas perencanaan dari pemerintah dengan kecepatan 
implementasi dan sumber daya sektor swasta. Secara konseptual, sub-tema ini 
memperkuat pergeseran dari pelaksanaan CSR yang bersifat unilateral menuju tata 
kelola pembangunan yang terjaring, di mana berbagai aktor berbagi tanggung jawab 
dan akuntabilitas atas hasil. Keberhasilan PPP sangat bergantung pada 
kepercayaan, transparansi, dan kejelasan peran—ciri-ciri yang secara konsisten 
ditekankan dalam remark. Bank Dunia (2015) menyebut PPP sebagai kunci 
kelangsungan infrastruktur dan layanan di wilayah transisi. Hodge dan Greve (2007) 
mencatat bahwa PPP berhasil ketika peran didefinisikan dengan jelas dan risiko 
didistribusikan secara proporsional. Nelson dan Jenkins (2006) menekankan bahwa 
CSR yang terintegrasi dalam platform pembiayaan multi-pemangku kepentingan 
memiliki dampak dan legitimasi yang lebih tinggi dalam kemitraan pembangunan. 

Kontribusi Tematik dan Implikasi Teoretis. Sub-temuan dalam Mekanisme 
Pendanaan Bersama CSR menunjukkan evolusi penting dalam bagaimana CSR 
diposisikan dan dijalankan dalam konteks pembangunan pascatambang. CSR kini 
semakin dilembagakan sebagai sistem pendanaan yang terstruktur, transparan, dan 
kolaboratif—bukan lagi aksi goodwill yang terfragmentasi. Penekanan pada standar 
pelaporan, transisi penghidupan, dan kemitraan publik-swasta mencerminkan 
pergeseran dari CSR reaktif menuju CSR strategis yang berorientasi hasil, selaras 
dengan kebutuhan komunitas, dan tertanam dalam ekosistem tata kelola yang lebih 
luas. Temuan ini menunjukkan bahwa CSR, ketika dikelola dengan ekspektasi yang 
jelas, perencanaan jangka panjang, dan keterlibatan multi-aktor, mampu melampaui 
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sekadar manajemen reputasi menjadi pilar keberlanjutan finansial dan kelembagaan 
dalam lanskap pascatambang. 

Temuan ini juga memperkuat dan memperluas kerangka teoritis studi ini dengan 
menghubungkan Teori Pemangku Kepentingan dan bentuk-bentuk legitimasi 
kelembagaan yang berkembang. Penekanan pada standar pelaporan dan anggaran 
multi-tahun berhubungan langsung dengan Teori Legitimasi, di mana transparansi, 
konsistensi, dan kesesuaian regulatif menjadi fondasi utama kepercayaan publik 
(Suchman, 1995). Di saat yang sama, integrasi elemen transisi penghidupan dan 
kemitraan multi-aktor menyoroti dinamika relasional dalam Teori Pemangku 
Kepentingan, khususnya pentingnya responsivitas, pemberdayaan, dan kepemilikan 
bersama dalam pembiayaan pembangunan. Secara keseluruhan, temuan ini 
menegaskan bahwa CSR bukan lagi pelengkap sukarela, tetapi telah menjadi 
instrumen negosiasi dalam penciptaan nilai bersama. Kemampuan CSR untuk 
membangun kredibilitas, menyediakan layanan, dan menarik investasi pelengkap 
menempatkannya bukan sekadar sebagai kewajiban korporasi, tetapi sebagai alat 
tata kelola yang sah dalam paradigma keberlanjutan yang telah dibingkai ulang. 

Meskipun CSR menyediakan mekanisme pendanaan vital untuk pemulihan 
pascatambang, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilanjutkan tanpa 
mengatasi fondasi material dan prosedural terkait kepemilikan, penggunaan, dan 
redistribusi lahan. Ketika komunitas berupaya membangun kembali penghidupan, 
merencanakan revitalisasi pertanian, atau mereklamasi lahan terdegradasi, isu hak 
atas tanah, valuasi, dan keadilan spasial menjadi semakin menonjol. Temuan 
selanjutnya akan mengeksplorasi bagaimana sistem kompensasi dan perencanaan 
ruang memengaruhi hasil keberlanjutan—baik melalui jaminan akses yang adil 
maupun melalui struktur penggunaan lahan jangka panjang yang mencerminkan 
prioritas ekologis, hukum, dan budaya. Tema ini akan membahas bagaimana lanskap 
pascatambang dapat ditransformasikan dari zona eksploitasi yang diperebutkan 
menjadi wilayah peluang yang terencana, di mana kerangka kompensasi berfungsi 
sebagai katalis untuk masa depan yang inklusif dan produktif. 

2.4.5 Membangun Keadilan dan Ketahanan dalam Pemulihan Spasial 

Dengan 766 referensi, tema Kompensasi dan Perencanaan Lahan menunjukkan 
bahwa pengelolaan lanskap pascatambang yang adil dan strategis membutuhkan 
lebih dari sekadar restorasi ekologi. Ia juga menuntut perhatian terhadap bagaimana 
lahan dikelola, dinilai, dialokasikan, dan dimaknai oleh masyarakat. Tema ini 
menyoroti dimensi keadilan spasial dalam transformasi pascatambang, termasuk 
pengakuan hak, proses pemukiman kembali, dan mekanisme perencanaan 
partisipatif. Delapan sub-tema yang membentuk tema ini meliputi: Perencanaan 
pemukiman kembali (181 referensi), Harmonisasi hukum status lahan (90), 
Pemetaan lahan partisipatif (89), Valuasi aset lahan (89), Zonasi lahan 
pascatambang (86), Penyelesaian konflik lahan (85), Pengakuan hak atas tanah adat 
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(83), dan Strategi penggunaan lahan jangka panjang (63). Responden secara 
konsisten menekankan bahwa ketidakjelasan hak atas tanah, proses yang eksklusif, 
atau model kompensasi yang buruk berisiko merusak kepercayaan dan 
keberlanjutan program. Node-node ini secara kolektif menempatkan tata kelola lahan 
sebagai prasyarat keadilan, legitimasi, dan reklamasi lahan yang produktif. 

Menavigasi Dislokasi Melalui Transisi Partisipatif. Dengan 181 referensi, 
perencanaan pemukiman kembali muncul sebagai isu yang paling banyak dikutip 
dalam tema ini, menyoroti kompleksitas dan sensitivitas dalam memindahkan 
komunitas selama atau setelah penutupan tambang. Responden menekankan 
bahwa pemukiman kembali bukan hanya persoalan logistik atau kompensasi, 
melainkan proses sosial, budaya, dan psikologis yang mendalam. Jika dikelola tanpa 
transparansi atau konsultasi yang memadai, proses ini dapat memicu konflik dan 
kebencian jangka panjang. Sebaliknya, jika dilaksanakan dengan pendekatan 
partisipatif—seperti forum komunitas, desain tata ruang bersama, dan dukungan 
penghidupan—ia dipandang sebagai pintu menuju peluang baru. Temuan ini 
menegaskan bahwa pemukiman kembali bukan efek samping tambang, melainkan 
momen penentu bagi kredibilitas institusional dan kohesi sosial. Legitimasi program 
pascatambang sebagian bergantung pada apakah masyarakat tidak hanya 
dipindahkan secara fisik, tetapi juga didorong maju menuju stabilitas, rasa memiliki, 
dan agensi masa depan. Cernea (1997) menekankan pentingnya perencanaan 
partisipatif dalam mitigasi risiko pemiskinan akibat relokasi; Downing (2002) 
menunjukkan bahwa keberhasilan pemukiman terkait dengan kesinambungan 
penghidupan dan identitas budaya; dan Vanclay (2017) menyatakan bahwa 
pemukiman yang bertanggung jawab secara sosial harus melampaui kompensasi, 
mencakup persetujuan, desain bersama, dan integrasi pembangunan. 

Menyelaraskan Kejelasan Yuridis dengan Legitimasi Sosial. Disebut dalam 
90 remark, harmonisasi hukum status lahan mencerminkan tantangan kelembagaan 
dalam menyelaraskan klaim yang tumpang tindih, yurisdiksi beragam, dan hak adat 
dalam wilayah pascatambang. Responden sering menguraikan kebingungan hukum 
antara undang-undang nasional, mandat provinsi, dan sistem tanah adat yang 
mengakibatkan kelumpuhan administratif atau sengketa kepemilikan. Harmonisasi 
antar kerangka hukum ini dianggap esensial, tidak hanya untuk melegitimasi proses 
pengalihan lahan, tetapi juga untuk mendukung investasi jangka panjang di bidang 
pertanian, kehutanan, dan infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi 
hukum bukan sekadar solusi teknis, melainkan keharusan tata kelola. Di wilayah 
yang berhasil mencapai kejelasan hukum melalui koordinasi multi-level atau program 
reformasi agraria, terdapat peningkatan penerimaan program dan penurunan potensi 
konflik. Dengan demikian, harmonisasi hukum berfungsi sebagai strategi 
pencegahan konflik sekaligus fondasi bagi pemulihan lahan yang berkelanjutan. 
Deininger dan Feder (2009) menyatakan bahwa kejelasan hukum meningkatkan 
produktivitas dan stabilitas sosial; Cotula (2007) menyoroti bahwa tumpang tindih 
antara sistem hukum dan adat sering menimbulkan ketidakpastian hak kepemilikan; 
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Toulmin (2008) menekankan bahwa harmonisasi hukum agraria merupakan syarat 
penting bagi investasi pertanian dan transformasi pedesaan. 

Demokratisasi Pengetahuan Spasial untuk Perencanaan Inklusif. Dengan 
89 referensi, pemetaan lahan partisipatif muncul sebagai alat penting untuk 
menciptakan pemahaman bersama mengenai wilayah, batas, dan distribusi sumber 
daya. Komunitas menekankan nilai proses pemetaan yang inklusif—seperti 
penggunaan pemandu lokal, integrasi pengetahuan masyarakat adat, dan peta 
buatan komunitas—sebagai sarana untuk merebut kembali narasi dan mengurangi 
ketegangan spasial. Temuan ini menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif bukan 
sekadar aktivitas pengumpulan data, melainkan proses simbolik pengakuan, di mana 
komunitas secara nyata melihat pengetahuan, ingatan, dan hak mereka dilegitimasi 
dalam rencana resmi. Pendekatan ini memperkuat akurasi teknis sekaligus legitimasi 
sosial dari kebijakan penggunaan lahan. Dengan demikian, peta bukan hanya alat 
administratif, tetapi juga platform negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan 
keadilan spasial dalam transisi pascatambang. Chambers (2006) menekankan 
bahwa pemetaan partisipatif adalah bentuk pemberdayaan warga dalam tata kelola 
ruang; Rambaldi et al. (2006) menunjukkan bahwa pemetaan komunitas 
meningkatkan rasa kepemilikan lokal dan mengurangi konflik spasial; Peluso (1995) 
menggambarkan peta sebagai “alat politik” yang dapat menggeser kekuasaan ke 
arah komunitas marjinal jika terintegrasi dalam kerangka perencanaan yang inklusif. 

Kontribusi Konseptual dan Penguatan Teoretis. Temuan-temuan ini 
mengungkap bahwa fondasi pemulihan pascatambang yang berkelanjutan tidak 
hanya terletak pada kerangka lingkungan dan keuangan, melainkan pada bagaimana 
lahan dipahami, dikelola, dan didistribusikan secara adil. Sub-tema seperti 
perencanaan pemukiman kembali, harmonisasi hukum, dan pemetaan lahan 
partisipatif menegaskan peran penting keadilan prosedural, sistem pengetahuan 
inklusif, dan kejelasan yurisdiksi. Ketika transisi terkait lahan dijalankan dengan 
prinsip keadilan, pengakuan, dan dialog, ia bukan sekadar mencegah konflik—
melainkan memberdayakan komunitas untuk merebut kembali kendali atas masa 
depan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa lahan bukan hanya aset fisik, tetapi 
jangkar simbolik dan strategis dalam pembangunan berkelanjutan lanskap 
pascatambang. 

Temuan ini memperluas dasar teoretis studi melalui Teori Legitimasi dan Teori 
Pemangku Kepentingan dengan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola lahan 
merupakan ekspresi nyata dari integritas institusional dan responsivitas terhadap 
pemangku kepentingan. Legitimasi proses lahan tidak diperoleh semata melalui 
formalitas hukum, tetapi melalui perencanaan inklusif dan konsultasi yang bermakna, 
sejalan dengan konsep legitimasi moral dari Suchman (1995). Pada saat yang sama, 
Teori Pemangku Kepentingan diperkuat melalui pengamatan bahwa perencanaan 
lahan harus mengakomodasi klaim plural, narasi yang bersaing, dan solusi yang 
dikembangkan bersama. Penekanan berulang terhadap pemetaan partisipatif dan 
konsultasi pemukiman mencerminkan pergeseran dari pengelolaan lahan top-down 
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menuju perencanaan spasial terintegrasi dengan pemangku kepentingan, di mana 
komunitas menjadi agen—bukan objek—dalam reformasi agraria. Dengan demikian, 
kedua teori tersebut bertemu dalam prinsip bahwa kepercayaan, pengakuan, dan 
kepemilikan bersama merupakan fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan dalam 
transisi berkelanjutan berbasis lahan. 

Meskipun sistem pertanahan mendefinisikan ruang fisik dan legal bagi 
keberlanjutan, keberhasilan setiap intervensi pada akhirnya bergantung pada sejauh 
mana berbagai pemangku kepentingan dapat dimobilisasi, diselaraskan, dan 
dipertahankan secara berkelanjutan. Tema selanjutnya—Aplikasi Teori Pemangku 
Kepentingan—akan mengalihkan fokus analisis dari hak dan wilayah ke hubungan 
dan tanggung jawab. Tema ini akan mengeksplorasi bagaimana identitas, pengaruh, 
dan nilai bersama dinegosiasikan di antara aktor-aktor seperti lembaga pemerintah, 
perusahaan tambang, koperasi, kelompok adat, dan masyarakat sipil. Dalam konteks 
pascatambang yang kerap menyimpan jejak ketidakpercayaan dan eksklusi, 
keterlibatan pemangku kepentingan bukan sekadar fungsi manajerial, melainkan 
keharusan tata kelola. Temuan berikutnya akan menyelidiki bagaimana inklusi, 
penyeimbangan kekuasaan, dan konvergensi narasi menjadi logika operasional dari 
kerangka keberlanjutan pasca-ekstraktif. 

2.4.6 Menavigasi Kepentingan, Pengaruh, dan Penyelarasan Institusional 

Dengan 747 referensi yang dikodekan, tema Aplikasi Teori Pemangku Kepentingan 
menggambarkan bahwa keberlanjutan dalam konteks pascatambang sangat 
bergantung pada identifikasi yang cermat, prioritisasi yang adil, dan inklusi yang 
bermakna terhadap beragam aktor—yang masing-masing memiliki tingkat 
kekuasaan, urgensi, dan legitimasi yang berbeda-beda. Tema ini melampaui 
pendekatan keterlibatan generik, dan mengkaji bagaimana serta mengapa hubungan 
antar pemangku kepentingan berfungsi, terutama dalam ekosistem tata kelola yang 
kompleks, di mana akuntabilitas institusi dan ekspektasi komunitas harus 
diseimbangkan. 

Delapan sub-tema utama yang membentuk tema ini meliputi: Alat pemetaan 
pemangku kepentingan (97 referensi), Tipologi kekuasaan-legitimasi-urgensi (PLU) 
(97), Responsivitas institusional (96), Prioritisasi berbasis salience (94), 
Penyeimbangan klaim pemangku kepentingan (93), Strategi mediasi konflik (92), 
Kerangka dialog antar pemangku kepentingan (89), dan Manajemen ekspektasi 
pemangku kepentingan (89). Node-node ini secara kolektif menunjukkan bahwa 
inklusi pemangku kepentingan bukan sekadar kegiatan simbolik, tetapi strategi 
deliberatif untuk mitigasi konflik, pembangunan legitimasi, dan kepemilikan program 
secara berkelanjutan. 

Menyusun Inklusi melalui Visibilitas dan Klasifikasi. Dengan 97 referensi, 
alat pemetaan pemangku kepentingan muncul sebagai praktik dasar dalam 
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manajemen pemangku kepentingan. Alat ini memungkinkan perencana untuk 
mengidentifikasi aktor, mengklasifikasikan kepentingan, dan menetapkan strategi 
keterlibatan yang sesuai. Responden mencatat bahwa tanpa pemetaan yang tepat, 
suara-suara penting—terutama dari koperasi lokal, perempuan, atau kelompok 
adat—sering kali terabaikan. Alat seperti influence-interest grids, peta kekuasaan, 
dan bagan partisipatif pemangku kepentingan disebut penting untuk merancang 
platform yang inklusif dan menghindari “blind spot” dalam keterlibatan. Temuan ini 
menekankan bahwa pemetaan bukan semata aktivitas teknis, melainkan bersifat 
politis, strategis, dan sangat penting dalam membangun kepercayaan dan 
transparansi dalam tata kelola pascatambang. Reed et al. (2009) menyatakan bahwa 
analisis pemangku kepentingan meningkatkan inklusivitas dan legitimasi keputusan 
dalam perencanaan lingkungan; Bryson (2004) menekankan bahwa pemetaan 
pemangku kepentingan membantu memperjelas peran dan mengurangi konflik 
dalam proyek publik yang kompleks; sementara Grimble dan Wellard (1997) 
menunjukkan bahwa alat partisipatif dapat mengungkap dinamika kekuasaan 
tersembunyi dan mendukung hasil perencanaan yang lebih adil. 

Memprioritaskan Suara Berdasarkan Relevansi Terstruktur. Juga ditemukan 
dalam 97 referensi, tipologi PLU (Power-Legitimacy-Urgency) sering disebut sebagai 
kerangka praktis untuk membedakan tingkat kepentingan strategis dari berbagai 
pemangku kepentingan. Responden menjelaskan bahwa pendekatan PLU 
membantu pengambil keputusan dalam mengalokasikan waktu, sumber daya, dan 
perhatian negosiasi kepada aktor yang paling relevan. Kerangka ini memungkinkan 
program merespons secara selektif tanpa terseret oleh tuntutan yang saling 
bertentangan. Penting dicatat bahwa PLU bukan alat untuk menyisihkan suara 
prioritas rendah, tetapi sebagai alat untuk membuat keputusan keterlibatan menjadi 
lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pascatambang, 
tipologi ini terbukti efektif dalam menyeimbangkan inklusi pemangku kepentingan 
dengan kelayakan implementasi, memastikan bahwa klaim sah dan kebutuhan 
mendesak tidak termarjinalkan. Mitchell, Agle, dan Wood (1997) memperkenalkan 
model PLU untuk mendefinisikan salience pemangku kepentingan dan prioritas 
manajerial; Schaltegger et al. (2013) menerapkan tipologi ini dalam konteks 
keberlanjutan untuk menyeimbangkan klaim tanpa mengorbankan akuntabilitas; 
Fassin (2009) memperluas model ini untuk menekankan bahwa pemangku 
kepentingan simbolik dan dormant tetap memiliki legitimasi normatif yang tidak boleh 
diabaikan. 

Menerjemahkan Sinyal Pemangku Kepentingan Menjadi Aksi Organisasi. 
Disebutkan dalam 96 remark, responsivitas institusional muncul sebagai dimensi 
kunci dari legitimasi pemangku kepentingan dan kredibilitas program. Responden 
menekankan bahwa keterlibatan tidak memiliki makna jika lembaga tidak merespons 
kekhawatiran, menyesuaikan strategi, atau menindaklanjuti masukan komunitas. 
Lembaga yang responsif digambarkan sebagai institusi yang mempertahankan 
mekanisme umpan balik, menindaklanjuti janji, dan menyesuaikan kebijakan 
berdasarkan masukan. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan bukan sekadar 
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“suara,” melainkan kapasitas untuk bertindak. Lembaga yang hanya mendengar 
tetapi tidak bertindak dianggap manipulatif atau sekadar pencitraan, sedangkan 
lembaga yang membangun sistem responsif memperoleh kepercayaan jangka 
panjang. Ebrahim (2003) menegaskan bahwa akuntabilitas organisasi pembangunan 
sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka merespons umpan balik; Boesso dan 
Kumar (2009) menemukan bahwa responsivitas meningkatkan loyalitas pemangku 
kepentingan dan kinerja perusahaan; O’Dwyer dan Unerman (2007) 
memperingatkan bahwa kepercayaan kelembagaan runtuh jika masukan pemangku 
kepentingan tidak ditindaklanjuti. 

Kontribusi Tematik terhadap Model Keterlibatan dan Tata Kelola. Temuan 
dalam tema Aplikasi Teori Pemangku Kepentingan menunjukkan bahwa 
keberlanjutan pascatambang tidak cukup hanya dengan melibatkan aktor, tetapi 
membutuhkan struktur yang strategis dan responsif dalam proses keterlibatan. Mulai 
dari alat pemetaan, tipologi salience, hingga perilaku institusional yang adaptif, sub-
tema ini memperlihatkan bahwa inklusi yang bermakna harus dirancang, 
diprioritaskan, dan diiringi dengan tindakan nyata. Pemangku kepentingan menuntut 
lebih dari sekadar visibilitas—mereka mengharapkan pengaruh, keadilan, dan 
komitmen. Data ini mendukung kuat gagasan bahwa inklusi pemangku kepentingan 
bukan sekadar prosedur normatif, tetapi teknik tata kelola yang penting untuk mitigasi 
konflik, pembentukan kepemilikan bersama, dan penguatan legitimasi program 
transformasi. 

Temuan ini memperkuat pilar konseptual dari Teori Pemangku Kepentingan, 
dengan menegaskan bahwa hasil keberlanjutan ditentukan tidak hanya oleh siapa 
yang dilibatkan, tetapi juga oleh bagaimana struktur keterlibatan itu dirancang dan 
dijalankan. Penerapan alat pemetaan dan tipologi PLU menunjukkan bahwa 
inklusivitas dapat disistematisasi tanpa mengorbankan responsivitas. Ini memperluas 
pandangan dasar Freeman (1984) dengan menunjukkan bagaimana relasi 
kekuasaan dan skema prioritisasi memengaruhi pembangunan legitimasi dalam 
lingkungan yang penuh taruhannya tinggi. Lebih jauh, responsivitas institusional 
mencerminkan evolusi Teori Pemangku Kepentingan ke arah model dialogis yang 
lebih dinamis—di mana suara pemangku kepentingan harus menghasilkan 
perubahan dalam perilaku kelembagaan. Dengan demikian, temuan ini 
menjembatani teori dan praktik, mengafirmasi bahwa tata kelola berbasis pemangku 
kepentingan adalah strategi perilaku, bukan hanya posisi normatif. 

Saat keterlibatan pemangku kepentingan menjadi semakin terstruktur dan 
responsif, perhatian juga perlu diarahkan pada kondisi kelembagaan yang mengatur 
interaksi tersebut. Program keberlanjutan yang efektif tidak hanya bergantung pada 
siapa yang dilibatkan, tetapi juga pada bagaimana sistem tata kelola itu sendiri 
selaras dengan ekspektasi lokal dan standar legitimasi yang lebih luas. Tema 
berikutnya—Penyelarasan Legitimasi dan Tata Kelola—akan menelaah kerangka 
kelembagaan, perilaku administratif, dan instrumen kebijakan yang memperkuat atau 
justru melemahkan kepercayaan publik. Tema ini akan mengeksplorasi bagaimana 
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kinerja tata kelola, keselarasan hukum, dan pengakuan kewargaan berinteraksi 
dalam membentuk legitimasi institusional selama masa transisi pascatambang. 
Pergeseran fokus ini memberikan kejelasan bahwa keberlanjutan bukan hanya 
dikoproduksi oleh pemangku kepentingan, tetapi juga ditata ulang melalui institusi 
yang memperoleh dan mempertahankan mandat kepemimpinan secara sah. 

2.4.7 Integritas Institusional sebagai Pilar Kepercayaan Publik 

Dengan 711 referensi yang dikodekan, tema Penyelarasan Legitimasi dan Tata 
Kelola menegaskan peran krusial perilaku institusional dalam membentuk persepsi 
masyarakat terhadap keadilan, otoritas, dan kredibilitas dalam pembangunan 
pascatambang. Dalam lanskap yang rapuh dan penuh sengketa—di mana warisan 
ketidakpercayaan dan ketimpangan penegakan hukum masih berlangsung—
legitimasi tidak dapat diasumsikan begitu saja, melainkan harus dibangun secara 
aktif melalui tata kelola yang berlandaskan integritas. Delapan sub-tema utama 
mencakup: Perlindungan anti-korupsi (133 referensi), Koherensi kebijakan antar 
lembaga (94), Proses perizinan yang transparan (92), Mekanisme konsultasi 
masyarakat (92), Kapasitas penegakan regulasi (91), Pembangunan kepercayaan 
kelembagaan (90), Peran pemerintah daerah (89), dan Kepatuhan terhadap AMDAL 
(30). Dimensi-dimensi ini mencerminkan tuntutan kolektif bahwa institusi tidak hanya 
berfungsi secara administratif, tetapi juga harus sah secara moral dan prosedural—
bertindak secara transparan, konsisten, dan selaras dengan nilai-nilai publik. 

Membangun Legitimasi melalui Infrastruktur Akuntabilitas. Dengan 133 
referensi, perlindungan anti-korupsi muncul sebagai sub-tema paling dominan dalam 
kategori ini, mencerminkan keresahan publik terhadap proses pengambilan 
keputusan yang tidak transparan, kolusi, dan praktik patronase dalam perizinan, 
alokasi lahan, serta distribusi dana CSR. Responden menekankan bahwa 
mekanisme anti-korupsi—seperti undang-undang keterbukaan informasi publik, audit 
independen pihak ketiga, dan perlindungan pelapor—bukan sekadar bentuk 
kepatuhan hukum, tetapi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. 
Mekanisme ini dipandang sebagai fondasi utama bagi setiap upaya institusional 
dalam memulihkan legitimasi di wilayah pascatambang. Komunitas yang 
menyaksikan prosedur akuntabilitas yang jelas cenderung lebih menerima 
pengawasan regulatif dan bersedia berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan. 
Sebaliknya, tidak adanya mekanisme pengawasan yang terlihat menimbulkan 
sinisme dan resistensi. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi tata kelola tidak 
hanya bergantung pada hasil, tetapi juga pada integritas sistem yang menghasilkan 
keputusan tersebut. Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2009) menyatakan bahwa 
pengendalian korupsi merupakan indikator paling kuat dalam memprediksi legitimasi 
institusional. Rose-Ackerman dan Palifka (2016) menegaskan bahwa upaya anti-
korupsi harus bersifat sistemik dan terlihat untuk membangun kembali kepercayaan. 
Transparency International (2022) menambahkan bahwa perlindungan lokal yang 
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kontekstual meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penangkapan regulasi 
dalam tata kelola sumber daya. 

Menyatukan Suara Institusi untuk Menghindari Fragmentasi. Disebut dalam 
94 remark, koherensi kebijakan antar lembaga digambarkan sebagai penguat 
struktural bagi legitimasi dan efisiensi tata kelola. Responden mengkritik mandat 
antar instansi yang terputus-putus atau tumpang tindih—antara kementerian, 
pemerintah daerah, dan badan regulasi—yang kerap menghasilkan kebijakan yang 
kontradiktif, keterlambatan implementasi, dan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, 
ketika koordinasi dilakukan—melalui gugus tugas lintas lembaga, sistem 
pemantauan terintegrasi, atau platform berbagi data—tata kelola dipersepsikan lebih 
kompeten, responsif, dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan. Temuan 
ini menegaskan bahwa fragmentasi tata kelola bukan sekadar masalah efisiensi, 
tetapi dapat mengikis legitimasi—terutama ketika komunitas menjadi korban 
kebingungan institusional. Sebaliknya, lingkungan kebijakan yang koheren 
memungkinkan prediktabilitas dan memperkuat keyakinan masyarakat akan 
kapasitas negara dalam mengelola transformasi kompleks. OECD (2019) menyoroti 
bahwa koherensi kebijakan merupakan elemen esensial dalam pencapaian 
pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kredibilitas institusional. Chandy, 
Hosono, Kharas, dan Linn (2013) menyatakan bahwa pendekatan whole-of-
government dapat mengurangi fragmentasi dan meningkatkan penyelarasan antara 
tujuan dan pelaksanaan. Peters (2015) menambahkan bahwa koordinasi antar 
lembaga secara langsung meningkatkan legitimasi sektor publik dan kepercayaan 
masyarakat. 

Menunjukkan Keputusan Institusional secara Terbuka dan Dapat 
Dipertanggungjawabkan. Juga ditemukan dalam 92 referensi, proses perizinan 
yang transparan secara konsisten dikaitkan dengan persepsi publik terhadap 
keadilan, terutama dalam konteks keputusan terkait penggunaan lahan, penilaian 
dampak lingkungan, dan perizinan reklamasi. Responden menekankan bahwa 
masyarakat harus diinformasikan, dikonsultasikan, dan diberi akses waktu nyata 
terhadap informasi perizinan—terutama ketika keputusan tersebut berdampak pada 
mata pencaharian atau keselamatan lingkungan. Proses transparan—seperti forum 
dengar pendapat, periode komentar publik, dan portal pengungkapan digital—
disebut sebagai alat untuk mendemokratisasi tindakan institusional dan 
memperlihatkan keadilan prosedural. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi 
diperkuat ketika keputusan institusi dapat ditelusuri dan dipertanyakan. Dalam 
konteks pascatambang, proses perizinan bukan sekadar teknis administratif, 
melainkan menjadi ujian simbolik dan substansial atas integritas tata kelola. Fox 
(2007) menyatakan bahwa mekanisme transparansi akan efektif hanya jika disertai 
akses informasi yang bermakna. McGee dan Gaventa (2011) menyebut bahwa 
visibilitas proses pengambilan keputusan merupakan komponen kunci dari 
akuntabilitas demokratis. Bank Dunia (2020) menegaskan bahwa proses perizinan 
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yang transparan mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor 
dan masyarakat dalam proyek berbasis lahan. 

Kontribusi Teoretis terhadap Tata Kelola Legitimasi dalam Pascatambang. 
Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi institusional dalam keberlanjutan 
pascatambang tidak ditentukan semata oleh formalitas hukum, tetapi oleh 
bagaimana tata kelola dipersepsi dan dialami langsung oleh masyarakat. Sub-tema 
utama seperti perlindungan anti-korupsi, koherensi kebijakan antar lembaga, dan 
proses perizinan yang transparan menegaskan bahwa keadilan prosedural, 
koordinasi antar institusi, dan visibilitas keputusan merupakan elemen tak tergantikan 
dalam membangun kepercayaan publik. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai sinyal 
nyata integritas dan kompetensi, yang menentukan apakah masyarakat percaya 
bahwa institusi pantas untuk memimpin. 

Temuan ini memperdalam landasan Teori Legitimasi dengan menyoroti dimensi 
prosedural dan perilaku kelembagaan tempat legitimasi dibentuk dan dipertarungkan 
secara nyata. Legitimasi dalam konteks ini bukanlah sekadar penerimaan sosial yang 
abstrak, tetapi melekat pada fungsi-fungsi tata kelola praktis—seperti penegakan 
anti-korupsi, koordinasi lintas lembaga, dan perizinan yang transparan. Hal ini 
selaras langsung dengan kerangka klasifikasi legitimasi dari Suchman (1995), yakni 
legitimasi pragmatis, moral, dan kognitif—yang menggambarkan bahwa masyarakat 
menilai institusi tidak hanya dari hasilnya, tetapi dari keadilan proses, responsivitas, 
dan kejelasan tujuannya. Temuan ini juga bersinggungan dengan Teori Pemangku 
Kepentingan, khususnya dalam cara konsultasi masyarakat dan kejelasan regulasi 
mendukung partisipasi berkelanjutan. Dengan demikian, penyelarasan tata kelola 
bertindak sebagai jembatan antara otoritas institusi dan legitimasi pemangku 
kepentingan—memastikan bahwa apa yang dilakukan terhadap masyarakat juga 
dilakukan bersama mereka, melalui sistem yang akuntabel dan terkoordinasi. 

Seiring dengan formalnya sistem tata kelola dan penguatan integritas 
kelembagaan, perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada penggerak informal 
keberlanjutan—khususnya faktor-faktor kultural, relasional, dan normatif yang 
membentuk perilaku komunitas sehari-hari. Institusi dapat menetapkan aturan, tetapi 
yang menentukan keberlangsungan aturan tersebut adalah kepercayaan sosial, 
norma lokal, dan relasi timbal balik. Tema berikutnya, Norma Sosial dan 
Kepercayaan, akan mengkaji bagaimana proses pembangunan kepercayaan, nilai 
bersama, dan mekanisme penegakan informal berkontribusi pada legitimasi dan 
adopsi program. Tema ini juga akan menelusuri bagaimana modal relasional—yang 
sering tertanam dalam kepemimpinan komunitas, hukum adat, dan ekspektasi 
antargenerasi—berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang menopang transformasi 
jangka panjang di lanskap pascatambang. 
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2.4.8 Norma Sosial dan Kepercayaan—Fondasi Kultural bagi Perilaku 
Berkelanjutan 

Dengan 694 referensi yang dikodekan, tema Norma Sosial dan Kepercayaan 
menyoroti pentingnya infrastruktur sosial yang bersifat tak tertulis—berupa nilai-nilai 
bersama, hubungan timbal balik, dan kepercayaan kolektif—dalam menopang 
keberlanjutan program pascatambang. Di luar instrumen formal seperti regulasi atau 
kebijakan CSR, keberhasilan transformasi jangka panjang sangat ditentukan oleh 
norma sosial yang mengatur cara komunitas berinteraksi, berpartisipasi, dan menilai 
legitimasi perubahan. Tema ini mencakup delapan sub-tema utama: Norma 
kepedulian lingkungan (115 referensi), Kepercayaan terhadap institusi eksternal (98), 
Pengetahuan antargenerasi (97), Norma resiprositas komunitas (91), Etos kerja dan 
nilai tradisional (89), Kepercayaan interpersonal antar pemangku kepentingan (82), 
Kohesi sosial lokal (74), dan Persepsi terhadap keadilan sosial (48). Secara 
keseluruhan, node-node ini menekankan bahwa keberlanjutan bukan hanya soal 
intervensi teknis atau skema pembiayaan, melainkan juga tentang bagaimana 
komunitas menanamkan makna terhadap perubahan, membentuk identitas kolektif, 
dan membangun rasa percaya satu sama lain maupun terhadap sistem eksternal. 

Memperkuat Batas Perilaku melalui Akuntabilitas Komunal. Dengan 98 
referensi, sanksi sosial muncul sebagai sub-tema yang paling banyak disebut, 
menunjukkan bagaimana mekanisme penegakan informal membentuk perilaku 
melalui rasa malu, reputasi, dan tekanan kolektif. Responden menjelaskan bahwa 
ketidakpatuhan terhadap aturan lingkungan, kesepakatan penggunaan lahan, atau 
kewajiban kelompok sering kali berujung pada pengucilan sosial, penarikan kerja 
sama, atau teguran publik. Sanksi ini tidak berfungsi sebagai hukuman legal, 
melainkan sebagai norma komunitas yang ditegakkan secara kultural, berakar pada 
harapan bersama dan ketergantungan timbal balik. Di wilayah dengan penegakan 
hukum formal yang lemah atau lamban, sanksi sosial bertindak sebagai pencegah 
yang cepat dan efektif. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme informal tersebut 
sangat ampuh ketika komunitas memiliki identitas yang kuat dan akuntabilitas yang 
berbasis tatap muka, memperkuat gagasan bahwa keberlanjutan dinegosiasikan 
secara sosial di tingkat akar rumput. Ellickson (1991) menjelaskan bahwa kontrol 
sosial informal seringkali lebih efektif dibandingkan hukum formal di komunitas yang 
erat; Ostrom (1990) menekankan bahwa sanksi sosial merupakan kunci pengelolaan 
sumber daya bersama secara berkelanjutan; dan Platteau (2000) menyoroti 
bagaimana penegakan sejawat membantu mempertahankan norma-norma 
kooperatif dalam konteks pembangunan pedesaan. 

Mewariskan Norma Melalui Pengalaman yang Tertanam. Sebanyak 95 
referensi menyoroti pengetahuan antargenerasi sebagai mekanisme penting untuk 
menjaga etika lahan, praktik pertanian, dan identitas komunitas dari waktu ke waktu. 
Responden menyebutkan ritual yang diwariskan, tabu adat, kalender musim, dan 
sejarah lisan yang membentuk cara pandang terhadap tanah dan bagaimana 
mengelolanya. Proses transfer pengetahuan ini terjadi melalui orang tua dan tetua, 
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bercerita, rutinitas bertani, dan perayaan bersama. Temuan ini memperkuat gagasan 
bahwa perilaku berkelanjutan bukan hanya hasil dari pendidikan atau kebijakan, 
melainkan juga dari memori budaya dan garis keturunan. Keberlanjutan yang 
diturunkan dari generasi ke generasi menciptakan kedalaman normatif, 
menambatkan praktik pada identitas dan tradisi. Dengan demikian, keberlanjutan 
tidak hanya diwariskan melalui pelatihan teknis, tetapi melalui pedagogi relasional 
dan sejarah hidup. Berkes, Colding, dan Folke (2000) menyatakan bahwa 
pengetahuan ekologi tradisional memainkan peran vital dalam manajemen 
kolaboratif yang adaptif; McMillen, Ticktin, dan Springer (2017) menunjukkan bahwa 
transfer pengetahuan antargenerasi memperkuat ketahanan dan pembelajaran 
agroekologis; dan Fernandez-Gimenez (2000) mendokumentasikan bagaimana 
masyarakat penggembala Mongolia mengandalkan kearifan leluhur untuk 
beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. 

Menjembatani Aksi Lokal dan Legitimasi Organisasi. Muncul dalam 93 
referensi, kepercayaan terhadap institusi eksternal menjadi faktor penentu apakah 
komunitas bersedia terlibat atau mengadopsi program pascatambang. Responden 
sering membedakan antara institusi yang konsisten menepati komitmen—sehingga 
mendapat kredibilitas—dan institusi yang kegagalan masa lalunya merusak 
kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui responsivitas, keadilan, dan kemitraan 
lokal—bukan hanya otoritas formal. Dalam banyak kasus, kepercayaan 
kelembagaan dimediasi oleh pemimpin lokal atau juru damai budaya yang menjadi 
jembatan antara aktor eksternal dan norma internal. Temuan ini menegaskan bahwa 
kepercayaan tidak otomatis diberikan karena status hukum; ia harus diperoleh 
melalui keterlibatan yang peka secara sosial, penuh rasa hormat, dan konsisten. 
Dalam pengertian ini, kepercayaan bertindak sebagai lisensi relasional untuk 
"beroperasi" di wilayah pascatambang. Levi dan Stoker (2000) menyatakan bahwa 
kepercayaan terhadap institusi dibangun melalui persepsi keadilan prosedural dan 
keandalan; Pretty dan Smith (2004) menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan 
elemen esensial dalam keterlibatan komunitas dan pengelolaan sumber daya 
berkelanjutan; Tyler (2006) menegaskan bahwa keadilan prosedural adalah 
determinan utama legitimasi dan kepatuhan sukarela terhadap otoritas. 

Kontribusi Tematik terhadap Keberlanjutan Sosial dan Budaya. Temuan-
temuan ini menegaskan bahwa perubahan berkelanjutan dalam lanskap 
pascatambang tidak hanya bersifat institusional atau ekonomi—melainkan juga 
kultural dan relasional. Sub-tema seperti sanksi sosial, pengetahuan antargenerasi, 
dan kepercayaan terhadap institusi eksternal menunjukkan bahwa struktur tata kelola 
informal, ingatan kolektif, dan legitimasi relasional membentuk apakah komunitas 
akan terlibat dan mempertahankan program keberlanjutan. Mekanisme sosial ini 
menjadi jangkar moral dan adaptif yang menopang kepatuhan dan partisipasi, 
berbasis pada kewajiban moral, ekspektasi bersama, dan identitas budaya. Dalam 
konteks di mana otoritas formal terbatas atau kurang dipercaya, norma dan 
kepercayaan menjadi infrastruktur tak terlihat yang menyatukan proses transformasi. 
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Temuan ini memperluas cakupan interpretatif dari Teori Legitimasi dan Teori 
Pemangku Kepentingan dengan menunjukkan bahwa legitimasi bukan hanya 
bersifat formal dan institusional, tetapi juga bersifat sosial dan normatif. Relevansi 
terhadap sanksi komunitas dan kepercayaan terhadap aktor eksternal mencerminkan 
pemahaman legitimasi yang berlapis, di mana legitimasi moral (Suchman, 1995) 
beririsan dengan otoritas yang mengakar secara budaya dan kekuatan simbolik. 
Sementara itu, transmisi nilai-nilai lahan secara antargenerasi mencerminkan logika 
pemangku kepentingan yang tidak bersifat statis, melainkan tumbuh dalam relasi 
antar waktu, pengetahuan, dan identitas. Temuan ini menunjukkan bahwa teori tata 
kelola dan legitimasi harus mampu memasukkan institusi budaya dan sistem nilai 
yang secara diam-diam namun kuat memediasi penerimaan program dan 
keberlanjutan jangka panjang. 

Meskipun norma sosial dan kepercayaan menyediakan fondasi moral dan 
relasional bagi transisi pascatambang, kelangsungan jangka panjang dari lanskap ini 
pada akhirnya bergantung pada regenerasi penghidupan yang berkelanjutan secara 
lingkungan dan memberdayakan secara lokal. Tema selanjutnya, Penghidupan 
Agroekologis (Agroecological Livelihoods), akan mengeksplorasi bagaimana 
komunitas membangun kembali ekonomi mereka melalui solusi berbasis alam, 
praktik pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi pendapatan yang berakar pada 
ketahanan ekologi. Temuan tersebut akan menunjukkan bahwa agroekologi bukan 
hanya jalur ekonomi, tetapi model sosial-lingkungan yang menyatukan etika lahan, 
kapasitas lokal, dan keamanan penghidupan dalam satu kerangka pembangunan 
regeneratif. 

2.4.9 Membangun Kembali Ekonomi melalui Solusi Berbasis Alam 

Dengan 679 referensi yang dikodekan, tema Penghidupan Agroekologis 
menekankan bahwa keberlanjutan pascatambang tidak dapat dipisahkan dari 
kemampuan komunitas lokal untuk membangun kembali mata pencaharian yang 
bersifat regeneratif secara ekologis dan layak secara ekonomi. Temuan ini menandai 
pergeseran dari ketergantungan terhadap ekstraksi menuju produktivitas berbasis 
ekosistem, dengan menempatkan agroekologi sebagai strategi untuk pemulihan 
lingkungan sekaligus ketahanan sosial. Delapan sub-tema yang dikodekan meliputi: 
Sistem tumpangsari (94 referensi), Praktik agroforestri (93), Model rehabilitasi 
berbasis kakao (92), Program sertifikasi organik (88), Sekolah lapang petani (87), 
Restorasi kesuburan tanah (78), Pertanian tahan iklim (74), dan Dukungan akses 
pasar (73). Secara keseluruhan, praktik-praktik ini membentuk model penghidupan 
holistik yang menghubungkan pengelolaan lahan dengan ketahanan pangan, 
peningkatan pendapatan, dan kesehatan ekosistem jangka panjang. 

Mendiversifikasi Risiko dan Memulihkan Produktivitas Tanah. Dengan 94 
referensi, sistem tumpangsari menjadi praktik agroekologi yang paling sering disebut, 
karena kemampuannya meningkatkan kesuburan tanah, menekan serangan hama, 
dan menstabilkan hasil panen. Responden menekankan bahwa tumpangsari tidak 
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hanya mengurangi ketergantungan pada input eksternal, tetapi juga meniru 
ekosistem alami, sehingga meningkatkan efisiensi dan ketahanan lahan. Praktik ini 
dinilai sangat penting untuk lahan bekas tambang yang terdegradasi, di mana sistem 
monokultur terbukti tidak berkelanjutan. Selain itu, tumpangsari juga terkait dengan 
pengetahuan lokal dan eksperimen komunitas, memungkinkan petani menyesuaikan 
teknik berdasarkan mikroiklim dan riwayat tanah tertentu. Temuan ini menunjukkan 
bahwa tumpangsari merupakan inovasi teknis sekaligus kultural yang memperkuat 
sistem pangan dari akar rumput. Altieri (1999) menyatakan bahwa tumpangsari 
meniru ekosistem alami dan meningkatkan ketahanan melalui keragaman tanaman; 
Snapp et al. (2002) menunjukkan bahwa tumpangsari memperbaiki kesuburan tanah 
dan pengendalian hama, khususnya di lahan marginal; dan Vandermeer (1989) 
menjelaskan bahwa keragaman spasial dalam sistem tanam meningkatkan stabilitas 
ekologi dan mengurangi risiko. 

Mengintegrasikan Pemulihan Lahan dan Penghidupan. Sebanyak 93 
referensi menyoroti praktik agroforestri sebagai pilar utama dalam restorasi lahan 
berkelanjutan dan pemulihan penghidupan. Responden menggarisbawahi peran 
pohon dalam menstabilkan tanah, mengatur iklim mikro, serta mendiversifikasi 
sumber pendapatan melalui hasil buah, kayu, dan produk hutan non-kayu. Di wilayah 
pascatambang, agroforestri sangat diapresiasi karena peran gandanya dalam 
rehabilitasi lanskap dan pengembalian nilai ekonomi jangka panjang. Sistem ini 
sering didukung oleh inisiatif lokal atau program CSR, dan ketika dikombinasikan 
dengan partisipasi komunitas, praktik ini dinilai transformatif secara nyata. 
Agroforestri dengan demikian muncul tidak hanya sebagai model teknis, tetapi juga 
sebagai platform sosial-lingkungan untuk membangun kepercayaan petani, 
memulihkan fungsi ekosistem, dan menanamkan ketahanan dalam praktik pertanian 
harian. Nair (1993) menyebut agroforestri sebagai strategi penggunaan lahan 
multifungsi yang memperkuat penghidupan dan layanan ekosistem; Garrity (2004) 
menemukan bahwa agroforestri di lanskap terdegradasi secara signifikan 
meningkatkan keanekaragaman hayati dan pendapatan petani; dan Leakey (2014) 
menyatakan bahwa sistem agroforestri menjembatani restorasi ekologi dan 
pembangunan sosial-ekonomi dalam sistem pertanian kecil di wilayah tropis. 

Menghubungkan Komoditas Bernilai Tinggi dengan Pemulihan Lahan. Juga 
muncul dalam 92 referensi, model rehabilitasi berbasis kakao mendapat perhatian 
sebagai intervensi strategis yang menggabungkan restorasi ekologis dengan potensi 
pasar bernilai tinggi. Responden menyoroti kesesuaian kakao dengan tanah 
pascatambang, terutama bila dikombinasikan dengan pohon penaung dan praktik 
pengomposan. Model ini sering didukung oleh pendanaan CSR, kemitraan riset, dan 
pelatihan petani—menawarkan jalur terstruktur untuk kembali mengakses pasar 
sambil memulihkan struktur tanah dan keanekaragaman hayati. Rehabilitasi kakao 
dihargai karena menyediakan pendapatan yang stabil, menarik minat generasi muda, 
dan memberi peluang bagi eks-penambang atau petani terdampak untuk berperan 
dalam pengelolaan lahan jangka panjang. Model ini bukan hanya solusi pertanian, 
tetapi strategi transisi sosial-ekonomi yang berakar pada pemulihan ekologis. 
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Gockowski dan Sonwa (2011) menunjukkan bahwa kakao agroforestri dapat 
memulihkan lahan terdegradasi dan meningkatkan simpanan karbon; Rice dan 
Greenberg (2000) mencatat bahwa sistem kakao berbasis penaung meningkatkan 
keanekaragaman hayati dan mendukung penghidupan pedesaan; Tscharntke et al. 
(2011) menekankan bahwa sistem kakao berkontribusi terhadap lanskap multifungsi 
yang mendukung konservasi dan kesejahteraan ekonomi. 

Kontribusi Tematik terhadap Model Keberlanjutan Pascatambang. Temuan 
dalam Penghidupan Agroekologis menunjukkan bahwa restorasi ekologi dan 
regenerasi penghidupan bukanlah dua tujuan terpisah, tetapi jalur yang saling 
memperkuat dalam upaya keberlanjutan pascatambang. Sub-tema seperti sistem 
tumpangsari, agroforestri, dan rehabilitasi kakao menunjukkan bahwa kepedulian 
terhadap lingkungan, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan budaya dapat 
diintegrasikan dalam satu kerangka agroekologi. Praktik-praktik ini secara konsisten 
dihargai bukan hanya karena dampaknya terhadap ekosistem, tetapi karena mampu 
memulihkan martabat komunitas, meningkatkan partisipasi generasi muda, dan 
melestarikan transfer pengetahuan lokal. Dalam konteks ini, agroekologi muncul 
bukan sekadar strategi bertani, melainkan sebagai model penghidupan transformatif 
yang mendefinisikan ulang hubungan antara manusia, tanah, dan keberlanjutan. 

Temuan ini memperluas cakupan Teori Pemangku Kepentingan dan Teori 
Legitimasi dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan menjadi sah bukan hanya 
melalui desain institusional, tetapi melalui praktik yang dijalani—di mana komunitas 
melihat hasil, mendapatkan penghasilan, dan merebut kembali lahan terdegradasi 
melalui model agroekologis yang partisipatif. Peralihan menuju sistem pertanian yang 
beragam, berbasis ekologi, dan tertanam dalam budaya lokal mencerminkan apa 
yang disebut oleh Suchman (1995) sebagai legitimasi kognitif—di mana ide-ide 
selaras dengan pandangan dunia yang dibagikan bersama dan diterima karena 
konsistensi dan keakrabannya. Sementara itu, keberhasilan rehabilitasi kakao dan 
agroforestri mengafirmasi logika pembangunan berbasis pemangku kepentingan, di 
mana intervensi hanya akan berkelanjutan bila dihargai, dipercaya, dan dibentuk 
terus-menerus oleh masyarakat yang dilayaninya. Temuan ini memvalidasi 
agroekologi tidak hanya sebagai strategi lahan, tetapi sebagai kerangka kerja etis 
dan relasional dalam transformasi pascatambang. 

Meskipun penghidupan agroekologis menyediakan fondasi material dan ekologis 
bagi keberlanjutan, keberhasilan intervensi ini pada akhirnya bergantung pada 
bagaimana komunitas berpikir, merasakan, dan memilih untuk terlibat dengan prinsip 
keberlanjutan itu sendiri. Tema terakhir—Sikap terhadap Keberlanjutan—akan 
mengkaji dimensi perilaku dan kognitif yang memengaruhi partisipasi jangka panjang 
dan keberhasilan adopsi program. Tema ini akan menjelaskan bagaimana sistem 
kepercayaan, persepsi risiko, niat perilaku, dan pengalaman sebelumnya 
membentuk apakah individu benar-benar menginternalisasi keberlanjutan sebagai 
prioritas pribadi maupun kolektif. Temuan terakhir ini akan menutup siklus analisis 
dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang sistem dan struktur, 
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tetapi juga tentang kesiapan batin dan intensi manusia dalam menyambut transisi 
jangka panjang dari ketergantungan ekstraktif menuju masa depan regeneratif. 

2.4.10 Sikap terhadap Keberlanjutan—Kesiapan Perilaku untuk Transformasi 
Jangka Panjang 

Dengan 671 referensi yang dikodekan, tema Sikap terhadap Keberlanjutan 
menangkap disposisi psikologis, emosional, dan kognitif yang memengaruhi 
bagaimana komunitas terlibat dan menginternalisasi program keberlanjutan. Temuan 
ini menunjukkan bahwa pengetahuan teknis dan dukungan institusional harus 
disertai dengan keyakinan, harapan, serta persepsi relevansi agar perubahan 
perilaku dapat mengakar. Delapan sub-tema yang dianalisis meliputi: Nilai restorasi 
yang dipersepsikan (90 referensi), Koneksi emosional dengan lahan (90), Optimisme 
terhadap kehidupan pascatambang (84), Persepsi terhadap keamanan ekonomi 
(84), Keterlibatan generasi muda dalam keberlanjutan (80), Kesediaan menjaga 
kelestarian lahan (77), Kepercayaan terhadap pertanian berkelanjutan (59), dan Visi 
jangka panjang atas penghidupan (27). Temuan ini secara kolektif menekankan 
bahwa sikap bukanlah keyakinan abstrak—melainkan prediktor aktif atas partisipasi, 
dan sering kali menjadi faktor penentu dalam menerima atau menolak praktik 
keberlanjutan. 

Mengenali Manfaat Praktis dan Simbolik dari Lahan yang Dipulihkan. 
Dengan 90 referensi, persepsi terhadap nilai restorasi muncul sebagai pendorong 
sikap yang dominan. Responden menekankan bahwa rehabilitasi lahan bukan 
sekadar penutup vegetasi atau perbaikan tanah—tetapi mewakili martabat yang 
dipulihkan, potensi penghidupan, dan makna kultural yang diperbarui. Persepsi ini 
meningkatkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam upaya agroekologi dan 
menumbuhkan harapan jangka panjang untuk kesejahteraan antargenerasi. 
Restorasi dianggap bernilai ketika hasilnya nyata—saat lahan yang tandus kembali 
hijau, berguna, dan dapat diakses. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi 
menjadi nyata ketika masyarakat dapat melihat dan merasakan manfaat perubahan, 
baik secara ekonomi maupun emosional. Raymond et al. (2009) menemukan bahwa 
persepsi terhadap nilai lingkungan memengaruhi perilaku kepengurusan; Chan et al. 
(2016) menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai simbolik dan kultural dari 
ekosistem; Pretty dan Smith (2004) menunjukkan bahwa peningkatan lanskap yang 
terlihat menjadi motivator kuat untuk partisipasi lokal. 

Menambatkan Keberlanjutan dalam Identitas Berbasis Tempat. Juga 
ditemukan dalam 90 referensi, koneksi emosional terhadap lahan diidentifikasi 
sebagai pendorong penting namun sering terabaikan dalam pengelolaan lingkungan. 
Responden menggambarkan lahan bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi 
sebagai rumah, warisan leluhur, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas. 
Keterikatan ini memperkuat kemauan untuk melestarikan, memulihkan, dan menjaga 
lahan, bahkan ketika pengembalian ekonomi belum jelas. Ikatan emosional ini 
khususnya kuat di kalangan tetua adat atau pemilik lahan secara turun-temurun, 
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yang memandang keberlanjutan bukan sebagai inovasi, tetapi sebagai kembalinya 
hubungan yang sah dengan tanah. Temuan ini menunjukkan bahwa emosi dan 
ingatan kolektif merupakan pendorong kuat dalam membentuk perilaku pro-
lingkungan dan komitmen lintas generasi. Manzo (2005) menegaskan bahwa 
keterikatan emosional terhadap tempat berpengaruh kuat terhadap komitmen 
ekologis; Davenport dan Anderson (2005) menemukan bahwa identitas tempat 
membentuk etika pengelolaan lahan; Stedman (2002) menjelaskan bahwa makna 
terhadap tempat memengaruhi cara individu merespons perubahan lingkungan. 

Menggerakkan Harapan sebagai Katalis Perilaku. Disebutkan dalam 84 
referensi, optimisme terhadap masa depan pascatambang dinilai berpengaruh 
signifikan terhadap keterlibatan dalam program keberlanjutan. Ketika responden 
merasa perubahan mungkin terjadi dan masa depan pascatambang terlihat layak, 
mereka lebih bersedia mengikuti pelatihan, mengadopsi praktik baru, atau 
mendukung transisi berbasis lahan. Optimisme ini sering dipicu oleh keberhasilan 
komunitas lain, pengaruh sejawat, dan pencapaian kolektif. Ia berfungsi bukan hanya 
sebagai suasana hati, tetapi sebagai kekuatan kognitif dan motivasional—yang 
mendorong keberanian bertindak, kemauan mengambil risiko, dan ketekunan dalam 
menghadapi tantangan. Dalam konteks ini, transisi berkelanjutan bergantung tidak 
hanya pada alat dan sumber daya, tetapi juga pada narasi harapan. Snyder (2002) 
mendefinisikan harapan sebagai pendorong utama perilaku terarah; Tschakert dan 
Tutu (2010) menemukan bahwa optimisme komunitas terhadap pemulihan lahan 
meningkatkan ketahanan iklim; Fredrickson (2001) menekankan bahwa emosi positif 
seperti harapan membangun kapasitas psikologis yang penting untuk aksi 
berkelanjutan. 

Kontribusi Teoretis terhadap Transformasi Perilaku dalam Keberlanjutan 
Pascatambang. Temuan dalam tema Sikap terhadap Keberlanjutan menegaskan 
bahwa keberhasilan transformasi pascatambang tidak cukup hanya dengan 
penyediaan alat, lahan, atau program—tetapi menuntut perubahan kognitif dan 
emosional yang mendalam dalam komunitas. Sub-tema seperti nilai restorasi yang 
dipersepsikan, koneksi emosional terhadap lahan, dan optimisme terhadap masa 
depan menunjukkan bahwa adopsi praktik berkelanjutan didorong oleh makna yang 
dibangun bersama, keterikatan budaya, dan keyakinan bahwa perubahan itu 
mungkin dan layak diperjuangkan. Sikap-sikap ini bukan hanya pemicu perilaku, 
tetapi merupakan aset keberlanjutan itu sendiri—yang memelihara komitmen, 
mengurangi resistensi, dan memperkuat perilaku adaptif lintas generasi. 

Temuan ini juga melengkapi busur perilaku dalam studi ini, dengan 
menambatkan Theory of Planned Behavior (TPB) bersama Teori Pemangku 
Kepentingan dan Teori Legitimasi. Sikap yang teridentifikasi—seperti harapan, 
keterikatan, dan persepsi nilai—berada di jantung konstruksi TPB: sikap terhadap 
perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dimensi 
emosional dan kognitif ini memperkaya kerangka konseptual Anda dengan 
menegaskan bahwa legitimasi struktural dan keterpaduan aktor tidak akan cukup, 
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kecuali didukung oleh kesiapan sikap individu untuk bertindak, beradaptasi, dan 
memimpin perubahan dalam konteks mereka sendiri. 

Meskipun tema Sikap terhadap Keberlanjutan muncul sebagai yang paling 
sedikit direferensikan secara kuantitatif, bobot interpretatifnya dalam kerangka 
kualitatif ini justru sangat signifikan. Paradoks ini mencerminkan fenomena umum 
dalam riset kualitatif, di mana tema yang jarang disebutkan bisa saja memiliki 
sentralitas konseptual yang tinggi (Braun & Clarke, 2006). Dalam studi ini, 
keberlanjutan bukan hanya tujuan akhir, tetapi etos mendasar yang membentuk 
seluruh dimensi institusional, perilaku, dan ekologis dalam transformasi 
pascatambang. Frekuensi rendah atas remark eksplisit tentang sikap kemungkinan 
mencerminkan bahwa keyakinan ini sering terbenam dalam praktik dan relasi, bukan 
dalam deklarasi eksplisit. Sebagai benang tematik penutup, temuan ini berfungsi 
sebagai kulminasi perilaku—menghubungkan legitimasi, tata kelola, penghidupan, 
dan kepercayaan kembali ke kesiapan internal dan sistem keyakinan individu. 

2.4.11. Simpulan Tematik Terintegrasi 

Dari keseluruhan sepuluh temuan tematik, muncul pesan yang konsisten: 
keberlanjutan pascatambang di Indonesia bukan proses yang linear atau satu 
dimensi. Ia merupakan proses multi-level, berakar pada perilaku, dan dimediasi 
secara institusional, yang berkembang melalui lapisan kepercayaan, pemberdayaan, 
tata kelola, pemulihan penghidupan, dan kontinuitas budaya. Legitimasi institusional 
(Temuan 4.3, 4.7), tata kelola partisipatif (Temuan 4.2, 4.6), dan regenerasi 
agroekologis (Temuan 4.4, 4.9) membentuk tulang punggung struktural, sementara 
norma sosial, agensi komunitas, dan sikap (Temuan 4.1, 4.5, 4.8, 4.10) menyediakan 
energi emosional dan relasional yang menopang sistem. Secara keseluruhan, 
temuan ini mendukung model keberlanjutan pascatambang yang direformulasi—
yang dipimpin oleh komunitas, diinformasikan oleh teori, dan terikat pada praktik. 

Sepuluh temuan ini secara kolektif membuktikan argumen utama studi ini: 
"Membingkai Ulang Sustainability dalam Lanskap Pascatambang: Sebuah Kerangka 
Dasar bagi Integrasi Institusional dan Perilaku di Indonesia." Masing-masing tema 
berkontribusi dalam mendefinisikan ulang keberlanjutan bukan sebagai titik akhir 
teknis, melainkan sebagai interaksi dinamis antara sistem kelembagaan dan agensi 
manusia. Tema struktural seperti Aplikasi Teori Legitimasi, Pembiayaan Bersama 
CSR, Penyelarasan Tata Kelola, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
menegaskan pentingnya institusi yang transparan, kebijakan yang terkoordinasi, dan 
perencanaan yang inklusif. Di sisi lain, tema perilaku—meliputi Motivasi dan 
Pemberdayaan, Norma dan Kepercayaan Sosial, Kompensasi Lahan dan 
Perencanaan, serta Sikap terhadap Keberlanjutan—menunjukkan bahwa perubahan 
jangka panjang hanya terjadi jika komunitas merasa ada nilai, memiliki, dan percaya 
pada masa depan lanskap yang dipulihkan. Model penghidupan agroekologis lebih 
jauh memperkuat pembingkaian ulang ini dengan menghubungkan pemulihan 
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lingkungan dengan alternatif ekonomi yang layak dan relevan secara budaya. Secara 
keseluruhan, temuan ini mengafirmasi proposisi inti studi: bahwa keberlanjutan 
pascatambang di Indonesia harus dibingkai ulang melalui kerangka dasar yang 
mengintegrasikan komitmen perilaku dan kredibilitas institusional, berakar pada tata 
kelola lokal, norma budaya, dan penghidupan yang regeneratif. 

2.4.12. Kerangka Dasar untuk Integrasi Institusional dan Perilaku 

Studi ini menghadirkan sebuah kerangka dasar yang membingkai ulang konsep 
keberlanjutan pascatambang di Indonesia sebagai proses ganda: yakni penataan 
institusional dan transformasi perilaku. Kerangka ini dibangun berdasarkan sintesis 
atas 1.339 remark kualitatif serta analisis tematik terhadap 80 child node yang telah 
disempurnakan dan dikelompokkan ke dalam 10 kategori inti. Kesepuluh kategori 
ini—yang awalnya dikembangkan sebagai parent node dalam NVivo—berfungsi 
sebagai pilar konseptual dari kerangka tersebut dan disusun ke dalam dua domain 
yang saling terkait: Integrasi Institusional dan Integrasi Perilaku. 

Jalur Integrasi Institusional dan Perilaku Jalur Integrasi Institusional 
menekankan pada mekanisme formal dalam tata kelola, pembiayaan, regulasi lahan, 
dan koordinasi pembangunan. Jalur ini terdiri atas lima klaster tematik berikut: 

 Kompensasi Lahan dan Perencanaan, yang membangun kerangka partisipatif, 
adil, dan transparan untuk proses relokasi, jaminan tenurial, dan strategi 
penggunaan lahan jangka panjang; 

 Penyelarasan Legitimasi dan Tata Kelola, yang menekankan akuntabilitas 
institusional melalui pengamanan anti-korupsi, koherensi regulasi, dan proses 
perizinan yang transparan; 

 Mekanisme Pembiayaan Bersama CSR, yang menyoroti peran strategis 
tanggung jawab sosial perusahaan sebagai penggerak investasi pembangunan 
jangka panjang berbasis multi-aktor; 

 Penghidupan Agroekologis, yang menghubungkan restorasi ekologis dengan 
peningkatan pendapatan melalui sistem pertanian yang beragam dan 
berkelanjutan; 

 Aplikasi Teori Pemangku Kepentingan, yang mengoperasionalkan inklusi 
pemangku kepentingan melalui pemetaan yang terstruktur, prioritisasi 
berdasarkan saliens, dan responsivitas institusi. 

Kelima tema institusional ini merepresentasikan lingkungan yang memungkinkan 
bagi pembangunan kembali kepercayaan, legitimasi, dan kapasitas operasional di 
lanskap pascatambang. Tema-tema ini memastikan bahwa transisi keberlanjutan 
tidak hanya digerakkan oleh kebijakan, tetapi juga dikoordinasikan secara sistemik 
dan adaptif terhadap kondisi lokal. 
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Jalur Integrasi Perilaku Melengkapi jalur tersebut, Jalur Integrasi Perilaku 
menangkap dimensi keberlanjutan yang berpusat pada komunitas dan digerakkan 
oleh nilai-nilai. Jalur ini mencakup: 

 Motivasi dan Pemberdayaan, yang merefleksikan agensi individu, pelatihan, 
penghargaan, dan tujuan yang diinternalisasi; 

 Norma dan Kepercayaan Sosial, yang menekankan penegakan informal, 
tradisi budaya, dan akuntabilitas berbasis hubungan sosial; 

 Keterlibatan Pemangku Kepentingan, yang mendorong dialog bermakna, 
representasi setara, dan mekanisme penyelesaian keluhan; 

 Sikap terhadap Keberlanjutan, yang menyoroti persepsi, optimisme, dan 
kesiapan psikologis untuk mengadopsi serta mempertahankan tindakan 
keberlanjutan; 

 Aplikasi Teori Legitimasi, yang menekankan persepsi terhadap keadilan, 
otoritas moral, dan legitimasi prosedural institusi. 

Secara keseluruhan, tema-tema perilaku ini menjawab kesiapan internal dan 
komitmen kognitif individu maupun komunitas untuk ikut serta dalam proses ko-
produksi keberlanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi pascatambang 
tidak hanya bergantung pada infrastruktur atau kebijakan, tetapi juga pada sistem 
keyakinan, identitas kolektif, dan koneksi emosional yang membentuk perilaku nyata 
di tingkat tapak. 

Dengan mengintegrasikan kedua domain ini, kerangka kerja menunjukkan 
bahwa reformasi institusional dan perubahan perilaku harus berjalan seiring. 
Keberlanjutan tidak dibingkai sebagai hasil akhir dari program top-down, tetapi 
sebagai proses yang tumbuh dari kredibilitas institusional dan penyelarasan 
kepentingan pemangku kepentingan—berakar pada norma komunitas, pengalaman 
yang dijalani, dan tata kelola yang adaptif. Kerangka ini memosisikan transformasi 
pascatambang sebagai sistem dinamis yang saling memperkuat antara struktur dan 
agensi, di mana legitimasi dan motivasi dinegosiasikan dan dipelihara secara terus-
menerus. 

Pendekatan dua jalur ini mengafirmasi tesis utama studi: bahwa keberlanjutan 
pascatambang di Indonesia harus dibingkai ulang melalui model dasar yang 
mengintegrasikan kepercayaan institusional, pemberdayaan sosial, dan regenerasi 
ekologis—masing-masing bertindak sebagai kekuatan yang saling berkembang 
dalam ketahanan komunitas jangka panjang. 

Diagram kerangka final (Gambar 2.2) menyintesis secara visual proposisi sentral 
studi ini: bahwa keberlanjutan dalam lanskap pascatambang harus dicapai melalui 
fungsi terintegrasi dari domain institusional dan perilaku. Di sisi kiri, lima elemen 
institusional—perencanaan lahan, penyelarasan tata kelola, pembiayaan CSR, 
penghidupan agroekologis, dan prioritisasi pemangku kepentingan—secara kolektif 
mewakili mekanisme struktural yang dibutuhkan untuk memastikan legitimasi, 
koordinasi, dan keberlanjutan jangka panjang. Di sisi kanan, lima elemen perilaku—
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motivasi, norma, keterlibatan, sikap, dan legitimasi yang dipersepsikan—
mencerminkan dimensi psikologis, sosial, dan kultural yang mendorong adopsi dan 
partisipasi komunitas secara berkelanjutan. 

 
Gambar 2.2 Kerangka Fundasi Integrasi Institusional dan Perilaku 

Kedua jalur tersebut bertemu pada tujuan utama keberlanjutan, yang 
digambarkan dalam lingkaran inti. Penambahan simpul bawah bertajuk Penguatan 
Keberlanjutan (Sustainability Reinforcement) mencerminkan kesimpulan studi bahwa 
keberlanjutan bukanlah titik akhir yang statis, melainkan proses dinamis dan dapat 
diperbaharui—yang secara terus-menerus diperkuat melalui tata kelola adaptif dan 
kesiapan komunitas. Keseluruhan sistem ini dilingkupi oleh bingkai bertajuk 
“Reframing Sustainability in Post-Mining Landscapes”, yang ditempatkan dalam 
sebuah persegi panjang sebagai simbol dari sifat integratif dan mendasar dari 
kerangka ini dalam paradigma pembangunan pasca-ekstraktif Indonesia yang 
sedang berkembang. 

2.5. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan  

Berdasarkan temuan empiris dari pengodean tematik dan integrasi teoretis, 
bagian ini menyajikan kerangka keberlanjutan yang diusulkan, disertai rekomendasi 
kebijakan, refleksi teoretis, serta arahan riset masa depan. Kerangka ini 
mengonsolidasikan dua jalur integrasi—institusional dan perilaku—ke dalam satu 
model terpadu yang dapat memandu transformasi pascatambang di Indonesia. 
Model ini tidak hanya menawarkan pembingkaian ulang secara konseptual, tetapi 
juga menyediakan instrumen praktis untuk penyelarasan tata kelola, pemberdayaan 
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komunitas, dan perumusan kebijakan. Sintesis ini menegaskan kontribusi penelitian 
terhadap literatur akademik maupun praktik keberlanjutan yang aplikatif. 

Usulan Kerangka Dasar Membingkai Ulang Sustainability Pascatambang. 
Penelitian ini mengusulkan sebuah kerangka dasar untuk Membingkai Ulang 
Sustainability dalam lanskap pascatambang Indonesia melalui integrasi dua jalur 
yang saling memperkuat: mekanisme kelembagaan dan kesiapan perilaku. 
Berdasarkan meta-sintesis kualitatif terhadap 1.339 remark dari literatur akademik 
dan institusional, temuan diorganisasikan ke dalam sepuluh tema utama dan disusun 
dalam satu model integratif akhir. Hasil dari kerangka ini menunjukkan bahwa 
keberlanjutan jangka panjang tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi 
institusional, maupun melalui perubahan perilaku secara terpisah. Keberlanjutan 
justru muncul pada titik temu antara legitimasi kelembagaan, keterpaduan pemangku 
kepentingan, tata kelola partisipatif, dan pemberdayaan komunitas. 

Jalur institusional—yang mencakup kompensasi lahan, koherensi regulasi, 
pembiayaan CSR, rancangan mata pencaharian agroekologis, dan pemetaan 
pemangku kepentingan—menawarkan stabilitas struktural dan kontinuitas finansial. 
Sementara itu, dimensi perilaku—yang tercermin dalam motivasi, norma, sikap, 
persepsi legitimasi, dan keterlibatan—mendorong adopsi sukarela, legitimasi 
program, dan ketahanan antargenerasi. Kerangka ini tidak hanya mengorganisasi 
elemen-elemen tersebut, tetapi juga memosisikan keberlanjutan sebagai sistem yang 
saling memperkuat, di mana kebijakan dan perilaku saling memengaruhi secara 
dinamis. Pembingkaian ulang ini menjadi penting dalam konteks Indonesia yang 
diwarnai warisan ekstraktif, konflik lahan, dan fragmentasi tata kelola. 

Rekomendasi Kebijakan. Berdasarkan temuan integratif dan kerangka 
konseptual yang dikembangkan dalam studi ini, berikut adalah sejumlah 
rekomendasi kebijakan untuk mendorong agenda keberlanjutan di wilayah 
pascatambang: 

1. Lembagakan Perencanaan CSR Lintas Sektor. Pemerintah perlu 
mengoordinasikan perencanaan CSR bersama sektor swasta dan masyarakat 
sipil ke dalam skema pembiayaan bersama jangka panjang yang mendukung 
program komunitas. Standar pelaporan sebaiknya diselaraskan dengan 
kerangka global seperti GRI dan ESG, namun dikontekstualisasikan secara lokal. 

2. Prioritaskan Perencanaan Lahan Berbasis Komunitas. Proses kompensasi 
lahan dan perencanaan ruang harus bersifat partisipatif, mengakui sistem adat, 
dan selaras secara hukum antar tingkatan administratif. Pemetaan lahan 
partisipatif dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu diformalkan dalam 
kebijakan pemulihan pascatambang. 

3. Perluas Model Agroekologi Berbasis Petani. Agroforestri dan sistem 
tumpangsari perlu diinstitusikan sebagai pendekatan standar rehabilitasi, 
didukung oleh sekolah lapang petani, model berbasis kakao, dan program 
sertifikasi organik. Dukungan pemerintah harus mencakup subsidi input, akses 
pasar, dan pelatihan metode pertanian tahan iklim. 

4. Tanamkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan sebagai Standar Tata 
Kelola. Semua program keberlanjutan pascatambang harus mencakup analisis 
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saliens pemangku kepentingan, alat pemetaan, serta mekanisme prioritas 
berbasis urgensi dan legitimasi. Responsivitas institusional perlu diformalkan 
dalam protokol pengambilan keputusan, bukan sekadar konsultatif. 

5. Akui Norma Budaya dan Sikap sebagai Aset Pembangunan. Kebijakan perlu 
melampaui insentif ekonomi dengan mengakui bahwa sikap, nilai, dan 
keterikatan emosional terhadap lahan merupakan penggerak perubahan 
perilaku. Kepemimpinan lokal, partisipasi pemuda, dan optimisme komunitas 
harus dijadikan indikator kesiapan dalam perencanaan ruang dan mata 
pencaharian. 

6. Gunakan Kerangka untuk Pemantauan dan Pembelajaran Adaptif. Kerangka 
integratif ini dapat diadopsi sebagai alat evaluasi keberlanjutan di wilayah 
pascatambang. Evaluasi harus mengukur tidak hanya keluaran dan hasil, tetapi 
juga keseimbangan antara integritas institusional dan kapasitas perilaku. 

Kontribusi Teoretis dan Praktis Studi ini memberikan kontribusi teoretis melalui 
operasionalisasi kerangka integratif yang memperluas aplikasi Teori Legitimasi dan 
Teori Pemangku Kepentingan dalam konteks keberlanjutan pascatambang. Teori 
Legitimasi diperluas dengan menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya berasal dari 
kepatuhan hukum, tetapi dari persepsi keadilan, transparansi, dan responsivitas 
komunitas. Teori Pemangku Kepentingan diperkuat dengan membingkai keterlibatan 
sebagai proses prioritisasi, dialog struktural, dan perencanaan berbasis saliens. 
Secara praktis, studi ini menyajikan peta jalan bagi perusahaan tambang, pemerintah 
daerah, dan lembaga pembangunan untuk mengimplementasikan kebijakan yang 
memperkuat legitimasi, mengaktifkan partisipasi komunitas, dan 
menginstitusionalisasikan integrasi perilaku. 

Kebaruan Riset Kebaruan studi ini terletak pada pengembangan kerangka 
keberlanjutan dua jalur yang secara khusus dirancang untuk lanskap pascatambang 
di Indonesia. Berbeda dari literatur sebelumnya yang cenderung memisahkan antara 
keluaran kebijakan dan respons perilaku, studi ini memadukan keduanya dalam 
proses saling memperkuat. Selain itu, konsep reinforcement keberlanjutan yang 
diperkenalkan menunjukkan bahwa keberhasilan bukanlah linier, melainkan siklikal—
membutuhkan umpan balik terus-menerus antara legitimasi sistem dan motivasi 
komunitas. Dari sisi metodologi, studi ini mengembangkan aplikasi meta-sintesis 
berbantuan NVivo untuk menerjemahkan data kualitatif skala besar ke dalam model 
konseptual yang terstruktur—sebuah pendekatan yang jarang ditemukan dalam 
penelitian keberlanjutan pascatambang saat ini. 

Arah Penelitian Selanjutnya Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi 
aplikasi komparatif dari kerangka ini pada berbagai konteks pascatambang—seperti 
batu bara, nikel, dan bauksit—guna menelaah bagaimana dinamika institusional dan 
perilaku berbeda menurut komoditas, geografi, dan konteks sosio-politik. Studi 
longitudinal dapat dilakukan untuk menguji ketahanan reinforcement keberlanjutan 
dari waktu ke waktu, khususnya di bawah rezim politik atau tekanan ekonomi yang 
berubah. Validasi kuantitatif juga dapat dilakukan melalui survei berbasis 80 child 
node yang telah dikembangkan, untuk memungkinkan generalisasi dan 
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benchmarking. Riset lanjutan juga dapat memperdalam peran partisipasi pemuda, 
transparansi digital, dan ketahanan iklim sebagai variabel baru dalam keberlanjutan 
pascatambang. Terakhir, perluasan model ini ke konteks lintas batas dan operasi 
tambang transnasional dapat memberikan wawasan tentang kerja sama regional, 
harmonisasi CSR, dan pemulihan skala ekosistem. 
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